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ABSTRAK 

Susanto, Didi. 2018 “Interaksi dan Perubahan Sosial Budaya Pasca Konflik Antar 
Suku di Sampit Kalimantan Tengah (kasus kerusuhan Antara Suku Dayak 
dan Suku Madura). Disertasi. Program Studi Pendidikan IPS. Program 
Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Tri Marhaeni 
Pudji Astuti, M.Hum, Kopromotor Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, Anggota 
Promotor,  Moh Yasir Alimi S.Ag., M.A., Ph.D. 

Kata Kunci: Interaksi, Perubahan Sosial Budaya, Konflik Suku 

Penelitian ini bertujuan mengkaji interaksi dan perubahan sosial budaya 
Pasca konflik di Sampit, meliputi bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan 
suku Madura, proses sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial pasca 
konflik, juga upaya masyarakat suku Dayak dan suku Madura dalam menjaga 
keharmonisan, serta mengkaji perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik 
antara suku dayak dan suku Madura di Sampit kalimantan tengah.  

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Data dan sumber data penelitian ini diperoleh melalui sumber 
primer dan sumber sekunder, tehnik pengumpulan data melalui tehnik observasi, 
tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi. Penelitian ini mengunakan tehnik 
analisis data dengan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan serta verifikasi. 

Hasil penelitian menemukan bahwa pada awalnya warga suku Dayak 
menyimpan rasa khawatir bahwa sikap dan perilaku penyebab konflik pada warga 
suku Madura korban konflik akan kembali, tetapi pada kenyataanya kehidupan 
orang Madura yang dulu eksklusif dan tertutup sudah mereka tinggalkan baik 
karena kesadaran pentingnya interaksi dan komunikasi, maupun karena adanya 
kesepakatan dan perjanjian damai “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” 
yang disepakati oleh kedua belah pihak. Warga suku Madura yang berada di 
Sampit terbagi menjadi dua kelompok, pertama adalah warga suku madura 
keturunan yang lahir dan besar di Sampit, kedua adalah warga Madura pendatang. 
Sebagian besar warga madura yang lahir dan besar di Sampit telah mampu 
beradaptasi, berasimilasi dan berakulturasi dengan kehidupan orang Dayak, 
berbeda dengan warga Madura pendatang mereka inilah yang seringkali membuat 
pandangan orang Dayak terhadap orang Madura menjadi negatif. Interaksi antar 
suku Dayak dan Madura pada beberapa daerah di Sampit menunjukan seakan-
akan tidak pernah terjadi konflik, tetapi faktor identitas masih sangat sensitif jika 
melibatkan orang suku Dayak dan suku Madura. Pemahaman falsafah “Huma 
Betang” yang semakin baik merubah cara pendang dan kehidupan sosial budaya 
orang Madura baik perekonomian, peran dalam masyarakat, status sosial, 
kebiasaan, pola pikir serta pendidikannya.         
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ABSTRACT 

Susanto, Didi. 2019 “Interaction and social and cultural changes post conflict 
among tribes in Sampit Central Kalimantan”. Dissertasion. Social Studies 
Program. Post Gradutes Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Tri 
Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum, copromotor Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd, 
ass.promotor,  Moh Yasir Alimi S.Ag., M.A., Ph.D. 

Kata Kunci: Interaction, social and culture change, ethnic conflict 

This study aims to examine the interactions and changes in socio-cultural 
post-conflict in Sampit, including forms of social interaction between Dayak 
tribes and Madurese, social processes and factors that influence post-conflict 
social interactions, as well as the efforts of Dayak tribes and Madurese in 
maintaining harmony, and studying post-conflict socio-cultural changes between 
the Dayaks and the Madurese in Sampit, Central Kalimantan. 

This study uses qualitative methods with a phenomenological approach. 
Data and data sources of this study were obtained through primary sources and 
secondary sources, techniques for collecting data through observation techniques, 
interview techniques and documentation techniques. This study uses data analysis 
techniques with interactive models in the form of data reduction, data 
presentation, drawing conclusions and verification. 

The results of the study found that at the beginning the Dayak tribes were 
concerned that the conflict-causing attitudes and behavior of the Madurese 
conflict victims would return, but in reality the lives of the Madurese who were 
exclusive and closed had been abandoned because of the awareness of the 
importance of interaction and communication. because of the agreement and 
peace agreement "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung" agreed upon by 
both parties.  Madurese residents who are in Sampit are divided into two groups, 
first are the descendants of Madurese who are born and raised in Sampit, the 
second are immigrant Madurese. Most Madurese born and raised in Sampit have 
been able to adapt, assimilate and acculturate to the lives of Dayaks, in contrast to 
Madurese migrants who often make the Dayak view of the Madurese negative. 
The interaction between the Dayak and Madura tribes in several regions in Sampit 
shows that there has never been a conflict, but the identity factor is still very 
sensitive if it involves the Dayaks and Madurese. The understanding of the 
philosophy of "Huma Betang" is increasingly good for changing the way of life 
and the socio-cultural life of Madurese people, both in the economy, role in 
society, social status, habits, mindset and education. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang penduduknya 

sangat majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, etnis serta agama 

yang sangat beragam. Data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 

2013 menyebutkan bahwa ada 633 kelompok suku besar di Indonesia, 

Sehingga jika dilihat secara vertikal dan horisontal, masyarakat kita 

memang masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika Serikat 

dan India.  

Kenyataan kemajemukan bangsa kita tersebut merupakan potensi 

yang sangat besar sekaligus juga menjadi potensi rawan terjadinya konflik 

(La Iba, 2016). Konflik yang terjadi di Indonesia sebagian besar didasari 

oleh adanya pertentangan serta perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar 

golongan (SARA). Kemajemukan dan perbedaaan selalu dipertentangkan 

sehingga cepat menyebar dalam masyarakat dan akhirnya terjadi konflik 

sosial yang menegangkan dan meresahkan (Pettalongi, 2013; Santoso, 

2016). 

Masyarakat yang mejemuk terdapat berbagai kelompok yang 

memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan. 

Peryataan ini diperkuat oleh Furnivall (Nasikun, 1986), yang menyatakan 
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bahwa masyarakat majemuk  (plural societies) adalah suatu masyarakat 

yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada 

pembaharuan satu dan lainnya dalam suatu kesatuan politik (Suryana & 

Rusdiana, 2015:3). 

Masyarakat yang memahami kemajemukan akan mempertahankan 

hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, jauh dari prasangka dan 

keceburuan sosial, hal tersebut jika terus dibina dan dipupuk akan semakin 

mempererat hubungan. Akan tetapi jika pola hubungan yang dibangun atas 

keinginan menguasai serta mendominasi maka akan muncul persepsi dan 

prasangka yang akan menimbulkan kerenganggan serta konflik suku, ras 

dan agama baik pada individu serta kelompok masyarakat.     

Prasangka merupakan kekakuan pada suatu kelompok tertentu 

berdasarkan keyakinan yang salah serta sulit untuk dirubah penuh dengan 

emosi yang tergambar dari perilaku individu dan kelompok yang 

berprasangka. Kebanyakan prasangka tertuang melalui ekspresi dan 

percakapan yang negatif dari kelompok tertentu, lebih banyak menghindar 

pada siapa yang tidak disukai, diskriminasi dengan jalan mengucilkan 

kelompok tertentu, serangan fisik dengan kekerasan, dan eksterminasi 

(pemusnahan) kelompok yang dibenci (Hufad, 2003).  

Prasangka yang terus menerus dipelihara akan mengakibatkan 

rusaknya tatanan kehidupan masyarakat yang mejemuk, sehingga 

perbedaan suku, agama, ras serta golongan seringkali memperlebar jarak 
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dan justru akan melahirkan konflik dalam masyarakat yang sangat 

multikultur, yang terus mengalami perubahan akibat perkembangan global 

serta akan berimbas juga pada berubahnya kultur serta budayanya di dalam 

masyarakat.     

Konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Pontianak yang 

mengakibatkan banyaknya pengungsi dari warga Madura antara tahun 2000 

sampai dengan 2002 misalnya, merupakan gambaran bahwa nilai-nilai 

keberagaman dan pluralisme pada masyarakat kita telah semakin luntur 

(Ulum, 2013). Konflik yang berasal dari perbedaan suku, agama, ras, dan 

antar golongan yang mengakibatkan pengerusakan tempat ibadah oleh 

kelompok pendukung agama lain dan juga konflik yang berbasis suku yang 

berbeda seperti di Sampit, Solo (Wasino, 2006), Aceh, dan lain sebagainya 

menunjukkan masih lemahnya pemahaman tentang kemajemukan dan 

multikulturalnya dalam masyarakat kita (Wasino, 2011). 

Kemajemukan ditandai dengan beraneka ragam budaya, etnis, dan 

latar belakang sejarah, menuntut adanya upaya penataan diri bersama 

dalam masyarakat yang stabil dan dinamis (Molan, 2015:1). Sehingga 

dengan begitu plural dan mejemuknya dalam masyarakat di Indonesia tentu 

sudah merupakan suatu keharusan untuk kita selalu menjaga persatuan dan 

keutuhan bangsa, oleh sebab itu perbedaan dan kemajemukan jangan 

dijadikan alasan terjadinya perpecahan antara suku, etnis serta agama di 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 



4 
 

 
 

Kemajemukan harus selalu dimaknai dengan pikiran yang positif 

dengan menjauhi prasangka terhadap Suku, Ras dan Agama tertentu, 

karena dalam interaksi disetiap individu masyarakat akan melalui proses 

yang berbeda-beda, karena pada setiap individu akan membawa budayanya  

masing-masing, individu juga adalah bagian dari anggota kolompok etnis, 

dan setiap kelompok etnis memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-

beda pula, sehingga interaksi di dalam lingkungan masyarakat tentu saja 

sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh budaya, etnis dan latar belakang 

sejarah yang dibawa oleh masing-masing setiap individu di dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. 

Persoalan yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat majemuk 

adalah seringkali memunculan akulturasi budaya, dalam akulturasi budaya 

selain terjadinya percampuran bukan tidak mungkin juga terjadi konflik 

baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar (Berry, 1995; 

Hidayah, 2002). Keberagaman disatu sisi merupakan sebuah anugerah, 

tetapi disisi lain juga merupakan menjadi sumber-sumber konflik jika 

perbedaan suku, ras dan agama terus menerus dimunculkan (Haryanto, 

2013).  

Kemajemukan serta perbedaan budaya, etnis dan latar belakang dari 

apa yang dipaparkan diatas mamang seringkali merupakan faktor penyebab 

terjadinya hubungan yang kurang baik pada kehidupan masyarakat, 

pengelompokan dan pengkotakan oleh sebagian suku, etnis serta agama 
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oleh mereka yang memang mayoritas mengakibatkan peleburan dan 

akulturasi budaya sulit terlaksana, di samping itu juga suku dan etnis 

minoritas misalnya suku Madura di Sampit yang tinggal secara berkoloni 

dan berkelompok tentu saja berdampak pada kurang harmonisnya 

hubungan antar etnis. 

Masyarakat mejemuk sangat rentan terhadap gesekan, seringkali 

ujung-ujungnya berakhir pada konflik sosial akibat dari tingginya streotif 

dan prasangka (Murdianto, 2018). Kesalahpahaman dan konflik yang 

terjadi juga disebabkan oleh banyak faktor, ada konflik karena faktor 

identitas dalam hal ini adalah konflik antar suku dan agama, ada juga 

konflik yang berlatar belakang permasalahan ekonomi seperti halnya 

dominasi pendatang dalam perekonomian, serta konflik agraria yang 

kebanyakan disebabkan perebutan lahan.  

Konflik karena faktor identitas, sering kali cendrung berakhir pada 

tertikaian antar suku seperti yang terjadi di Sampit, Poso, Ambon, Bali dan 

Papua serta konflik lainya di beberapa daerah di Indonesia. Konflik dalam 

negara karena identitas cenderung lebih bertahan dalam jangka panjang, 

silih berganti antara fase laten dengan ledakan kekerasan yang bertahan 

selama periode beberapa tahun atau dekade. (Harris dan Reilly, 2000). 

Menurut Liliweri, identitas berkaitan dengan berbagai pikiran, perasaan, 

masalah, dan rasa simpatik (empati) dalam komunikasi antarabudaya 

(Prathama, 2017).  
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Konflik Identitas karena perbedaan suku 15 tahun yang lalu di 

Sampit misalnya merupakan sejarah buruk dalam hubungan antar suku di 

Indonesia yang secara langsung menghancurkan sendi-sendi persaudaraan 

sesama anak bangsa. Sejarah konflik berupa pembantaian dan pengusiran 

paksa warga suku Madura oleh warga suku Dayak dari Sampit yang 

menjadi perhatian seluruh masyarakat Nasional dan bahkan Internasional 

tersebut disebabkan oleh persepsi yang negatif terhadap citra warga suku 

Madura yang terbentuk dari proses interaksi serta hubungan selama 

bertahun-tahun.    

Hubungan atau interaksi yang kurang baik antara warga suku Dayak 

dan suku Madura tersebut di Sampit, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh 

gesekan sosial antara budaya serta adanya kesenjangan dan 

ketidakseimbangan dalam perekonomian. Misalnya orang Madura yang 

dikenal sebagai pekerja keras mampu membuktikan diri sebagai salah satu 

motor pengerak perekonomian di Sampit, sehingga sebelum terjadinya 

konflik antara orang Dayak dan Madura di Sampit kegiatan perdagangan di 

dominasi sebagian besar oleh warga suku Madura. 

Jika memang benar penyebab konflik yang dikemukakan dari 

paparan diatas, ada kekhawatiran konflik akan sulit untuk dihindari 

mengingat hubungan antara orang Dayak dan orang Madura selama ini 

lebih banyak dipenuhi prasangka dan kecurigaan yang terus menerus serta 
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turun temurun dipelihara, sehingga puncaknya pada tahun 2001 konflik 

tidak dapat di redam.           

Akibat dari prasangka yang dipertahankan terus-menerus secara 

berlebihan akan memunculkan konflik (Pebrynda, 2015). Relasi warga 

suku Dayak dan suku Madura yang telah lama hidup dalam suasana yang 

penuh dengan pencitraan serta streotif yang berkepanjangan dalam bentuk 

ketegangan dan syakwasangka, akhirnya kembali terlibat dalam aksi 

pembantaian etnis yang kejam dan brutal (Haryanto, 2013). Kasus 

kerusuhan Sampit, bukan hanya menimbulkan gelombang pengungsian dan 

bencana kemanusiaan yang menohok masa depan anak-anak tetapi juga 

makin memanaskan bara api yang sudah bertahun-tahun mengendap 

(Narwoko dan Suyanto, 2011:201). 

Pertanyaan besarnya adalah mengapa konflik beberapa tahun silam di 

Sampit hanya melibatkan antara orang Dayak dan Madura saja justru 

memunculkan anggapan bahwa ada pola interaksi dan hubungan yang salah 

selama ini terbangun antara orang Dayak dan Madura. Padahal jika kita 

melihat di Sampit suku-suku yang ada sangat beragam baik suku banjar, 

jawa, arab, melayu, bugis dan china sampai saat ini belum pernah ada 

sekalipun terdengar konflik selain antara orang Dayak dan Madura. 

Jika kita membandingkan pola interkasi sosial warga suku Madura 

dengan warga suku Jawa misalnya akan memunculkan tanggapan yang 

berbeda dari warga suku Dayak karena berdasarkan catatan sejarah tidak 
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pernah terjadi konflik antara warga suku Dayak dengan warga suku Jawa 

kerena dalam berinterkasi warga suku jawa menjunjung tinggi 

keharmonisan, kelembutan, pandai bergaul serta sikap mau mengalah jika 

permasalahan tidak terlalu prinsip, tidak ada sikap yang agresif yang 

dilakukan warga suku Jawa, sehingga orang Dayak menganggap mereka 

telah menjunjung tinggi sikap “di mana bumi dipijak, di sana langit 

dijunjung” (Putra, 2011). 

Meletusnya konflik horisontal yang berskala masif dalam masyarakat 

multi-etnik di Kalimantan Tengah berapa tahun lalu, misalnya merupakan 

kristalisasi akumulasi kekecewaan yang mengalami titik kulminasi, di 

mana wacana perbedaan semakin mengeras dan menciptakan ruang konflik 

yang sangat dahsyat. Wacana perbedaan berwujud sintemen dieksploitasi 

sedemikian rupa, sehingga melahirkan persfektif dan sikap antagonime out-

group-in-group yang kaku dalam interaksi sosial antara kelompok 

masyarakat multi-etnik (Mahfud, 2014:131). 

Kristalisasi akumulasi kekecewaan dapat disebabkan oleh berbagai 

macam permasalahan diantaranya adalah masalah akulturasi budaya 

dimana orang Madura belum sepenuhnya mampu membaur pada 

lingkungan masyarakat di Sampit khususnya orang Dayak, orang Madura 

masih hidup dan menetap secara berkelompok sesama suku Madura saja 

yang mengakibatkan seolah-olah ada dinding pemisah antara orang Dayak 
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dan orang Madura sehingga interaksi sosial atau hubungan tidak berjalan 

dengan baik.        

Kehidupan orang Madura yang serba tertutup dan kurang berinteraksi 

dengan lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal, sehingga akibatnya 

jika terjadi pertentangan dan perselisihan hal yang kecil akan menjadi besar 

karena saluran komunikasi cenderung tertutup. Masalah sosial akan timbul 

apabila dalam masyarakat tidak terdapat saluran yang mapan dan dapat 

mengakomodasikan berbagai inspirasi, nilai dan kepentingan yang saling 

berbeda tersebut. Saluran yang mampu berfungsi seperti ini akan dapat 

mencegah atau paling tidak mengurangi letupan permusukan yang bersifat 

terbuka (Soetomo, 2013:194).  

Masalah konflik yang tergambar dari beberapa paparan di atas 

menunjukan bahwa rasa toleransi dan persaudaraan antara sesama anak 

bangsa Indonesia sedikit demi sedikit sudah mulai hilang dan mengalami 

pergeseran baik pada nilai dan bahkan budayanya sehingga mengakibatkan 

interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat menjadi terganggu lama-

kelamaan akan mengancam integrasi sosial dalam masyarakat. Konflik 

yang terus menerus terjadi  juga mengakibatkan perubahan sosial yang 

membuat masyarakat semakin menutup diri serta menganggap bahwa 

kelompok suku, etnis, budaya, serta agama atau golongan merekalah yang 

paling baik juga merupakan sebuah bom waktu yang kapan saja dapat 
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meledak dan dapat mengancam kemajemukan, keberagaman umat 

beragam, berbangsa dan bernegara di Indonesia.     

Sebenarnya orang Madura yang ada di Sampit telah banyak 

mendapatkan keuntungan secara berlebihan (tanah-tanah pertanian dan 

kebun, rumah, perekonomi, jasa, dan bisnis, eksploitasi atas sumber-

sumber daya alam yang ada di Sampit) tetapi akibat dari dominasi yang 

berlebihan dan sebagian dari oknum warga Madura memperolehnya 

dengan cara-cara tidak baik, ancaman, pemerasan, dan kekerasan berupa 

teror mental dan penyiksaan serta pembunuhan yang luput dari jeratan 

hukum maka orang Madura selalu tercitrakan Negatif (Ruslikan, 2001). 

Akibat dari dominasi orang Madura terhadap orang Dayak, sedikit-

demi sedikit akan muncul benih-benih konflik sosial di dalam masyarakat, 

walaupun orang Madura tinggal sudah sangat lama dan turun-temurun 

namun anggapan bahwa orang Madura adalah warga pendatang di Pulau 

Kalimantan tersebutlah yang menjadikan masalah seakan-akan masih 

adanya garis pembatas antara orang Dayak dan Madura.  

Adanya Garis pembatas akan menimbulkan berbagai macam gesekan 

antara budaya orang Dayak dan orang Madura, mengakibatkan gesekan 

yang pada akhirnya akan memunculkan benih konflik kemudian hubungan 

menjadi semakin tidak baik, akibatnya konflik tentu saja tidak dapat 

dihindari, sehingga disadari atau tidak  akan terjadi perubahan sosial di 

dalam masyarakat.       
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Perubahan sosial baik interaksi atau hubungan sosial yang 

disebabkan oleh konflik sosial, akan semakin subur jika munculnya 

anggapan bahwa situasi yang dihadapai tidak adil atau menganggap bahwa 

kebijakan yang berlaku saat ini salah, biasanya mengalami pertentangan, 

tatanan aturan yang berlaku sebelumnya. Konflik sosial juga memfalisitasi 

tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan (Alexander, 2005).   

Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik, akan membuat 

hilangnya toleransi, keretakan, serta tingginya kecurigaan dalam 

masyarakat (Sadjim, dkk., 2016). Masyarakat akan mengalami perubahan 

sosial pada nilai strukturnya secara revolusioner maupun evolusioner, 

perubahan dipengaruhi oleh gerakan sosial dari individu dan kelompok 

sosial masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa 

muncul dalam berbagai bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur 

hubungan sosial, mengubah pandangan hidup dan kepentingan merebut 

peran politik (kekuasaan) (Susan, 2014:19).    

Pasca konflik antar etnik, sampai saat ini masih banyak pekerjaan 

rumah yang belum terselesaikan dengan baik oleh pihak yang terkait 

terutama pemerintah daerah. Permasalahan yang sampai saat ini masih 

perlu dibenahi adalah pada pola interaksi atau hubungan antar etnik yang 

harus terus menerus diperbaiki, serta perlu adanya perekat hubungan yang 

selalu dijaga mengingat pasca konflik beberapa tahun yang lalu telah 
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terjadi banyak sekali perubahan sosial dalam masyarakat multietnik di 

Sampit. 

Studi yang dilakukan oleh Ardiansyah (2010), menyatakan bahwa 

yang menjadi pemicu konflik antara konflik etnis Samawa dengan etnis 

Bali jika di lihat dari asfek sosial politik, karena disebabkan oleh tinggiya 

kecemburuan sosial warga etnis Samawa, terhadap etnis Bali yang sebagian 

besar tergolong banyak yang berprestasi, selain itu juga faktor kedekatan 

dengan pemerintah pusat menjadikan meraka banyak menduduki jabatan 

cukup strategis sebagai birokrat pada instansi negeri dan berbagai posisi 

penting baik di BUMN serta perusahaan swasta lainnya.  

Sementara penelitian Herlambang dkk (2012), mengenai masyarakat 

multikultural: studi tentang interaksi sosial antara masyarakat etnis Bali 

dan etnis sasak, bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya interaksi 

sosial masyarakat etnis Bali dan mayarakat etnis Sasak di Kota Amlapura 

yang paling kuat pengaruhnya adalah faktor sugesti dalam kekuasaan dan 

pengaruh pihak puri terhadap masyarakat etnis Bali dan etnis Sasak.  

Penguatan faktor sugesti tersebut disebabkan oleh besarnya pengaruh 

dan peran Puri Karangasem yang sudah meletakan dasar-dasar pembauran 

dan penyatuan dalam kehidupan masyarakat etnis Bali dan etnis Sasak, 

yang terlemah adalah faktor imitasi, identifikasi, dan simpati hal tersebut 

disebabkan kepatuhan dan pemahaman terhadap norma-norma dan kaidah-

kaidah yang berlaku dalam masyarakat masih memerlukan waktu panjang. 
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Demikian pula dalam hal beradaptasi dan bekerjasama dalam kehidupan 

kemasyarakatan antara etnis Bali dan etnis Sasak.  

Berbagai macam cara telah dilakukan untuk mencegah agar konflik 

tidak lagi terjadi, mengingat akibat dan dampak dari konflik etnik hanya 

akan menimbulkan luka dan kesedihan yang berkepanjangan. Salah satu 

upaya pemerintah daerah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2001 tentang Penanganan 

Penduduk Dampak Konflik Etnik yang menekankan penuh pada 

rekonsiliasi dan rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban konflik etnik 

di Sampit.  

Upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi yang dilakukan agar permasalahan 

yang selama ini muncul dapat dicari jalan keluarnya sehingga konflik yang 

lebih besar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Rekonsiliasi merupakan 

sebuah solusi dan usaha perbaikan untuk mempererat hubungan serta 

mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan keinginan 

mecari jalan penyelesaiannya secara kekeluargaan sebagai langkah maju 

menata kembali komunikasi dari pihak yang terlibat konflik.  

Pasca konflik agar tidak menumbulkan dampak yang 

berkepanjangan, maka proses rekonsiliasi merupakan suatu proses resolusi 

konflik melalui perdamaian antara kedua belah pihak secara terbuka, 

walaupun proses perdamaian yang dilakukan melaui berbagai macam 

tahapan-tahapan, proses yang dilakukan harus secara komprehensip dan 
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mekanisme yang dilakukan juga harus melalui pendekatan baik secara 

individu dan bahkan kelompok mereka yang terlibat konflik (Bakri, 2015).   

Rehabilitasi diharapkan akan mampu mengupayakan perbaikan 

terhadap psikologis masyarakat suku Dayak dan suku Madura yang terlibat 

konflik secara langsung dan juga bagi mereka yang tidak secara langsung 

berkonflik, dan bagi mereka suku Madura yang telah kembali dari 

pengungsian diharapkan akan mampu menjalani kehidupan mereka 

sebagaimana orang normal pada umumnya.    

Berdasarkan fakta lapangan semenjak berakhirnya kerusuhan pada 

tahun 2001 di Sampit Kalimantan Tengah, sampai saat ini setelah 15 tahun 

pasca konflik antar suku, dampaknya di lingkungan masyarakat masih 

belum bisa hilang penyebabnya adalah masyarakat yang semakin sensitif 

terhadap isu-isu yang berkembang berkaitan dengan kesukuan. 

Permasalahan lain yang juga muncul yaitu masalah interaksi atau hubungan 

sosial masyarakat yang belum sepenuhnya kembali serta berjalan dengan 

baik sehingga sedikit saja terjadi gesekan-gesekan pada lingkungan 

masyarakat selalu mengarah pada isu konflik.  

Pada bulan Pebruari dan Maret 2016 saja berkembangnya isu yang 

menjurus pada konflik antar suku di daerah provinsi tetangga yakni 

Kalimantan Selatan berimbas pada kondisi dan situasi interaksi sosial dan 

hubungan masyarakat di masyarakat Kalimantan Tengah, sehingga 

kehidupan masyarakat masih lebih banyak dihantui dan dibayang-bayangi 
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oleh perasaaan akan terjadinya konflik yang sama.  Kondisi demikian jika 

terus dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya usaha untuk memperbaikinya 

maka akan mempengaruhi kondisi dan interaksi kehidupan sosial di dalam 

lingkungan masyarakat Sampit khususnya Kalimantan Tengah pada 

umumnya, dan dapat dipastikan sangat sulit untuk masyarakat mampu 

menjalankan kehidupannya dengan normal sebagaimana mestinya. 

Pada bulan Mei 2016 kembali melakukan observasi lanjutan 

mengenai perubahan sosial pada masyarakat multikultural di daerah Sampit 

dan dari situ tergambar bahwa perubahan sosial dalam masyarakat pasca 

konflik memang berimbas pada kondisi interaksi sosial, ada beberapa hal 

yang jelas terlihat diantaranya perubahan struktur sosial pada lingkungan 

mereka tinggal kemudian pasar-pasar tradisional yang ada dibeberapa 

daerah di kecamatan sudah tidak lagi di dominasi oleh suku Madura, tetapi 

lebih bervariasi yakni ada yang berasal dari suku Dayak, banjar dan jawa.       

Pada sekitar minggu pertama bulan september 2016 kasus 

pembunuhan yang terjadi di daerah Kecamatan Baamang Kota Sampit, 

yang pada dasarnya adalah merupakan kasus kriminal pada akhirnya 

hampir menjurus pada kerusuhan antar suku Madura dan suku Dayak. Isu 

dengan cepat menyebar dari mulut kemulut masyarakat hingga pada 

akhirnya tokoh adat Dayak yang dikenal dengan Dewan Adat Dayak 

(DAD) turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak 

menyebar lebih luas lagi sehingga situasi masih dalam kondisi aman.  
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Pada surat kabar harian Kalteng Pos pada tanggal 12 September 2016 

memberitakan tentang permintaan Gubernur Kalimantan Tenggah H. 

Sugianto Sabran agar masyarakat Kalteng, khususnya Kota Waringin 

Timur untuk bersama-sama menjaga situasi daerah yang kondusif, 

sehingga proses pembangunan dapat tetap berjalan dengan aman, lancar 

dan tertib. Gubernur menyatakan bahwa “terkait insiden yang terjadi di 

baamang beberapa waktu lalu, yang diisukan sudah masuk ranah antar 

etnis. Saya imbau semuanya tidak mudah terpropokasi akan isu yang 

berpotensi merusak ketentraman dan kedamaian” 

(http://m.kelteng.prokal.co/read). 

Walaupun konflik telah berlalu, kehidupan masyarakat di Sampit 

juga sudah mulai berbenah menuju arah perbaikan seingga usaha 

merevitalisasi hubungan sosial budaya pasca konflik semuanya diarahkan 

pada perbaikan terhadap apa saja yang dulu dianggap belum maksimal dan 

menjadi penghambat pembangunan dalam usaha menciptakan kerukunan 

dan keharmonisan dalam interkasi serta hubungan sosial antar suku 

khususnya Dayak dan Madura di Sampit.  

Peneliti merasa masih ada yang menarik untuk dikaji lebih dalam 

mengenai interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik pada 

kehidupan masyarakat di Sampit, terlebih lagi faktor identitas kesukuan 

seringkali masih menjadi sesuatu yang sangat tabu dan sensitif untuk 

diungkap serta disebarluaskan. Penelitian ini menjadi penting karena akan 
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memberikan paradigma baru terhadap fakta empirik yang menyangkut 

identitas serta hubungan antarsuku khusunya pada kehidupan sosial budaya 

masyarakat yang pasca konflik. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan penelitian di atas 

sebagai berikut: 

1. Kemajemukan di dalam masyarakat kurang dipahami secara utuh, 

masyarakat masih terkotak-kotak sehingga seringkali muncul benih-

benih konflik 

2. Pasca konflik terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat sehingga 

masyarakat sulit untuk kembali pada kehidupan normalnya sehingga 

masih sering terjadi gesekan. 

3. Interaksi sosial masyarakat pacsa konflik mengalami perubahan 

sehingga berpengaruhi besar dalam kehidupan masyarakat. 

4. Masih adanya masyarakat yang menonjolkan dari mana asal suku, etnik, 

dan serta budaya dalam berinteraksi. 

5. Masih sulitnya masyarakat berinteraksi dan memahami perubahan sosial 

budaya pasca konflik sehingga cenderung masih individual. 
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6. Pemahaman masyarakat asli Sampit bahwa masyarakat Madura 

memiliki citrakan negatif sehingga mempengaruhi interaksi sosial 

budaya kehidupan masyarakat di Sampit kalimatan tengah.      

 

1.3 Cakupan Masalah  

Menginggat konflik yang terjadi di Sampit Kalimantan Tengah sudah 

terjadi sangat lama hampir 15 tahun yang telah lalu, seharusnya interaksi 

sosial di dalam kehidupan masyarakat sudah berjalan dan kembali seperti 

sediakala akan tetapi interaksi sosial hubungan di dalam lingkungan 

masyarakat masih belum mengalami perubahan. Cakupan masalah dalam 

penelitian ini terdiri dari: 1) interaksi sosial masyarakat pasca konflik antar 

suku di Kalimantan Tengah; 2) Perubahan sosial masyarakat  pasca konflik 

antar suku di Kalimantan Tengah; 3) Upaya yang dilakukan suku Dayak 

dan Madura menjaga keharmonisan pada kehidupan sosialnya di 

lingkungan masyarakat. 

 

1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada sejumlah 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku Madura 

pasca konflik antar suku di Sampit Kalimantan Tengah? 
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2. Bagaimana proses sosial dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 

pasca konflik antar suku Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan 

Tengah? 

3. Bagaimana pola edukasi yang dilakukan pemerintan dan masyarakat 

dalam menjaga keharmonisan pasca konflik antara suku Dayak dan suku 

Madura di Sampit kalimantan tengah? 

4. Bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik antara 

suku Dayak dan suku Madura di Sampit kalimantan tengah? 

 

1.5  Tujuan Penelitian  

Berpijak pada latar belakang, penelitian yang akan dilakukan 

memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis bentuk interaksi sosial antara suku Dayak dan suku 

Madura pasca konflik antar suku di Sampit Kalimantan Tengah. 

2. Menganalisis proses sosial dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

interaksi sosial pasca konflik antar suku Dayak dan suku Madura di 

Sampit Kalimantan Tengah. 

3. Menganalisis Pola Edukasi Yang Dilakukan Pemerintan Dan 

Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan Pasca Konflik antara suku 

Dayak dan suku Madura di Sampit Kalimantan Tengah.  

4. Menganalisis perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik antara 

suku Dayak dan suku Madura di Sampit kalimantan tengah. 
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1.6  Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan akan dihasilkan sintesis mengenai 

pembagunan dan pengembangan gagasan serta penguatan kajian 

interaksi sosial, perubahan sosial budaya pasca konflik antara suku, 

yang akan semakin memperkuat kajian konflik sosial dilihat dari 

persfektif perubahan sosial budaya, struktural fungsional dan teori 

konflik yang akan menambah dan memperkuat kajian bidang 

sosiologi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur dan pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam menata dan merekonstruksi interaksi 

serta perubahan sosial budaya dalam masyarakat multietnik di 

Sampit. 

2. Penelitian ini memberikan kerangka prosedur pengembangan 

interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik antar suku di 

Kalimantan Tengah. 

3. Penelitian ini memberikan pemahaman hermeneutis proses-proses 

dan kebijakan interaksi dan perubahan sosial budaya pasca konflik 

antar suku di Kalimantan Tengah.  
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA 

BERPIKIR 

 
 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Pengertian Interaksi sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan 

sesamanya karena itu mencapai kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki 

bergantung bantuan dari orang lain. inilah dasar dan alasan antara 

individu yang satu dengan yang lain melakukan interaksi sosial. 

Dilingkungan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat tidak lepas 

adanya hubungan sosial (Rustanto, 2015:7). 

Menurut Turner, interaksi adalah proses individu saling bertukar 

gestur atau sikap tubuh, menafsirkan sikap tubuh dan mengunakan alat 

peraga fisik untuk memproyeksi citra diri tertentu kepada orang lain 

(interaction-process of individuals mutually exchanging gestures, 

interprenting those gesture and physical props to project a particular 

image of oneself to others). Alam semesta sosial pada akhirnya terdiri dari 

individu yang berinteraksi satu sama lain (Zacky, 2015:25). 

Berger dan Luckman (1990), interaksi akan dapat berjalan dengan 

dengan baik apabila dilakukan melalui suatu media, yang dimaksudkan 

sebagai sarana penunjang agar proses interkasi dapat berjalan dengan baik 

dalam hali ini misalnya pengunaan bahasa. Bahasa dapat dikatakan sarana 
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agar proses interkasi menjadi memiliki makna atau dapat dikatakan 

sebagai “shared values” yang esensial dalam mendukung kelancaran 

interaksi (Sikwan, 2017).  

Tatanan interaksi adalah (interaction order) adalah suatu tatanan 

institusional tersendiri. Tatanan interaksi terdiri dari serangkaian hak dan 

kewajiban-kewajiban interaksional yang komplek yang keduanya terkait 

erat dengan “wajah” (klaim-klaim langsung seseorang tentang “siapa 

dirinya” dalam suatu interaksi),  ciri-ciri identitas personal yang lebih 

tahan lama, dan juga institusi-institusi sosial makro pada skala yang 

besar. (Goffman, 1983, Turner, 2012). 

Menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua 

atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu 

mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang 

lain, atau sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat mengambarkan 

kelangsungan timbal-baliknya interaksi sosial antara dua atau lebih 

manusia (Gerungan, 2004:62).   

Bagi Dawson dan Gelty, interaksi sosial adalah proses di mana 

antra individu saling menembus pikiran satu sama lain. Interaksi dapat 

terjadi antara dua atau lebih individu atau kelompok. Definisi sederhana 

interaksi sosial merupakan sebuah perilaku antaradua orang atau lebih 

yang saling memberi arti (social interacton a behavior between two or 

more people that is given meaning) (Zacky, 2015:25). 
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Interaksi merupakan hubungan sosial antara individu dengan 

lingkungannya, bisa juga dalam bentuk penyesuaian diri hubungan 

individu dengan lingkungannya (Umar A., Sumule, dan Jaya, 2016). 

Penyesuaian diri dan interaksi pasca konflik dalam masyarakat tentu saja 

tidak mudah, Haba (2012) berpendapat, mereka yang berkonflik baik 

mereka yang terlibat langsung maupun mereka yang hanya terpapar 

konflik akan mengalami trauma sehingga dalam proses pemulihan pasca 

konflik memerlukan waktu cukup panjang, kerena berkaitan dengan 

mental serta psikologis masyarakat. 

Interaksi manusia terjadi setiap kali seseorang mengadakan 

tanggapan terhadap aksi orang lain. berarti bahwa kita menentukan apa 

arti perbuatan orang tersebut kepada kita, lantas kita mengadakan 

tanggapan yang sesuai dengan penafsiran tingkah laku orang tersebut 

menurut pendapat kita. Oleh karena itu sebetulnya tanggapan kita 

merupakan daya rangsang terhadap orang tersebut yang pada gilirannya 

akan mengadakan rekasi terhadap tindakan kita (Cohen dalam 

Simamora,1983). 

Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat, yaitu (1) adanya kotak sosial, dan (2) adanya komunikasi. 

Kontak sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, antara 

individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. 

Kontak juga berifat primer jika itu terjadi secara langsung  atau face-to-
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face, dan sekunder jika hubungan itu melalui perantara orang atau media 

lain (Dayakisni, Hudaniah, 2012).  

Menurut Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang 

perorangan, antara kelompok manusia, maupun manusia dengan 

kelompok masyarakat (Rozi, 2013;). Bentuk umum proses sosial adalah 

interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan proses sosial) karena 

interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas 

sosial (Soekanto & Sulistyowati, 2014:55). 

 Menurut Gillin dan Gillin Interaksi sosial antar manusia terjadi 

dalam konteks proses sosial. Ada dua jenis proses sosial yakni; (1) proses 

yang asosiatif yaitu akomodasi, akulturasi, dan asimilasi; (2) proses yang 

diasosiatif yaitu persaingan/kompetisi, kontraversi dan konflik 

(Soekamto, 1989;Liliweri, 1994). Sementara Robert E. Parkada empat 

bentuk proses sosial yang penting, yakni konflik (conflict), akomodasi 

(accomodation), persaingan (competition), dan asimilasi (assimilation) 

(Poerwanto, 1999).  

Proses sosial asosiatif merupakan proses sosial yang menjadi bagian 

dari fakta sosial, anggota kelompok masyarakat yang ada di dalamnya 

saling melengkapi satu sama lain terciptanya harmoni yang mengarah 

pada pola-pola kerjasama. Kehidupan harmoni sosial ini terbentuk dari 

kondisi sosial yang teratur atau disebut social order. Proses sosial 
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asosiatif menyangkut di dalamnya, kerjasama (co-operation), akomodasi 

(accomodation), dan asimilasi (asimilation). Secara umum dapat 

dimengerti bahwa dari ketiga bagian tersebut dapat terlaksana apabila 

masyarakat menjadi dinamis, dapat hidup saling melengkapi serta hidup 

berdampingan. (Setiadi dan Kolip, 2011; Irfani, 2018).   

Tiap masyarakat merupakan suatu satu kesatuan dari individu-

individu yang satu dengan lainya berada dalam hubungan interaksi yang 

berpola mantap. Interaksi itu terjadi bila seorang individu dalam 

masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu 

respons atau reaksi dari individu–individu lainya (Koentjaraningrat, 

1990:61-61).  

Banyak proses interaksi dalam banyak masyarakat di dunia, salah 

salah menangkap serupa itu sangat sering terjadi yang menjadi pangkal 

utama dari berbagai ketegangan yang ada dalam tiap masyarakat yang 

hidup. Tindakan interaksi antara individu dalam rangka kehidupan 

masyarakat. di antara semua tindakankanya yang berpola tadi perlu 

diadakan perbedaan antara tindakan-tindakan yang dilaksanakan menurut 

pola-pola yang resmi (Koentjaraningrat, 1990: 62-63). 

Konsep interaksi itu penting karena tiap masyarakat merupakan 

suatu kesatuan dati individu yang satu dengan lain berada dalam 

hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi bila 

seseorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga 
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menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain 

(Koentjaraningrat, 2009:131). 

Semua interaksi manusia pasti melibatkan saling tukar pesan secara 

terus menerus antara orang-orang yang terlibat didalamnya, di mana 

seseorang kadang menjadi pembicara dan kadang menjadi pendengar. 

Hak-hak dan kewajiban untuk berbicara dan mendengarkan naik turun 

sesuai dengan dan diakomodasi di dalam suatu sistem giliran-bicara yang 

mengatur kesepatan-kesempatan untuk bertindak tanpa harus banyak 

pengacu pada aktor-aktor tertentu yang terlibat di dalam interaksi yang 

bersangkutan (Rawls, 1971, Turner, 2012).  

Proses interaksi dan komunikasi merupakan pertukaran makna-

makna dan simbol-simbol yang syarat akan muatan makna. Pada 

prosesnya bagian-bagian individu akan selalu mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh individu lainnya. Sehingga dengan demikian individu 

tidak terpengaruh oleh apapun atau dapat dikatakan bebas nilai dari 

pengaruh individu lainnya, baik secara individu dan bahkan dalam 

anggota kelompok. Dengan demikian individu dalam berinterkasi dan 

komunikasi akan sangat tergantung pada bagaimana proses penyesuaian 

dirinya pada lingkungnya yang sangat majemuk (Tripambudi, 2012). 

Interaksi sosial menurut Setiadi dan Kolip (2013) merupakan 

hubungan timbal balik antarmanusia dalam kehidupan sosial. Adapun 

manusia sebagai insan individu masing-masing memiliki karakter dan 
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kepribadian yang berbeda. Setiadi dan Kolip kemudian mempertegas, 

bahwa Realitas tersebut berarti kehidupan sosial terdiri dari kelompok 

manusia yang beragam karakter dan kepribadian. Jika ada dua orang 

mengadakan interaksi, maka dalam proses sosial tersebut akan dua 

kepribadian yang berbeda (Hafid, 2016). 

Interaksi sosial adalah proses dasar dalam masyarakat. Hal ini dapat 

terjadi hanya ketika hubungan sosial berlangsung antara manusia; kontak 

sosial hanya ketika orang-orang saling berkomunikasi dalam memberikan 

makna. Simbol adalah media komunikasi dan rangkuman pengalaman 

yang memberikan dasar untuk pemahaman umum dari situasi dalam 

interaksi sosial. konteks dimana interaksi sosial merupakan tempat dalam 

struktur sosial dengan norma-norma, peran, serta nilai-nilai yang 

mengatur perilaku manusia (Chitambar, 1973: 266). 

Barth, berpendapat bahwa perbedaan yang mucul dalam proses 

interaksi merupakan hal yang wajar, serta tidak seharusnya perbedaan 

identitas etnis menjadi halangan dan menjadikan salah satu pihak 

melepaskan identitas etniknya. Keharmonisan dalam hubungan antaretnik 

merupakan suatu keharusan dalam menjalani kehidupan yang harmonis 

pada masyarakat multibudaya (Lampe, 2010). Interaksi sosial merupakan 

suatu hubungan atara individu satu dengan individu lainnya dimana 

individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga 
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terdapat hubungan yang saling timbal balik (Walgito, 1990;Dayakisni, 

Hudaniah, 2012).  

Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada dua syarat bagi terjadinya 

suatu interaksi sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. 

Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari 

tindankan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap 

tindakan tersebut (Narwoko & Suyanto, 2011:16).  

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan karena 

tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

bertemunya orang-perorang secara badaniah belaka tidak akan 

menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosia. Pergaulan 

hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan 

seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan 

persaingan-persaingan, pertikaian dan lainsebagainya maka dapat 

dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, yang 

menunjukan pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis (Soekanto & 

Sulistyowati, 2014:54-55). 

Menurut Gillin dan Gillin, Interaksi sosial merupakan kunci 

kehidupan sosial. Interaksi mengacu pada hubungan antar individu 

dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau antara kelompok 

dengan kelompok (Wasino, 2006; Rozida, 2011). Interaksi dapat dilihat 
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sebagai tindakan-tindakan yang saling titunjukan oleh dan di antara dua 

orang pelaku atau lebih. Dalam kaitannya dengan interaksi sosial antar 

etnik, maka tindakan-tindakan itu dipandang terkait dengan identitas etnik 

(Suparlan, 1989;Wasino, 2006).   

Interaksi sosial merupakan proses untuk memahami keragaman 

serta perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia (Mahrudin, 2013). 

Interaksi sosial mempunyai tujuan tertentu. Orang bertindak dan bereaksi 

terhadap orang lain dalam rangka mencapai tujuan mereka. Dalam 

beberapa interaksi partisipan mempunyai tujuan yang berbeda-beda 

(Sumarti dalam Nasdian, 2015).  

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di 

dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih nyata ketika terjadi benturan 

antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Jika 

antarkelompok terdapat kesamaan-kesamaan tertentu, maka akan terjadi 

kerja sama antarkelompok sosial, sebaliknya jika di antara kelompok-

kelompok terdapat beberapa perbedaan, maka kemungkinan aan terjadi 

konflik antarkelompok sosial. Interaksi sosial hanya berlangsung antara 

pihak-pihak jika terjadi reaksi terhadap dua belah pihak (Setiadi dan 

Kolip, 2011:63).  

Menurut Hoogvelt, masyarakat selain dikonsepsikan sebagai sistem 

interaksi, juga kehidupan masyarakat ditempatkan pada dua posisi secara 

gradual (cybernetic level). Konsep ini mengandung konsekuensi dalam 
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dua hal: pertama, interaksi sosial yang bersifat individual; dan kedua, 

interaksi sosial yang bersifat kolektif. Masyarakat tidak terlepas dari 

problematikanya masing-masing. Ini berarti masyarakat mempunyai 

realitas sendiri sebagaimana apa adanya (suigeneris) atau sebagaimana 

sesuatu yang ada pada dirinya sendiri (as a thing in itself) yang karenanya 

keanggotaan tak dapat diperkecil lagi (Narwoko dan Suyanto, 2011:371). 

 

2.1.2 Pengertian Perubahan Sosial 

Herbert Spescer adalah salah satu tokoh yang mendefinisi makna 

dari perubahan sosial. Merurut Spencer perubahan sosial merupakan 

suatu masyarakat tradisional yang kemudian mengalami perubahan, 

selanjutnya masyarakat tersebut kembali lagi pada kehidupan 

tradisionalnya (Setyaningrum, Astuti, & Alimi, 2017). Sedangkan 

pandangan Gillin dan Gillin, mengartikan perubahan sosial adalah suatu 

variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-

perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, 

dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan 

baru dalam masyarakat (Ngafifi, 2014). 

Perubahan sosial, dapat dikatakan bahwa perubahan pada segi 

struktural masyarakat seperti pola-pola perilaku dan pola interaksi antar-

anggota masyarakat; perubahan pada segi struktur masyarakat seperti 

nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat; perubahan 
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di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tinggkat individual, 

keluarga, masyarakat hingga tingkat masyarakat dunia; perubahan yang 

dapat menimbulkan ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam suatu 

sistem masyarakat (Abdullah, 2011:208). 

Perubahan sosial menurut Soekamto (2012), adalah pergeseran 

nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, 

susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kekuasaan 

wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan sosial juga disebut 

tranformasi sosial. Perubahan sosial mengarah pada pergeseran yang 

bersifat dari pola-pola tradisional atau bahkan mengalami kehancuran 

(Setiadi dan Kolip, 2011; Suryanegara, dkk., 2015). 

Secara umum, menurut Soekanto (2012), perubahan-perubahan 

dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, 

pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-

lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan 

lain sebagainya. Unwanullah (2012) menyatakan bahwa globalisasi 

menjadi salah satu faktor dalam proses perubahan dalam asfek kehidupan 

manusia yang dewasa ini prilaku, gaya hidup serta nilai-nilai dalam 

masyarakat era global menjadi kebudayaan global.  

Ogbum (1932) menjelaskan mengenai makna perubahan sosial yang 

meliputi perubahan teknologi, sehingga menggakibatkan perubahan 

lingkungan material dan mengaturnya, kemudian akibat dari perubahan 
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tersebut menimbulkan perubahan atau modifikasi sikap-sikap, kebiasan-

kebiasan serta lembaga sosial (Hatu, 2011). Perubahan sosial adalah 

tranformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam 

perilaku pada waktu tertentu (Macionis, 1987;Sztompka, 2014). 

Perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, 

kelompok,organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu (Ritzer, 

1990; Sztompka, 2014). 

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur 

sosial dan lembaga sosial masyarakat. Perubahan sosial meliputi 

perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan teknologi, perilaku, 

sistem sosial, dan norma. Perubahan tersebut mempengaruhi individu 

dalam masyarakat tertentu (Maksum, 2016:159). 

Pendapat Morrison MacIver, bahwa perubahan sosial sebagai 

perubahan dalam hubungan sosial (Social Relationships) atau sebagai 

perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial. 

Perubahan sosial adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk 

perubahan yang terjadi dalam interaksi manusia dan relasinya. 

Masyarakat merupakan jaringan hubungan sosial dan perubahan sosial. 

Berarti terdapat perubahan dalam sistem hubungan sosial. Perubahan 

terjadi dalam proses sosial interaksi sosialdan organisasi sosial (Jacky, 

2015:86). 
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Bangsa Indonesia saat ini juga dihadapkan pada perubahan sosial 

yang luar biasa kompleks akibat globalisasi dan modernitas tahap lanjut 

atau pos-modernisme yang membawa dampak luas pada kehidupan 

masyarakat diberbagai bidang. Lebih-lebih dengan perkembangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin cangih, yang 

membawa perubahan lingkungan dan alam pikiran serta sikap hidup 

manusia yang menurut Jean Baudrillard disebut sebagai hyper-reality atau 

realitas buatan yang mempesona tetapi menimbulkan masalah sosial yang 

kompleks (Haedar, 2016:16). 

Perubahan sosial budaya terjadi karena adanya kontak budaya antar 

negara. Kontak budaya dapat dimaknai sebagai pertemuan antara nilai-

nilai baru dengan nilai-nilai lama yang saling mendominasi dan sangat 

berpengaruh dalam tataran surface structure, yakni pada sikap dan pola-

pola perilaku, serta dalam tataran deep structure yaitu pada perubahan 

sistem nilai, Pandangan hidup, filsafat, dan keyakinan (Suwardani, 2015). 

Berbagai macam perubahan sosial yang terjadi di masyarakat 

merupakan hasil dari interaksi individu dengan individu lainnya, maupun 

individu dengan  kelompok masyarakat baik dalam bentuk kerjasama, 

akomodasi, asimilasi, akulturasi dan integrasi, bahkan yang lebih banyak 

muncul interkasi dalam bentuk konflik dan persaingan dalam hubungan 

individu dan masyarakat (Poerwanto, 2005).  
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2.1.3 Pengertian Konflik  

Lewis A. Coser menjelaskan mengenai pengertian konflik yang 

selama ini terus menerus terjadi selama masyarakat masih dalam tahapan 

perkembangan  global. menurut Coser konflik merupakah sebuah 

pertentagan nilai-nilai yang belum ditemukannya titik penyelesaianya 

baik yang berhubungan dengan kekuasaan, identitas, status/identitas, serta 

sumber ekonomi. Pada satu sisi konflik merupakan penyebab diintegrasi, 

disisi lain konflik merupakan pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan 

identitas mereka dalam struktur sosial di Masyarakat (Humaidy, 2007; 

Imanuddin, 2009; Demartoto, 2010). 

Menurut Minnery (1985), konflik merupakan pertentangan yang 

sebabkan oleh faktor interaksi antara dua atau lebih, dimana salah satu 

pihah memliki perbedaan tujuan, perbedaan tersebut kemudian semakin 

dipertajam dan lahirnya tindakan-tindakan saling menjatuhkan salah satu 

pihak baik dengan adanya pertikaian atau pertentangan, dimana pertikaian 

merupakan bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. (Astri, 

2012).  

Konflik adalah keadaan anggota masyarakat yang saling bertikai, 

bertentangan, dan bersaing dengan keinginan untuk saling 

menyingkirkan, menjatuhkan, mengalahkan, hingga memusnahkan, 

walaupun harus mengunakan kekerasan untuk mewujudkan keinginan 

tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011:34). Konflik tidak akan terjadi jika 
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antara kedua belah pihak yang bertikai masing-masing memiliki 

keterbukaan baik dalam sikap serta interaksi sosialnya di lingkungan 

masyarakat (Juditha, 2015).   

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih 

(individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki-

sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Mitchell, 1981;Suharno, 2006). 

Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang 

meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang 

mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan 

atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh 

(Fisher,et.al., 2001;Suharno, 2006). 

Konflik dapat muncul karena tingginya prasangka yang ada tengah 

masyarakat, dan kelompok baik dikarenakan perbedaan suku, agama ras 

dan golongan (Saleh, 2010). Konflik merupakan salah satu esensi dari 

kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakeristik 

yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, 

dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran 

politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Selama masih ada perbedaan 

tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi (Rustanto, 

2015:68). 

Menurut Gay Lumsden dan Donald Lumsden, konflik merupakkan 

pertentangan atau perselisihan tujuan dari individu secara perorangan 
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maupun individu dalam anggota kelompok (Inayah, 2014). Konflik 

biasanya terjadi ketika norma sosial dalam keadaan lemah atau sedang 

mengalami perubahan. Pada saat-saat semacam itu cenderung membentuk 

cara-pandang yang bersifat idiosyncratic mengenai hak-haknya cara 

pandang yang tidak cocok dengan cara-pandang yang dibentuk orang lain 

(Pruitt & Rubin, 2009:32).  

Konflik sosial juga dapat menjadi efek domino jumlah penduduk 

yang semakin banyak. Konflik ini dapat disebabkan persaingan untuk 

mendapatkan berbagai hal. Persaingan budaya, persaingan kerja, 

persaingan tehnologi, dan sebagainya. Beberapa negara harus berkonflik 

dengan negara lain hanya untuk menunjukan kekuatannya. Menunjukan 

kecangihan senjata yang mereka ciptakan, konflik juga terjadi dalam 

lingkungan keluarga akibat kesenjangan pisisi suami dan istri (Martono, 

2016:28).   

Menurut Simmel, bentuk lain dari konflik sosial adalah interaksi 

sosial, dalam interaksi sosial pasti akan memunculkan konflik sosial, di 

samping bentuk hubungan lainnya seperti akomodasi, kerjasama dan 

kompetisi. Konflik sosial yang berlangsung dalam komunitas majemuk 

tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor internal individu seperti watak 

dan kepribadian serta konflik-konflik kepentingan subjektif dari setiap 

individu tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti yang 

menyangkut kebijakan (Romli, 2015). 
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Menurut Soetomo, masalah konflik atau paling tidak terhambatnya 

proses integrasi antara transmigrasi dengan penduduk asli seringkali juga 

didasari oleh perbedaan atau pertentangan nilai inti, sedangkan perbedaan 

yang menyangkut unsur budaya fisik juga dapat menyulut terjadinya 

konflik yang bersifat destruktif atau fungsional negatif terhadap integrasi 

sosial. Apalagi kalau kemudian didasari bahwa antara kedua belah pihak 

terdapat juga pertentangan kepentingan sehingga masing-masing pihak 

berposisi sebagai kelompok kepentingan terhadap yang lain (Soetomo, 

2013;108). 

Setiap masyarakat yang majemuk dari segi etnis dan 

memungkinkan ekspresi bebas tuntutan-tuntutan politik, konflik etnis 

secara umum tidak terhindarkan. Sesungguhnya konflik tersebut mungkin 

bersifat inheren dalam seluruh sistem politik yang pluralistik, baik 

otoritarian atau demokrati (Varshney, 2009:29).   

Konflik etnis merupakan ciri lazim dari sistem demokrasi yang 

mejemuk secara etnis, karena jika terdapat kelompok-kelompok etnis 

yang berbeda dan tersedia kebebasan untuk berorganisasi, maka konflik 

menyangkut sumber daya, identitas, patronasi dan kebijakan mungkin 

terjadi. Konflik seringkali terjadi tidak terlepas dari kondisi bangsa 

Indonesia yang memiliki masyarkat multientik (Varshney, 2009; Basir, 

2011;Suratman, 2017). 
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Konflik sosial dalam pandangan Dahrendorf adalah persoalan 

dinamika masyarakat yang mengkaitkan kekuasaan, kepentingan, dan 

kelompok sosial. Menurut Dahrendorf konflik memiliki dua perspektif 

yakni, Pertama, konflik terjadi disebabkan oleh proses integrasi sosial di 

dalam masyarakat yang belum tersekesaikan. Penyebabnya gagalnya 

proses integrasi adalah akulturasi yang tidak berjalan dengan baik 

diantara dua kelompok komunitas atau lebih yang memiliki sistem 

kebudayaan, agama, dan etnisitas yang berbeda. Kedua, konflik 

merupakan sebuah proses alamiah yang merupakan proyek rekonstruksi 

sosial, pandangan ini seirama dengan pendapat Paul Wehr (Rosidi, 2016). 

Sehingga konflik jika dilihat dari sudut pandang “fungsional” sebagai 

suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegratif di 

masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna (Goncing, 2012; 

Humaedi, 2014; Kolopaking, Lubis, & Pattiselanno, 2007. 

Menurut Dahrendorf dalam upaya penyelesaian konflik perlu 

adanya pemaksaan yang bersumber dari kesepakatan bersama 

(konsensus) yang diaplikasikan melalui niilai-nilai dan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. melalui kesepakatan bersama  maka 

nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan dimaksudkan akan 

mempersatukan serta dapat mengendalikan masyarakat, sehingga konflik 

dapat di minimalisir serta tidak tidak terjadi konflik yang mengarah 

kepada kehancuran (Bahari, 2014). 
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Pandangan Fisher, dalam lingkungan komunitas, perpecahan antara 

kelompok-kelompok kepentingan pada isu-isu sosial penting dapat 

menyebabkan polarisasi dan permusuhan, sementara konflik intensitas 

rendah antara kelompok-kelompok etnis, ras, atau agama dinyatakan 

dalam prasangka, diskriminasi, dan aktivisme sosial untuk mengurangi 

kesenjangan (Deutsch,Coleman dan Marcus, 2016:197).  

Konflik merupakan pertikaian antara individu maupun kelompok, 

dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat banyak faktor yang 

mendasarinya diantaranya sosial, ekonomi, politik, budaya serta lain 

sebagainya (Retnowati, 2014). Sementara menurut Fisher, di masyarakat 

pada konflik dengan intensitas tinggi antara kelompok identitas tersebut 

dalam skala yang lebih luas dapat pecah menjadi perang etnopolitis, yang 

melibatkan komunitas internasional dan aktor-aktor lokal. Di semua 

tingkat interaksi manusia, konflik yang ditangani dengan buruk antara 

pemerintah dan konstituen atau antara mayoritas dan minoritas dapat 

menyebabkan frustasi dan keterasingan di kedua pihak. 

(Deutsch,Coleman dan Marcus, 2016:197). 

Secara teoritis, konflik yang terjadi beberapa daerah di Indonesia 

menjelaskan bahwa interaksi dan hubungan antarmanusia pada semua 

level baik antarindividu, kelompok, serta komunitas suku, etnis dan agama 

tidak selalu berjalan dengan baik seperti diharapkan. konflik antar etnis 

memang terkadang dapat dieliminasi dengan adanya proses interaksi 
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sosial yang intens dan mekanisme cross-cuting affiliation. Tetapi, pada 

tingkat kelompok niscaya yang namanya syakwasangkadan dendam akan 

tetap membara (Hartono, 2011; Narwoko dan Suyanto, 2011:202).  

Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir 

tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukan betapa 

rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam Negara-bangsa, betapa 

kentalnya prasangka antar kelompok, dan betapa rendahnya saling 

pengertian antarkelompok menyangkut nilai-nilai multikulturalisme 

masyarakat (Mahfud, 2014;87). 

Semakin plural atau multikultural suatu masyarakat akan 

memunculkan benih-benih konflik dan isu baru seperti minoritas nasional 

dan etnis, menuntut pengakuan dan dukungan terhadap identitas sosial 

mereka (Kymlicka, 2003;Herlambang dkk, 2015). 

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik 

adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau 

tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, 

bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada 

kekerasan fisik (Suharno, 2013).  

Masyarakat multikultural sebagai berikut. Pertama, adalah 

kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya 

masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan 

praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan 
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cara hidup yang berlainan. Kedua, kelompok masyarakat yang di 

dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip 

utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk 

kemudian berupaya mengkonstruknya kembali. Ketiga, kelompok 

masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir 

dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan 

praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman 

komunal (communal diversity). (Parekh, 2000; Suharno dkk, 2013). 

Konflik sosial selalu berhubungan dengan proses interaksi sosial, 

baik konflik tersebut belum terjadi, maupun pasca terjadinya konflik. 

proses interaksi sosial dapatterjadi dalam bentuk kerjasama, persaingan, 

atau pertentangan. Interaksi sosial berdampak pada proses sosial yang di 

dalamnya berhubungan dengan akomodasi, asimilasi, dan akulturasi dan 

asosiatif berkaitan dengan kopetisi dan konflik (Arraiyyah dan Nahrawi, 

2005). 

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih 

serius dari sekadar kompetisi. Sebagaimana yang dinyatakan Schelling, 

konflik, kompetisi, dan kerja sama (cooperation) pada dasarnya saling 

berkaitan, konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai 

kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, 

walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (Schelling, 1960;Suryana & 

Rusdiana, 2015). 



42 
 

 
 

Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan 

oleh polarisasi yang terus menerus terjadi di masyarakat. Polarisasi sosial 

yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan 

tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan 

antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung 

pada munculnya kekerasan yang terbuka (Suharno, 2006).  

Dua elemen kuat seringkali bergabung dalam konflik seperti ini. 

Yang pertama adalah identitas: mobilisasi orang dalam kelompok-

kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, 

bahasa, dan seterusnya. Yang kedua adalah distribusi: cara untuk 

membagi sumber daya ekonomi, sosial dan politik dalam sebuah 

masyarakat. Ketika distribusi yang dianggap tidak adil dilihat bertepatan 

dengan perbedaan identitas (dimana, misalnya, suatu kelompok agama 

kekurangan sumber daya tertentu yang didapat kelompok lain), kita 

menemukan potensi konflik. (Harris dan Reilly, 2000). 

Karakteristik yang paling menonjol dari konflik internal seperti ini 

adalah tingkat ketahanannya. Dan ini timbul, di atas semuanya, karena 

seringkali dasarnya terletak pada isu identitas. Dalam hal ini, istilah 

konflik etnis seringkali digunakan. Etnisitas adalah konsep yang luas, 

mencakup banyak sekali elemen: ras, kultur, agama, keturunan, sejarah, 

bahasa, dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya, semua ini merupakan isu 
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identitas. Konflik yang disebabkan faktor-faktor ini disebut konflik yang 

berhubungan dengan identitas. (Harris dan Reilly, 2000). 

Seringkali, faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas ini 

bercampur dengan konflik atas pendistribusian sumber daya seperti 

wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja, dan seterusnya. 

Dalam kasus-kasus di mana identitas dan isu distributif dibaurkan, 

kesempatan bagi pemimpin yang oportunistik untuk mengeksploitasi dan 

memanipulasinya, dan ini menjadi potensi konflik yang paling tinggi 

(Harris dan Reilly, 2000).  

Konflik identitas jauh lebih rumit, bertahan dan sulit dikelola, 

biasanya sulit sekali sampai pada kompromi, negosiasi atau pertukaran. 

Konflik-konflik seperti ini melibatkan klaim hak-hak kelompok: 

kelompok kebangsaan, kelompok jender, kelompok rasial, kelompok 

agama, kelompok kultural, dan seterusnya. Sebuah konflik dimana sebuah 

komunitas kekurangan sumber daya tertentu saja sudah cukup parah; tapi 

orang mungkin saja berharap untuk menegosiasikan kesepakatan yang 

lebih baik tentang sumber-sumber daya ini. Konflik yang juga 

mengancam diri kita sendiri karena siapa kita sebenarnya lebih sulit untuk 

dikelola (Harris dan Reilly, 2000). 
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2.1.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

Tebel 2.1 Hasil Peneletian yang relevan 

No Penulis Tahun Judul Hasil Penelitian 
1 Ida Bagus 

Wicaksana 
Herlamba
ng, dkk/ 

2015 Masyarakat 
Multikultural : 
Studi Interaksi 
sosial antara 
masyarakat etnis 
bali dan etnis sasak 
di kota Alampua 

Interaksi sosial masyarakat 
yang berpengaruh adalah 
faktor sugesti dalam 
kekuasaan dan pengaruh 
pihak puri terhadap 
masyarakat etnis Bali dan 
etnis Sasak. 
 

2 Nasriadi 2014 Dinamika interaksi 
ke arah 
kepentingan 
integrasi sosial 
(studi pada 
komunitas 
masyarakat bugis 
dan toraja di desa 
lara kecamatan 
Baebunta 
Kabupaten luwu 
utara Provinsi 
sulawesi selatan) 

Interaksi pada komunitas 
bugis dan  toraja di desa 
lara mengarah pada 
kepentingan integrasi 
sosial karena adanya 
kepentingan yang sama 
yang menjadi perekat atau 
kohesi sosial yang 
menciptakan 
xenosentrisme masing-
masing suku dalam 
beradaptasi 

3 Rendra 
Havid 
Pranata 
dan Umi 
Hartati 

2017 Interaksi sosial 
suku sunda dengan 
suku jawa  
(kajian akulturasi 
dan akomodasi di 
desa buko poso, 
kabupaten mesuji) 

Proses interaksi antara 
suku Sunda dengan suku 
Jawa membentuk 
akulturasi dan melahirkan 
akomodasi. Interaksi di 
dorong oleh faktor sejarah 
kedatangan, keyakinan, 
serta kehidupan yang 
saling membutuhkan satu 
sama lain yang melahirkan 
sikap bekerjasama dan rasa 
satu kesatuan dalam 
lingkungan masyarakat.  

4 Robert 
Alexander 
P  

2005 Konflik Antar Etnis 
dan 
Penangulangannya 

Konflik yang terjadi antara 
etnis Madura dan dayak di 
Sampit merupakan konflik 
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(studi tinjauan 
Kronologi dalam 
kasus etnis di 
Sampit Kalimantan 
Tengah) 

kultural yang telah 
berlagsung lama 
disebabkan oleh akumulasi 
tindakan kekerasan masa 
lalu yang dilakukan etnis 
Madura. Faktor 
penyebabnya diantaranya 
adalah  hubungan yang 
tidak seimbang 

5 Suharno, 
Samsuri, 
Iffah Nur 
Hayati 

2013 Pengembangan 
Model Resolusi 
Konflik Untuk 
Masyarakat 
Multikultural 
(Studi 
Implementasi 
Kebijakan Resolusi 
Konflik di Sampit, 
Poso, dan Ambon) 

Model penyelesaian 
konflik multikultural 
secara permanen yang 
dapat digunakan melalui 
belajar dari konflik di tiga 
daerah adalah model 
resolusi konflik dengan 
pendekatan politik 
rekognisi 

6 Peter 
Arthur 

2011 Capacity 
Development And 
Rcontruction In 
Post Conflict 
African 
Environmets 

Pembangunan kembali 
pasca konflik adalah 
tergantung dari seberapa 
besar kemampuan 
membangun pembagunan 
infrastruktur, membangun 
struktur negara secara 
institusional, mewujudkan 
iklim politik ekonomi yang 
baik, pendidikan keahlian, 
perlindungan dan 
pelayanan sosial.  

7 Christophe
r R. 
Duncan 

2009 Reconciliation And 
Revitalization: The 
Resurgence Of 
Tradition In Post 
Conflict Tobelo, 
North Maluku, 
Eastern Indonesia. 

Penguatan identitas dan 
ketradisionalan  adat 
tobelo merupakan bentuk 
pencegahan 
kekerasan/koflik antar 
etnis dan agama, yaitu 
islam dan kristen yang 
terjadi di Maluku.  

8 Juozas 
Lakis 

2008 Social conflicts and 
the culture of 
cooperation in 

Kompleksitas dari 
masyarakat post komunis 
yg  ingin menciptakan 
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transitional society lingkungan yang legal dan 
institusional dengan 
pengaruh dari para aktor 
sosial dalam bekerjasama 
untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan sosial 
dan kesenjangan yang 
terjadi. Membangun 
lingkungan yang baru di 
akui secara institusional, 
meningkatkan kerjasama 
dan memanage konflik 
dalam interaksi sosial 
merupakan indikator agar 
masa transisi dapat 
berlanjut dan progress.  

9 Vicente 
Martinez, 
Vicente 
Penarroja, 
Miguel A. 
Seraano, 
Vanesa 
Hidalgo, 
Carolina 
Moliner, 
Alcia 
Salvador, 
Adrian 
Alacreu 
Crespo, 
Esther 
Gracia, 
Agustin 
Molina.  

2014 Intergroup conflict 
and rational 
decision making 

Konflik dalam group di 
perlukan kemauan saling  
diskusi agar keputusan 
rasional di dapatkan. 
Dengan mengedepankan 
kesadaran individual 
sebagaimana dalam teori 
of thingking dan affect 
heuristic bisa 
meningkatkan kemampuan 
dalam rasionalitas dalam 
pengambilan keputusan.  

10 Zulfikar 
Ulil 
Multazam, 
Wahab 
Hasbullah, 
Lukmanul 
Hakim 

2014 View Point Of 
Religious Confict 
Based On The 
Conflict 
Vulnerable Index 
In Indonesia 
Underdeveloped 

Penyelesaian konflik 
adalah dengan eksplorasi 
data sebagai bentuk 
alternatif dalam prioritas 
penyelesaian konflik. 
bahwa konflik 
pertengkaran, tawuran 
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Areas menempati posissi 
tertinggi, di iikuti konglik 
agama, etnis. Sedangkan 
daerah yang rawan akan 
konflik di mulai dari 
kupang, mimika, Maluku 
tengah. Data tersebut di 
ambil dari mulai tahun 
2011 sampai 2013.  

11 Greg 
Landsman, 
Jong Hyun 
Ham, 
Hyun Jung 
Min 

2014 Multicultiralsm In 
South Korea And 
Differing Views 
On Adaptional 
Based On Foreign 
Interaction With 
Korean Culture 

Interaksi dan adaptasi 
orang luar yang ada di 
korea selatan dengan 
budaya korea,  di ketahui 
bahwa keinginan 
multikultural orang luar 
terhadap budaya di korea 
selatan kurang di mengerti 
karena di dasari oleh latar 
belakang yang berbeda dan 
kemudian prespektif yang 
berbeda, bahkan dari 
mayoritas orang luar yang 
ada di korea mengatakan 
bahwa multikulturalisme 
adalah positif namun 
mereka tidak percaya 
bahwa korea selatan 
mempunyai kebijakan 
multikultural  seperti 
contoh bahwa bagaimana 
beradaaptasi jika orang 
orang korea sendiri tidak 
ramah dan toleran terhadap 
orang luar.  

12 Stefania 
Kolegarki 

2012 Migrant Related 
Attitudes And 
Perceived Threats 
Between In Group 
And Out Groups, 
The Cases Of 
Greece And 
Sweden 

Hasilnya adalah bahwa di 
yunani pembiayaan  hidup 
yang di berikan oleh 
pemerintah dalah jumlah 
kuantitasnya dari migran 
oposisi lebih tinggi dari in 
group dan out group, 
sedangkan persoalan 
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ekonomi, budaya, etnis, 
dimana mayoritas lebih 
tinggi dalam finansial 
hidup daripada mayoritas. 
Sedangkan di swedia 
finansial living dalam in 
group lebih tinggi daripada 
out groups.  

13 Stephen 
M, 
Croucher, 
Kyle J. 
Holody, 
Manda V. 
Hicks, 
Deepa 
Ommen, 
Alfred De 
Maris 

2010 An Examination Of 
Conflict Style 
Preference in India 

Bahwa ada perbedaan 
model konflik dari konflik 
agama di india, antara 
hindu dan islam. Jika 
hindu selain suka integratif 
dan dominasi, namun juga 
cenderung menghindar dan 
ada karakter obligasi juga. 
Sedangkan muslim lebih 
pada integratif dan 
compromi, kurang dalam 
dominasi dan menghindar. 

14 Claude 
Helene 
Mayer, 
Christian 
Bones 

2016 Spiritual Insight In 
Cross Cultural 
Conflicts And 
Mediation In 
Ecclesiatical 
Organizations In 
Tanzania. 

Pegawai kegerejaan senior 
menjadi mediator untuk 
membangun kembali 
keharmonisan dan 
kedamaian melalui 
intervensi third party 
(pesta ketiga) dan 
pengembangan spiritual 
diri (spiritual self 
development). Di bentuk 
juga dewan kegerejaan 
sebagai solusi dalam 
konfik hubungan, konflik 
pekerja, proses 
restrukturisasi gereja dan 
sebagai bentuk resolusi  
dengan mengembangkan 
nilai nilai kerohanian 
kegerejaan seperti 
menggunakan konsep 
shalom dan creating lobe.  

15 Y. Yasmi, 2007 Conflict Ada usaha yang dilakukan 
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C.J.P.Colf
er, 
L.Yuliani, 
Y. 
Indriatmo
ko Dan V. 
Heri 

Manajemen 
Approaches Under 
Unclear 
Boundaries Of The 
Commons: 
Experiences From 
Danau Sentarum 
National Park 
Indpnesia 

melalui Pendekatan 
managemen konflik dalam 
upaya menyelesaikan 
konflik yang terjadi antara 
dayak iban dengan malay.  

16 Zeric kay 
smith 

2000 The Impact Of 
Political 
Liberalisation And 
Democratisation 
On Ethnic Conflict 
In Africa: An 
Empirical Test Of 
Common 
Assumptions 

Terindikasi bahwa 
hubungan antara politik 
liberasi dan konflik etnik 
berkebalikan dengan 
prediksi asumsi umum. 
Liberasi yang dalam 
faktanya memiliki 
hubungan terbalik pada 
konflik etnik yang terjadi 
di wilayah gurun sahara 
antara 1988 dan 1997. 
Sedangkan demokrasi 
tidak memiliki pengaruh 
pada konflik etnik yang 
terjadi di dalam wilayah 
tersebut. 

17 Oluseyi 
O.Fabiyi, 
Olufunmil
ayo E. 
Thontteh,P
aul 
Borisade 

2012 The Spatial And 
Social Dimensioan 
Of Post Conflict 
Urban 
Recontruction 
Programme I 
Southwestern 
Nigeria. The 
Caseof Ile Ile, 
Nigeria. 

Post konflik antara dua 
komunitas di nigerikaran a 
yaitu Ife dan modakkeke 
meninggalkan bangunan 
yang dibakar serta di 
tinggalkan begitu saja 
seperti sekolahan, klinik, 
dan kantor polisi. Terdapat 
perbedaan dalam proses 
pembangunan fisik dari 2 
komunitas tersebut, 
dimana dalam kelompok 
ife pembangunan begitu 
lambat di karenakan faktor 
oposisi, sedangkan di 
klompok modakkke 
pembangunan begitu cepat 
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karena faktor urban 
community. Berbagai 
program yang di lakukan 
untuk membangun kembali 
setelah post urban conflik 
antara lain, pembangunan 
institusi keamanan, 
membangun kembali 
program dan berbagai 
solusi politik, rebuild psiko 
sosial dan humanitis.  

18 Dara Fatia 
& 
Alamsyah 
Taher 

2017 Proses integrasi 
sosial dalam 
masyarakat 
Multikultural 
(Studi Pada 
Masyarakat Asli 
dan Masyarakat 
Pendatang yang 
Berdomisili di 
Kecamatan Langsa 
Kota, Kota Langsa) 

Masyarakat asli dan 
masyarakat pendatang, 
para transmigran maupun 
pendatang lain mampu 
berinteraksi dan 
terintegrasi dengan baik di 
tengah kemajemukan yang 
ada di daerah tersebut 
akibat adanya sikap 
keterbukaan serta toleransi 
yang tinggi diantara 
mereka dalam kehidupan 
bermasyarakat di Kota 
Langsa. Semenara faktor 
faktor pendukung 
terjadinya integrasi dalam 
masyarakat diantaranya; 
faktor budaya, faktor 
kekerabatan, kepatuhan 
terhadap pemerintahan, 
perkawinan campuran, 
perekomonian, serta 
pendidikan. 

 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh penelitian sejenis 

diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa temuan studi yang 

ada dalam penelitian terdahulu mengambarkan mengenai menajemen 
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konflik, interkasi antarsuku, penyelesaian konflik serta pembangunan 

pasca konflik. Hasil penelitian Ida Bagus Wicaksana Herlambang, dkk 

misalnya lebih mengambarkan bahwa faktor sugesti dan kekuasaan yang 

paling berpengaruh dalam interaksi sosial masyarakat etnis Bali dan etnis 

Sasak. 

Kemudian hasil temuan studi yang dilakukan oleh Nasriadi (2014), 

mengambarkan bahwa interaksi pada kelompok suku bugis dan  toraja di 

desa lara, ditekan pada kepentingan integrasi sosial sehingga masing 

masing suku menyesuaikan diri dan beradaptasi demi kerekatan 

hubungan. Hasil penelitian dari Pranata dan Hartani (2017), mengenai 

interaksi antara suku Sunda dan suku Jawa menunjukan bahwa proses 

interaksi antara suku Sunda dengan suku Jawa membentuk akulturasi dan 

melahirkan akomodasi. Interaksi di dorong oleh faktor sejarah 

kedatangan, keyakinan, serta kehidupan yang saling membutuhkan satu 

sama lain yang melahirkan sikap bekerjasama dan rasa satu kesatuan 

dalam lingkungan masyarakat.  

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Robert (2005), memiliki 

kesamaan dengan studi Christopher (2009), Suharmo dkk. (2013) serta 

Zulfikar dkk. (2014), yang menjelaskan proses pencegahan, penanganan 

konflik, strategi dan model yang digunakan dalam penangulangan 

konflik, rekonsiliasi serta resolusi konflik.   
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Sementara hasil studi  Peter Arthur (2011), lebih mengambarkan 

pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan atau peningkatan 

keahlian sumber daya manusia, pada tataran ini tidak jauh berbeda 

dengan hasil penelitian Juozas Lakis (2008), Yasmi dkk (2007), serta 

Oluseyi dkk. (2012), yang mengambarkan menyelesaikan berbagai 

konflik sosial melalui pendekatan menajemen, pembangunan lingkungan 

yang baru, legal dan konstitusional agar tidak adanya kesenjangan sosial 

sehingga konflik dapat di manage dalam interkasi sosial dengan adanya 

peningkatan kerjasama. Namun temuan hasil penelitian Oluseyi dkk lebih 

spesifik kelompok Ife dari segi pembangunan lebih tertinggal dari 

kelompok Modakkeke, karena Kelompok Ife merupakan kelompok 

Oposisi sedangkan kelompok Modakkeke adalah kelompok komunitas di 

perkotaan.        

Begitu juga hasil temuan yang didapat oleh Vicente Martinez dkk. 

(2014), bahwa dalam konflik grup diperlukan pemahaman setiap individu 

sehingga diperoleh keputusan yang rasional yang berdasarkan teori of 

thingking dan affect heuristic, dalam meningkatan kemampuan 

pengambilan keputusan. Temuan hasil penelitian Claude Helene Mayer 

dan Christian Bones (2016), lebih spesifik dari apa paparkan Vicente 

Martinez dkk, bahwa pegawai senior menjadi mediator dalam menjaga 

dan membangun keharmonisan serta kedamaian pengembangan spiritual 

diri (spiritual self development). Adanya dewan kegerejaan sebagai solusi 
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adanya konflik, proses restrukturisasi gereja dan sebagai bentuk resolusi  

dengan mengembangkan nilai nilai kerohanian kegerejaan seperti 

menggunakan konsep shalom dan creating lobe. 

Hasil penelitian Landsman, Hyun Ham dan Jung Min (2014), 

mengambarkan tentang interaksi, serta adaptasi pendatang dengan budaya 

di Korea Selatan yang menganggap positif kehidupan serta kebijakan 

tentang multikultural di Negara tersebut, tetapi masih adanya keraguan 

bahwa sebagian orang korea selatan yang tidak ramah dan toleran 

terhadap orang luar. Sementara temuan penelitian Dara Fatia & Alamsyah 

Taher (2017), memberikan arah yang lebih jelas bahwa proses integrasi 

dalam menjaga keharmonisan pada masyarakat pendatang dan 

transmigrasi di Kota Langsa harus selalu didasarkan atas sikap 

keterbukaan dan tolerasi yang tinggi ditunjang adanya faktor kekerabatan, 

ketaatan terhadat aturan yang berlaku, perkawinan campur, perekonomian 

dan pendidikan.       

Kemudian hasil temuan Stefania Kolegarki (2012), memberikan 

gambaran bahwa di yunani pemerintah memberikan biaya dengan 

perbedaan jumlah dari migran oposisi lebih tinggi dari in group dan out 

group, sedangkan persoalan ekonomi, budaya, etnis, dimana mayoritas 

lebih tinggi dalam finansial hidup dari pada minoritas tetapi di swedia 

finansial living dalam in group lebih tinggi daripada out groups. 
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Penelitian Stephen M. Dkk (2010), menemukan perbedaan model 

konflik agama di india, antara hindu dan islam. Jika hindu selain suka 

integratif, dominasi, serta cenderung menghindar tetapi muslim lebih 

pada integrative berkompromi tidak dominasi dan cenderung menghindar. 

Sementara hasil temuan Zeric Kay Smith (2000), indikasi hubungan 

antara politik liberasi dan konflik etnik berkebalikan dengan prediksi 

asumsi umum. Liberasi yang dalam faktanya memiliki hubungan terbalik 

pada konflik etnik yang terjadi di wilayah gurun sahara antara 1988 dan 

1997. Sedangkan demokrasi tidak memiliki pengaruh pada konflik etnik 

yang terjadi di dalam wilayah tersebut. 

Dari temuan hasil penelitian diatas, jelas posisi penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, pertama yaitu, dari teori yang 

digunakan dalam menganalisis permasalah pasca konflik antarsuku, 

kedua, hasil penelitian ini nantinya akan memberikan varian baru dalam 

tipologi interaksi sosial pasca konflik, perubahan sosial pasca konflik, 

serta perubahan budaya pasca konflik antarsuku, lebih spesifik lagi antara 

suku Dayak dan suku Madura yang belum pernah diungkap oleh 

penelitian-penelitian sebelumnya.       
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2.2.  Kerangka Teoretis  

2.2.1 Teori Interaksi (George Herbert Mead & Konsep Soerjono Soekamto)   

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis 

yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan 

kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok 

manusia. apabila dua orang bertemu, baik dalam bentuk saling menegur, 

berjabatan tangan saling berbicara bahkan mungkin saling berkelahi 

sudah dapat dikatakan berinteraksi sosial (Soekamto, 2014). 

Menurut Soekamto (2014), interaksi sosial merupakan hubungan 

sosial yang dinamis, menyangut hubungan antara individu, antara 

kelompok maupun antara individu dengan kelompok. dua syarat 

terjadinya interkasi sosial, yaitu: 

1. Adanya kontak sosial (social-contact), yang dapat berlangsung dalam 

tiga bentuk. Yaitu antarindividu, antarindividu dengan kelompok, 

antarkelompok. Selain itu, kontak dapat pula bersifat langsung 

maupun tidak langsung. 

2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku 

orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang 

tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi 

terhadap perasaan yang di sampaikan oleh orang tersebut.  

Soekamto 2014) berpadangan bahwa kontak sosial dapat 

berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut: 
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1. Antara orang-perorangan 

Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-

kebiasaan dengan keluarganya. Proses demikian terjadi melalui 

sosialisasi (socialization), yaitu suatu proses, di mana anggota 

masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai 

masyarakat di mana dia menjadi anggota.   

2. Antara perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya 

Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang merasakan 

bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma 

masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-

anggota untuk menyesuaikan  diri dengan ideologi dan programnya. 

3. Antara suatu kelompok manusia dengan manusia lainnya 

Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerjasama untuk 

mengalahkan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum. 

Atau apabila dua buah perusahaan bangunan mengadakan suatu 

kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan seterusnya di suatu 

wilayak yang baru dibuka. 

Menurut Soekamto (2014), berlangsungnya suatu proses interaksi 

didasarkan pada berbagai faktor, antara lain, faktor imitasi, sugesti, 

identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat begerak sendiri-

sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Apabila 
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masing-masing ditinjau secara mendalam, faktor imitasi misalnya,  

mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial.  

Soekamto melanjutkan bahwa, imitasi merupakan tindakan manusia 

untuk meniru tingkah laku orang lain yang berada disekitarnya. Imitasi 

banyak dipengaruhi oleh tingkat jangkauan inderanya, sebatas yang di 

lihat, didengar, dan dirasakan (Setiadi & Kolip, 2012). 

Pandangan Soekamto (2014), Faktor sugesti berlangsung apabila 

seseorang memberi sesuatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal 

dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini 

sebenarnya hampir sama dengan dengan imitasi, tetapi titik tolaknya 

berbeda, berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang 

menerima dilanda oleh emosi, yang menghambaat daya berpikir secara 

rasional.  

Pendapat Soekamto (2014), Identifikasi sebenarnya merupakan 

kecendrungan-kecendrungan atau keinginan-keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. identifikasi sifatnya 

lebih mendalam dari pada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat 

terbentuk atas dasar proses ini. proses identifikasi dapat berlangsung 

dengan sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan disengaja karena 

sering seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses 

keidupannya.   
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Proses yang terakhir menurut Soekamto (2014), proses simpati 

sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik 

pada pihak lain. di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang 

sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan 

untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.    

Melihat pandangan Soekamto tentang interaksi khususnya interaksi 

sosial, pada tataran konsep jelas memperkuat apa yang telah 

dikembangkan oleh George Herbert Mead sebelumnya, yakni mengenai 

teori interaksi simbolik. George Herbert Mead merupakan tokoh yang 

mempunyai pengaruh besar dalam mengagas munculnya teori interaksi 

simbolik yang telah dia berkembangkan pada karyanya Mind, Self, and 

Society (1934), yang menjadi rujukan teori Interaksi Simbolik. 

Menurutnya, inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang “diri” (self), 

menganggap bahwa konsepsi-diri adalah suatu proses yang berasal dari 

interaksi sosial individu dengan orang lain (Ahmadi, 2008).  

Mead menjelaskan, agar interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib 

dan teratur dan agar anggota masyarakat bisa berfungsi secara “normal”, 

maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesuai 

dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk 

menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut padang orang lain 

(Norwoko dan Suyanto, 2013:20). 
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Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, 

kreatif, dan inovatif. Keberadaan sosialnya sangat menentukan bentuk 

lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif (Soeprapto, 2002, 

Ahmadi, 2008). Lebih jauh, Mead menjelaskan bahwa konsep “diri” (self) 

dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang 

dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari 

makhluk lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri (self 

conciousness), dan dasar mengambil sikap untuk dirinya, juga untuk 

situasi sosial.  

Argumentasi Mead dijabarkan dengan konsep “pengambilan peran 

orang lain” (taking the role of the other,) sebagai penjelasan “diri sosial” 

(social self) dari William James, dan pengembangan teori “diri” dari 

Cooley. Menurutnya, “diri” akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum 

ia berada pada posisi subjek. Dalam hal ini, “diri akan mengalami proses 

internalisasi atau interpretasi subjek, atas realitas struktur yang luas. Dia 

merupakan produk dialektis dari “I” impulsive dari “diri”, yaitu aku, 

sebagai subjek dan “Me” sisi sosial dari manusia yaitu “saya” sebagai 

objek, Perkembangan “diri” (self), sejalan dengan sosialisasi individu 

dalam masyarakat yakni merujuk kepada kapasitas dan pengalaman 

manusia sebagai objek bagi diri sendiri. Ringkasnya, argumen Mead, 

bahwa “diri” muncul dalam proses interaksi karena manusia baru 

menyadari dirinya sendiri dalam interaksi social (Ahmadi, 2008). 
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Menurut Mead, orang tak hanya menyadari orang lain tetapi juga 

mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya 

berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinterkasi 

dengan dirinya sendiri. Interaksi simbolik dilakukan dengan mengunakan 

bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan melalui isyarat 

simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi (Sulistiati, 2001).  

Kemudian Mead menjelaskan, simbol berada dalam proses continu. 

Proses penyampaian makna inilah yang merupakan materi subjektif dari 

sejumlah analisis kaum interaksionalis simbolis. Dalam interaksi orang 

belajar memehami simbol-simbol konvensional dan dalam suatu 

pertandingan mereka belajar mengunakannya, sehingga mampu 

memahami peranan aktor-aktor lainnya (Sulistiati, 2001). 

Menurut Mead (1934) kadang-kadang mengunakan konsep "matrix 

triadic" untuk menggambarkan dinamika penting dalam semua interaksi. 

Pertama, setiap organisme akan bergerak di dalam lingkungannya, 

sehingga ia akan mengirimkan sinyal untuk organisme lain. Kedua, 

organisme lain melihat gerakan ini dengan menyadari gerak tubuh, dan 

kemudian merespon gerakan tersebut dengan mengubah gerakan di 

lingkungan, sehingga sinyal akan terkirim dengan sendirinya. Ketiga, 

organisme asli merasakan sinyal-sinyal yang terakhir dan merespon 

mereka dengan mengubah jalurnya perilaku. Ketika tiga peristiwa ini 
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terjadi, maka proses telah selesai dan interaksi telah terjadi (Turner, 

1988).  

Pendapat Mead bahwa meskipun interaksi manusia mengandung 

tiga unsur dasar, secara kualitatif berbeda dengan interaksi non-manusia, 

Perbedaan kualitatif ini berawal dari apa yang Mead percaya (mungkin 

benar) untuk memastikan kemampuan unik dari manusia. Pertama, 

manusia menggunakan isyarat "konvensional" atau "signifikan", karena 

tanda-tanda yang terkoordinasi di antara manusia "berarti" hal yang sama 

baik pada organisme pengirim dan penerima (yaitu, mereka mengajukan 

tanggapan serupa, baik terselubung atau terbuka (Turner, 1988).  

Kedua, manusia memiliki kapasitas untuk "mengambil peran," atau 

untuk menafsirkan isyarat konvensional orang lain dan secara mental 

"mengambil" atau menganggap perspektif dan kemungkinan tindakan 

orang lain. Ketiga, manusia memiliki kapasitas untuk "diri", karena 

mereka dapat memandang dirinya sebagai objek dalam situasi dengan 

membaca gerak tubuh mereka sendiri dan juga gerakan orang lain; Dan 

mereka dapat menggunakan perasaan diri ini sebagai pedoman untuk 

mengatur tanggapan mereka kepada orang lain.  

Keempat, manusia mengungkapkan kapasitas untuk "pikiran" dalam 

arti bahwa mereka dapat "secara imajinatif melatih" jalur perilaku 

alternatif, memperkirakan berbagai hasil, menghambat apa yang dilihat 

sebagai tanggapan yang tidak tepat, dan memilih garis perilaku yang 
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tepat. Kelima, berdasarkan kemampuan mereka untuk "pengambilan 

peran" dan "pikiran," manusia dapat mengasumsikan perspektif "orang 

lain yang terionisasi" atau "komunitas sikap" dan menggunakan 

perspektif ini sebagai kerangka kerja untuk evaluasi diri dan memilih 

sebuah Garis perilaku yang tepat (Turner, 1988).  

Analisis Mead (1938) mengenai "tindakan" tersebut menekankan 

empat fase: (1) "dorongan," atau keadaan disekuilibrium dengan 

lingkungan; (2) “persepsi” yang tinggi dan selektif di mana benda, 

termasuk diri sendiri, orang lain, dan generalisasi orang lain, dipandang 

berkaitan dengan relevansinya untuk memulihkan keseimbangan;  (3) 

"manipulasi" lingkungan eksternal melalui perilaku terbuka dan atau 

lingkungan internal dan internal melalui kemampuan perilaku terselubung 

untuk "pikiran," atau kemampuan untuk "menggunakan secara imajinatif" 

alternatif; Dan (4) "penyempurnaan," atau penghapusan dorongan. 

Penyumbatan dorongan meningkatkan intensitasnya, mempertinggi 

persepsi, dan mendorong pertimbangan pemikiran serta upaya terang-

terangan dalam manipulasi lingkungan. Jadi, interaksi adalah, menurut 

pandangan Mead, selalu dibatasi oleh konfigurasi dorongan, karena ini 

mempengaruhi persepsi dan pemikiran. Tentu saja, interaksi masa lalu 

dan masa kini dengan orang lain adalah sumber utama dorongan; 

Konfigurasi dorongan berubah saat dorongan lama diperbaiki atau frustasi 

dengan apa yang baru dimulai (Turner, 1988). 
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Gambar. 2.1 Model interaksi Mead 

 

Daya tarik (1) persepsi "diri" sebagai obyek; (2) persepsi tentang 

"genaralisasi lainya" yang relevan; (3) manipulasi terselubung, atau 

pemikiran reflektif dan deliberatif yang melibatkan penilaian alternatif, 

self, dan generalisasi lainnya (s); (4) manipulasi terbuka, atau memberi 

sinyal melalui pancaran gerak tubuh; Dan (5) interpretasi orang lain, dan 

juga tindakan seseorang terhadap generalisasi konsepsi diri. dari seluruh 

proses baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada 

konfigurasi dorongan individu saat mereka membatasi arus interaksi 

(Turner, 1988). 

Mead kemudian membedakan interaksi sosial menjadi dua, yaitu 

interaksi non-simbolis dan interaksi simbolis. Interaksi non-simbolis 

berarti bahwa manusia merespon secara langsung terhadap tindakan atau 

isyarat orang lain, sedangkan interaksi simbolis berarti bahwa manusia 
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menginterpretasikan masing-masing tindakan dan isyarat orang lain 

tersebut berdasarkan arti yang dihasilkan dari interpretasi yang ia lakukan 

(Zajuli, 2014:122).  

Ditambahkan oleh Mead, berpikir (thingking) sebagai  “percakapan 

implisit individu dengan dirinya sendiri dengan memakai isyarat. Mead 

bahkan menyatakan “berfikir adalah sama dengan berbicara dengan orang 

lain. Berfikir melibatkan tindakan berbicara dengan dirinya sendiri. Jelas 

disini Mead mendefiniskan berfikir menurut aliran behavioris. 

Percakapan meliputi perilaku (berbicara) dan perilaku itu juga terjadi di 

dalam diri individu; ketika perilaku terjadi, berfikir pun terjadi (Ritzer 

dan Goodman, 2008). 

Simbol signifikan juga memungkinkan Interaksi simbolik. Artinya, 

orang dapat saling berinteraksi tidak hanya isyarat tetapi juga melalui 

simbol signifikan. Kemampuan ini jelas mempengaruhi kehidupan dan 

memungkinkan terbujudnya pola interaksi dan bentuk organisasi sosial 

yang jauh lebih rumit ketimbang melalui isyarat. Simbol signifikan jelas 

penting perannya dalam pemikiran Mead (Ritzer dan Goodman, 2008). 

Penjelasan Mead (1934) bahwa, pikiran sebagai proses percakapan 

seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu; 

pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam 

proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses 

sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlan produk dari pikiran. 
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Jadi pikiran juga dijelaskan secara fungsional ketimbang secara 

substantif. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir 

tertentu; dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia 

mempunyai apa yang kita sebut pikiran (Ritzer dan Goodman, 2008).       

    

2.2.2 Teori Perubahan Sosial (Piotr Sztompka) 

Menurut Sztompka, perubahan sosial dapat dibanyangkan sebagai 

perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih 

tepatnya, terdapat perbedaan sistem tertentu dalam jangka waktu 

berlainan. Untuk itu konsep dasar mengenai perubahan sosial 

menyangkut tiga hal yaitu:pertama, studi mengenai perbedaan; kedua, 

studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan ketiga, Pengamatan 

pada sistem sosial yang sama (Martono, 2016). 

Bagi Sztompka (2014:3), perubahan sosial dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatanya: apakah dari sudut 

asfek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan 

sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi 

muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai 

komponen. 

Menurut Sztompka (2014:3), gabungan berbagai komponen tersebut 

sebagai berikut: 
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1. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta 

tindakan mereka) 

2. Hubungan antar unsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, 

ketergantungan, hubungan antarindividu, integrasi) 

3. Berfungsi unsur-unsur di dalam sistem (misalnya:peran pekerjaan yang 

dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk 

melestarikan ketertiban sosial) 

4. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja 

yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam 

kelompo, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya) 

5. Subsistem (misalnya:jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi 

khusus yang dapat dibedakan) 

6. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik)   

Kemudian Sztompka (2014:4) menjelaskan, adakalanya perubahan 

hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan 

akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan 

tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski 

di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit.  

Ditambahkan Sztompka (2014:7), konsep perubahan sosial meliputi 

‘atom’ terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau 

perubahan setiap aspeknya. Tetapi perubahan tunggal jarang terjadi dalam 

keadaan terisolasi. Dengan demikian konsep proses sosial menunjukan: 
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1. Berbagai perubahan 

2. Mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di dalam atau 

mengubahnya sebagai satu kesatuan) 

3. Saling berhubungan sebab-akibat dan tidak hanya merupakan faktor 

yang mengiringi atau mendahului faktor yang lain 

4. Perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu 

(berurutan menurut rentetan waktu)  

Penjelasan Sztompka (2014:13) bahwa, untuk memahami masalah 

perubahan sosial yang sangat komplek diperlukan tipologi proses sosial. 

Tipologinya dapat didasarkan atas empat kriteria utama berikut : (1) 

bentuk proses sosial yang terjadi; (2) hasilnya; (3) kesadaran tentang 

proses sosial di kalangan anggota masyarakat bersangkutan; (4) kekuatan 

yang mengerakan psoses itu. Selain itu perlu diperhatikan; (5) tingkat 

realitas sosial di tempat proses sosial itu terjadi; dan (6) jangka waktu 

berlangsungnya proses sosial itu.   

 

2.2.3 Teori Konflik (George Simmel) 

Pandangan Simmel tentang konflik, pertama, bahwa konflik 

menetapkan batasan antara kelompok dalam sistem sosial dengan 

memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan terpisah, sehingga 

membentuk identitas kelompok di dalam sistem. Kedua, dia mengatakan 

bahwa gejolak timbal balik mempertahankan seluruh sistem sosial dengan 
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menciptakan keseimbangan antara kasta indian dapat membentuk 

pemisahan dan kekhasan berbagai kasta, namun juga dapat memastikan 

terbentuknya struktur sosial seluruh india dengan membawa 

keseimbangan klaim oleh kasta saingan, di tempat lain, Simmel telah 

menekankan lebih kuat lagi karakter pengikat kelompok konflik 

(Coser,1964).   

Menurut Simmel, konflik berfungsi untuk membangun dan 

mempertahankan garis identitas serta batas masyarakat dan kelompok. 

Sementara konflik berkontribusi pada pembentukan dan penegasan 

kembali identitas kelompok tersebut dan mempertahankan batasan-

batasan terhadap dunia sosial yang suram (Coser,1964). 

Bagi Simmel, ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial 

maka konflik menciptakan batasan-batasan antarkelompok dengan 

memperkuat kesadaran internal yang membuat kelompok tersebut 

terbedakan dan terpisah dari kelompok lain. hal ini berlaku secara 

resiprokal antagonistik atau permusuhan timbal balik. Akibat dari “re-

ciprocal antagonism” antarkelompok itulah terbentuk divisi-divisi sosial 

dan sistem stratifikasi. Permusuhan timbal balik ini mendirikan identitas 

dari berbagai jenis kelompok dalam sistem dan sekaligus juga medorong 

untuk memelihara keseluruhan sistem sosial (Susan, 2014:34). 

Teori konflik merupakan salah satu teori dalam paradigma fakta 

sosial. Teori konflik merupakan sebuah pendekatan umum terhadap 
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keseluruhan lahan sosiologi. Salah satu landasannya adalah seperti teori 

Simmel. Kontribusi pokok dari teori konflik Simmel adalah berpendapat 

bahwa kekuasaan, otoritas atau pengaruh merupakan sifat dari 

kepribadian individu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. 

Misalnya, anggota-anggota kelompok minoritas akan bermusukan dengan 

struktur kekuasan yang sudah mapan (Wirawan, 2013). 

Simmel melihat dalam kehidupan sosial, bahwa individu tidak 

hanya mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi bersemangat untuk 

berkonflik. Kalu isu-isu yang penting tidak ada, orang mau berkonflik 

kerena isu yang kecil dan sepele. Simmel membedakan antara konflik 

orang perorang secara langsung dan persaingan. Persaingan tidak perlu 

kontak antarpribadi secara langsung, sebaliknya mereka yang bersaing 

berjuang sendiri-sendiri untuk tujuan bersama dengan antagonisme yang 

muncul dari kenyataan bahwa keuntungan seseorang merupakan kerugian 

bagi pihak lain (Wirawan, 2013). 

Simmel mengatakan, kalau  hubungan intim mungkin cukup kuat 

memungkinkan percekcokan atau masalah untuk hidup bersama, maka 

tidak mengherankan bahwa intensitas konflik sering berbanding langsung 

dengan tingkat solidaritas atau persamaan dalam hubungan itu (Wirawan, 

2013). 

Simmel mengatakan bahwa, ungkapan permusuhan di dalam 

konflik membantu fungsi-fungsi positif, sepanjang konflik itu dapat 
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mempertahankan perpecahan kelompok dengan cara menarikorang-orang 

yang sedang berkonflik. Jadi konflik itu dipahami sebagai suatu alat yang 

berfungi untuk menjaga kelompok sepanjang dapat mengantarkan sistem-

sistem hubungan (Wirawan, 2013). 

Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak dapat 

dihindari dalam masyarakat. pendekatan Simmel dilandaskan pula pada 

postulat yang menyatakan bahwa dalam organisme secara menyeluruh 

terdapat dorongan-dorongan untuk bermusukan ada pula dorongan untuk 

jatuh cinta atau memberikan kasih sayang. Ada beberapa proposisi yang 

dikemukakan oleh Simmel salah satunya adalah bahwa semakin besar 

keterlibatan emosional, semakin besar kekerasan (Sulistiati, 2001). 

 

2.2.4 Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons) 

Untuk tujuan memperjelas teori  struktural fungsional, untuk itu 

perlu diperjelas kembali mengenai dua gambaran dasar tentang 

masyarakat secara sederhana melalui teori integrasi kemasyarakatan, 

seperti yang ditunjukkan oleh karya Parsons. 

Menurut Parsons bahwa struktural-fungsionalis didasarkan pada 

sejumlah asumsi tipe sebagai berikut: 

1. Setiap masyarakat adalah struktur elemen yang relatif gigih dan stabil 

2. Setiap masyarakat adalah struktur elemen yang terintegrasi dengan 

baik 
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3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat memiliki fungsi, serta 

memberikan kontribusi terhadap pemeliharaannya sebagai sebuah 

sistem 

4. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsensus nilai 

di antara anggotanya (Dahrendorf, 1959: 161). 

Bahasan tentang struktural fungsional Parsons ini akan di mulai 

dengan umpat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” terkenal 

dengan skema AGIL. Parsons yakin ada empat fungsi penting diperlukan 

semua sistem, adaptation (A), goal attainment (G), integation (I), dan 

latensi (L) atau pemeliharan pola. Secara bersama-sama, keempat 

imperatif fungsional ini dikenal dengan skema AGIL (Ritzer dan 

Goodman,  2008). 

Parsons menjelaskan, agar tetap bertahan (survive), suatu sistem 

harus memiliki skema fungsi ini:  

1. Adaptation (Adaptasi): sebuah sistem harus menangulangi situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannay. 

2. Goal attainment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus 

mendefinisikan dan mencapaitujuan utamanya. 

3. Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan 

bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus 

mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L). 
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4. Latency (Latensi atau Pemeliharaan pola); sebuah sistem harus 

meperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi 

individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan 

menopang motivasi (Ritzer dan Goodman,  2008; Azhari, 2016; 

Ruslan, 2018). 

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua 

tingkat dalam sistem teorinya. Organisme Perilaku adalah sistem 

tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri 

dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian 

melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem 

dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem 

sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural 

melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor 

seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. 

(Ritzer dan Goodman,  2008). 

Struktur sistem tindakan umum skema AGIL Parsons dalam gambar 

berikut: 

L         I

    

   

A         G 

SISTEM KULTURAL SISTEM SOSIAL 

ORGANISASI PERILAKU SISTEM KEPRIBADIAN 
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Gambar 2.2 Struktur sistem tindakan Umum 

Bentuk menyeluruh sistem tindakan (action system) Parsons yang 

merupakan sebuah sistem tingkatan analisis sosialnya. Garis besar dari 

tingkatan utama menurut skema Parsons dalam Ritzer dan Goodman 

(2008), sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema tindakan Parsons 

Nyata bahwa Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai 

“tingkatan” analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai 

tingkatan itu. Susunan hierarkisnya jelas, dan tingkat integrasi menurut 

sistem Parsons terjadi dalam dua cara: Pertama, masing-masing tingkat 

yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan 

untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua,  tingkat yang lebih tinggi 

mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya (Ritzer dan Goodman,  

2008). 
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Inti pemikiran Parsons ditemukan dalam empat sistem tindakan 

ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakanya, 

kita berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan 

telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya (Schwanenberg, 

1971; Ritzer dan Goodman,  2008). 

Parsons menemukan jawaban problem di dalam fungsionalisme 

struktural dengan asumsi sebagai berikut: 

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang 
saling tergantung. 

2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan 
keteraturan-diri atau keseimbangan. 

3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan 
yang teratur. 

4. Sifat dasar bagian suatus sistem berpengaruh terhadap bentuk 
bagian-bagian lain. 

5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.  
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental 

yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem. 
7. Sistem cenderung menuju kearah pemeliharaan 

keseimbangan-diri yang meliputi pemeliharaan batas dan 
pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan 
keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-
beda dan mengendalikan kedenderungan untuk merubah 
sistem dari dalam (Ritzer dan Goodman,  2008). 

 

Menurut Parsons, masyarakat akan berkembang melalui tiga 

tingkatan utama: (1) primitif; (2) intermidiate; dan (3) modern. Dari tiga 

tahapan ini, oleh Parson dikembangkan lagi ke dalam subklasifikasi 

evolusi sosial lagi sehingga menjadi 5 tingkatan: (a) primitif; (b) 
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advanced primitif and arcchaic; (c) historic intermiediate; (d) seedbed 

societies; dan (e) modern societies (Narwoko dan Suyanto, 2007). 

Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan 

dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama; kultural 

(pendidikan), kehakiman (integritas) , pemerintahan (pencapaian tujuan) , 

dan ekonomi (adaptasi). Masing-masing subsistem secara otonom, 

subkolektif-subkolektif. Dalam kontek ini, kemampuan adaptasi terhadap 

lingkungan merupakan tolak ukur dari tingkat otonominya (Narwoko dan 

Suyanto, 2007). 

Bagi Parsons, kian adaptif berarti kian tinggi otonominya. 

Konkretnya, semakin tinggi tingkat masing-masing subkolektif dalam 

melakukan fungsi utamanya dalam rangka fungsi interdependensy system 

secara keseluruhan, semakin besar pula kemampuan menyesuaikan diri 

terhadap lingkunganya, dan ini bearti semakin maju masyarakat yang 

bersangkutan (Narwoko dan Suyanto, 2007). 

Tolak ukur yang digunakan Parsons untuk mendeteksi dan 

sekaligus membedakan tingkat perubahan masyarakat (ke dalam 5 

tingkatan di atas) adalah artikulasi pengembangan fungsi  integrasinya. 

Puncak perkembangan terepenting terhadap fungsi integrasi ini adalah 

ditemukannya bahasa tulisan dan kunci terhadap persambungan proses 

evolusi sosial. Penemuan simbol komunikasi bahasa menandai fase 

transisi dari masyarakat primitif ke tingkat intermediate. Sedangkan 
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penemuan hukum formal menandai fase transisi dari intermediate ke 

masyarakat maju (advanced) (Narwoko dan Suyanto, 2007). 

Parsons dan rekan sezamanya, menyimpulkan prasyarat-prasyarat 

fungsional, atau syarat-syarat yang perlu, bagi masyarakat. pada daftar 

teratas semua orang harus dimasukan mekainisme-mekanisme kontrol 

sosial yang bertujuan melindungi proses sosialisasi untuk memastikan 

setiap pengikut kelompok anak muda menginternalisasikan norma-norma 

itu dan mendorong untuk memainkan peran-peran konvensional (Ritzer 

dan Smart, 2014). 

Parsons memiliki asumsi bahwa setiap subsistem normalnya 

memiliki sarana untuk menolak perubahan dan sebagian besar tulisan 

teoritis intinya menganggap perubaahan itu menyusahkan karena bisa 

membahayakan imperatif-imperatif sistem. Kekhawatiran juga 

dikemukankan oleh Parosns bahwa akibat dari perubahan yang 

tampaknya remeh boleh jadi jangkauannya lebih luas (dan lebih buruk) 

dari pada yang mungkin diperhitungan orang (Ritzer dan Smart, 2014). 
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2.2.5 Kerangka Berpikir  
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BAB V 

BENTUK INTERAKSI SOSIAL ANTARA SUKU DAYAK DAN SUKU 

MADURA PASCA KONFLIK DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH 

 

 

5.1. Interaksi Sosial Antara Suku Dayak dan Suku Madura Pasca Konflik 

Menurut Soekamto (2014), ada dua syarat terjadinya interaksi sosial, 

yaitu pertama, adanya kontak sosial (social-contact), yang dapat 

berlangsung dalam tiga bentuk. Yaitu antar individu, antar individu dengan 

kelompok, antar kelompok. Selain itu, kontak dapat pula bersifat langsung 

maupun tidak langsung; kedua, adanya komunikasi, yaitu seseorang 

memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian 

memberi reaksi terhadap perasaan yang di sampaikan oleh orang tersebut.  

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai 

faktor, antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-

faktor tersebut dapat begerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam 

keadaan tergabung. Apabila masing-masing ditinjau secara mendalam, 

faktor imitasi misalnya,  mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

proses interaksi sosial (Soekamto, 2014). 

Berdasarkan hasil temuan peneliti berkaitan dengan interaksi sosial 

antara suku Dayak dan suku Madura pasca konflik di Sampit Kotawaringin 

Timur sebagai berikut; 



145 
 

 
 

Enam belas tahun Pasca Konflik interaksi dan hubungan sosial 

antarsuku yang ada di wilayah Kotawaringin Timur pada umumnya sudah 

banyak mengalami perubahan, keberadaan warga suku Madura pasca 

konflik sebagian besar sudah dapat diterima oleh warga suku Dayak dan 

Suku lainya yang ada di Sampit, bahkan sudah mampu hidup 

berdampingan, sehingga saat ini hubungan sosial masyarakat di Sampit 

terbilang cukup harmonis walaupun masih ada yang perlu diperbaiki dalam 

hubungan antar suku di Sampit. 

Kembalinya warga suku Madura pasca konflik tidak terlepas dari 

usaha pemerintah daerah dalam malakukan pendekatan dengan 

mendamaikan antara pihak warga Suku Dayak dan warga Suku Madura 

yang terlibat konflik, agar menjaga keharmonisan sehingga dapat saling 

menghormati setiap perbedaan etnis, Suku dan budaya yang ada di sampit 

Kotawaringin Timur. 

Sikap saling menghargai perbedaan etnis Suku dan budaya di Sampit  

yang multikutural telah dimaknai dengan sikap saling toleransi antara 

agama, Suku dan kelompok bisa dibilang masih sangat tinggi, hal yang 

sangat berbeda jika menyangkut hubungan interaksi sosial antara warga 

Suku Dayak dengan Suku Madura yang masih diperlukan pendekatan 

khusus dan sangat spesifik menginggat kedua belah pihak memiliki 

pengalaman pernah saling berkonflik. 
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Pendekatan yang dilakukan melalui kesepakatan dan perjanjian 

damai antara Suku Dayak dan Suku Madura adalah merupakan awal 

lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis, Pada Pasal 7 ayat 2a bahwa 

warga Madura yang kembali wajib dan sanggup mentaati nilai-nilai budaya 

serta adat istiadat setempat dan meninggalkan budaya kekerasan, serta 

sebagai warga pendatang sudah sepantasnya jika nilai-nilai budaya orang 

Dayak harus dijunjung tinggi “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” 

agar tidak terjadi benturan antara budaya yang dapat menimbulkan benih 

konflik di dalam masyarakat. 

Kesadaran warga Suku Madura Pasca Konflik sebagai warga 

pendatang, yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial 

warga Suku Dayak telah mulai tumbuh di tengah-tengah lingkungan 

masyarakat di Sampit, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa stereotif 

dan kecemburuan sosial kadang masih belum hilang dan juga kadang 

seringkali muncul sehingga warga Madura harus selalu berusaha 

semaksimal mungkin untuk membangun interaksi dan hubungan sosial 

yang harmonis pada masyarakat multietnis.  

Sebagian besar masyarakat yang ada di Sampit KotawaringinTimur 

faktanya memang sudah mampu berasimilasi serta berakulturasi 

kebudayaan dalam pergaulaan di lingkungan warga suku Dayak dan 

melupakan peristiwa konflik antar Suku Dayak dan Madura 16 tahun yang 
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lalu. Stereotipe yang dulu seringkali muncul pada awal kepulangan warga 

suku Madura walaupun sekarang masih saja ada tetapi perlahan sudah 

mulai hilang dan di masyarakat sudah tidak terlihat lagi perbedaan yang 

mencolok, karena masyarakat Suku Madura sudah hampir mampu 

membaur di dalam lingkungan masyarakat di Sampit. 

Menurut Idar yang merupakan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) 

Kecamatan Kotabesi, proses asimilasi telah secara keseluruhan terjadi pada 

seluruh kehidupan warga suku Madura yang ada di Kecamataan Kotabesi 

Kotawaringin Timur, selain itu warga Suku Madura juga telah berusaha 

menghilangkan gaya hidup yang eksklusif dan berkelompok agar dapat 

memahami seluruh corak kehidupan budaya orang Dayak dan bahkan harus 

dapat menyatu dengan tidak menonjolkan kebudayaan orang Madura yang 

sering menjadi penyebab konflik.    

Warga suku Madura diharapkan mampu memahami serta 

mempelajari budaya orang Dayak untuk dapat hidup berdampingan serta 

berusaha meninggalkan budaya kekerasan, selain itu agar dapat 

membangun kehidupan pasca konflik, warga Madura wajib untuk dapat 

berenkulturasi dengan budaya masyarakat Dayak di Sampit yang tercermin 

dari perubahan sikap dan tingkah laku, adat dan kebiasaan serta pola pikir 

warga Suku Madura secara keseluruhan. 
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Gambar 5.1 Wawancara Peneliti dengan Bapak Idar selaku Ketua 
(DAD) Kecamatan Kotabesi 

 
Hubungan sosial warga Dayak dan Madura yang ada pada beberapa 

kecamatan di Kotawaringin Timur, baik sebelum konflik maupun sesudah 

konflik tidak jauh berbeda, karena warga Dayak dibeberapa daerah sama 

sekali tidak terpengaruh oleh adanya konflik dan ketika konflik terjadi 

justru sebagian warga Madura yang pergi ke pengungsian menitipkan 

barang mereka pada warga Dayak. Ketika warga Suku Madura di 

pegungsian ada yang meminta harta benda yang dititipakan untuk dijual, 

justru warga suku Dayak yang dengan sukarela bersedia membantu 

kemudian hasil dari penjualan tersebut diserahkan sepenuhnya ketika 

warga Madura berada di pengungsian.  

Pasca warga Madura kembali dari pengungsian harta benda yang 

masih tersisa seluruhnya di kembalikan kembali pada warga Suku Madura, 

sehingga sebenarnya kehidupan warga Madura yang ada di beberapa 
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daerah di Kotawaringin Timur sudah sangat harmonis serta hidup 

berdampingan. Pasca konflik interaksi dan hubungan sosial justru semakin 

baik, karena masyarakat suku Dayak menyadari bahwa sebagian orang 

Suku Madura hanya terkena imbas dari perbuatan segelintir orang dari 

Suku Madura yang tidak bertanggungjawab. 

Pada kecamatan Kotabesi dan Desa Bajarum misalnya ketika warga 

Madura kembali, secara keseluruhan sama sekali tidak adanya penolakan, 

karena memang pada daerah tersebut perilaku dan sikap warga Suku 

Madura tidak pernah bermasalah dengan warga suku Dayak, sehingga 

proses pengembalian warga Suku Madura dari pengungsian tergolong 

sangat cepat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di 

KotawaringinTimur. 

Dewan Adat Dayak Kecamatan Kotabesi justru bersyukur dengan 

kedatangan warga Suku Madura karena roda perekonomian kembali 

normal, yang tidak kalah penting adalah interaksi dan hubungan sosial pada 

masyarakat Suku Dayak dan Suku Madura sudah mulai harmonis dan 

sampai saat ini tidak ada pernah terdengar ada yang berusaha mengungkit-

ungkit masalah konflik antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur.  

Rasa syukur terhadap kedatangan warga suku Madura di Kecamatan 

Kota Besi disebabkan oleh kehidupan warga suku Madura di daerah 

tersebut yang mampu membangun dan membina hubungan yang baik 

dengan warga suku Dayak, dan bahkan dengan warga pendatang lainnya 
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seperti warga suku jawa, orang bima, bugis dan lain sebagainya. Keyakinan 

warga suku Dayak terhadap kedatangan warga suku Madura membawa 

dampak yang baik di Kecamatan Kota Kesi juga di sebabkan tidak pernah 

terjadinya konflik yang melibatkan warga suku Dayak dan suku Madura di 

daerah tersebut.      

 

5.2. Faktor-Faktor Pembentuk Interaksi antara suku Dayak dan suku 

Madura 

Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura dibentuk oleh berbagai 

macam faktor yakni faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, serta 

faktor simpati. Faktor tersebut dalam prosesnya saling berkaitan satu sama 

lain yang tergambar dari kehidupan yang harmonis, toleransi yang tinggi, 

kerjasama, gotong royong, rukun dan damai serta suasana yang jauh dari 

pertengkaran dan kekerasan. 

Kehidupan yang harmonis pasca konflik antara suku Dayak dan Suku 

Madura merupakan keinginan kedua belah pihak yang telah sadar bahwa 

konflik masa lalu merupakan sebuah pelajaran berharga dalam hubungan 

antarsuku, sehingga hubungan antara suku Dayak dan suku Madura terus 

menerus terjaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan antarsuku di tengah 

kemajemukan masyarakat khususnya di Sampit. Konflik yang dulu sempat 

memperlebar jarak antara warga suku Dayak dan suku Madura saat ini 

sudah sangat berubah, terlihat dari gambaran dalam kehidupan warga 



151 
 

 
 

Dayak dan warga suku Madura telah dipenuhi dengan sikap toleransi, 

kerjasama, serta gotong royong.     

 

5.2.1 Faktor Imitasi dalam Interaksi Sosial 

Menurut Soekamto, imitasi merupakan tindakan manusia untuk 

meniru tingkah laku orang lain yang berada disekitarnya. Imitasi banyak 

dipengaruhi oleh tingkat jangkauan inderanya, sebatas yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan (Setiadi & Kolip, 2012). 

Karakteristik warga Suku Madura yang ada di Sampit terbagi 

menjadi dua bagian, pertama, warga Suku Madura keturunan adalah 

mereka yang lahir di Sampit dan hampir tidak mengenal akan kebudayaan 

asal mereka sebagai orang Madura, kedua, warga Suku Madura perantauan 

atau pendatang yang memang ke sampit untuk mencari pekerjaan. 

Karaktersitik warga Suku Madura keturunan sampit dan warga suku 

Madura pendatang yang ada di Sampit tersebut membuat proses 

pengimitasian budaya sikap dan tingkah laku atau proses meniru kehidupan 

warga Suku Dayak juga berbeda-beda. Bagi warga Suku Madura keturunan 

proses mengimitasi kebudayaan, sikap serta tingkah laku orang Dayak 

prosesnya tidak mengalami kendala atau kesulitan kerena memang sudah 

sejak lahir mereka berinteraksi, kemudian berhubungan satu sama lain 

sehingga proses memahami bagaimana kehidupan warga Dayak telah 

terjadi dengan sendirinya. 
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Kehidupan warga Suku Madura keturunan yang telah lama dan 

bertahun-tahun tinggal dan menetap hingga turun-temurun dan telah 

mampu mengimitasi kebudayaan, sikap dan tingkah laku orang Dayak atau 

orang lokal lainya di Sampit Kotawaringin Timur, jelas tidak dapat 

disamakan dengan warga Suku Madura pendatang, karena warga Suku 

Madura pendatang masih sangat kesulitan beradaptasi, berakulturasi serta 

mengimitasi sikap, perilaku serta gaya hidup orang Dayak khususnya dan 

masyarakat di Sampit pada umumnya.  

Proses mengimitasi kehidupan budaya, tingkah laku sifat dan 

kebiasaan orang Dayak secara tidak sadar telah dilakukan oleh warga Suku 

Madura keturunan di Sampit, melalui cara perkebunan, pola mencari 

peluang pekerjaan dan juga dalam mencari sumber-sumber perekonomian 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Warga Suku Madura keturunan telah 

mampu mengimitasi cara dan pola pertanian Suku Dayak dengan 

mempelajari dan terlibat langsung dalam kelompok tani sehingga warga 

Suku Madura mendapat pengetahuan bagaimana pola bercocok tanam 

orang Dayak yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. 

Proses imitasi dalam mencari sumber pekerjaan juga telah banyak 

dilakukan oleh warga Suku Madura keturunan yang ada di Sampit, 

contohnya warga Suku Madura sebagian besar telah banyak yang 

berprofesi sebagai penyadap karet atau disebut warga di Sampit memantat 

(menyadap karet), kemudian juga ada warga Madura yang bekerja 
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memagat (mengambil rotan) yang sebelumnya hanya dilakukan warga dari 

Suku Dayak di Sampit. 

Usaha warga Suku Madura keturunan agar dapat menyatu bersama 

warga Suku Dayak dan Suku lainnya juga dengan mengimitasi proses 

berlangsungnya upacara pernikahan serta perkawinan warga Suku Dayak 

pada umumnya. Warga Suku Madura sepenuhnya sudah tidak 

memunculkan dan menonjolkan lagi kebudayaan Ronggeng dan Sandur 

yang biasanya menjadi ciri khas pelengkap kegiatan perkawinan warga 

Suku Madura di Sampit. 

Kebiasaan, tingkah laku, serta tutur kata warga Suku Dayak yang 

banyak di pengaruhi ketetapan hukum adat Dayak yang sudah mendarah 

daging dan telah sejak lama berlaku di Sampit bahkan sebelum negara 

Indonesia merdeka sudah menjadi pedoman nilai serta norma sosial yang 

mengatur bagaimana kehidupan mereka, juga belum sepenuhnya mampu 

dipahami dan dimengerti oleh warga Suku Madura Pendatang yang selalu 

tertutup, ekskulusif dan berkelompok. 

Para tokoh Dayak dan tokoh Madura sependapat bahwa kehidupan 

yang selalu tertutup, eksklusif dan berkelompok banyak dipengaruhi oleh 

faktor pendidikan yang tergolong masih rendah, sehingga sulit bagi warga 

suku Madura pendatang mengimitasi sifat, perilaku dan kebudayaan orang 

Dayak. Pendidikan yang masih sangat rendah pada warga Suku Madura 

pendatang, mengakibatkan mereka kurang percaya diri dalam bergaul 
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sehingga tidak terbuka dan sulit bergaul dan berinteraksi dengan orang 

Dayak yang seringkali menimbulkan benturan budaya, ditambah belum 

maksimalnya sosialisasi terhadap warga Suku Madura pendatang secara 

berkelanjutan terhadap kesepakakatan damai, sehingga warga Suku Madura 

pendatang kembali pada kehidupan mereka yang eksklusif dan 

berkelompok membuat interaksi menjadi terbatas, dan proses imitasi juga 

tidak terjadi sehingga prasangka semakin menguat, secara psikolgis juga 

tidak terciptanya kedekatan, sehingga tidak ada perekat hubungan sosial 

yang meminimalisir meluasnya masalah penyebab konflik.  

 

5.2.2 Faktor Sugesti dalam Interaksi Sosial 

Menurut Soekamto (2014), Faktor sugesti berlangsung apabila 

seseorang memberi sesuatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari 

dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Jadi proses ini sebenarnya 

hampir sama dengan dengan imitasi, tetapi titik tolaknya berbeda, 

berlangsungnya sugesti dapat terjadi karena pihak yang menerima dilanda 

oleh emosi, yang menghambat daya berpikir secara rasional. 

Pada daerah tertentu interaksi sosial warga Suku Dayak dan warga 

Suku Madura yang ada di sampit menyimpan permasalahan yang cukup 

besar, penyebabnya adalah masih sangat tingginya rasa curiga serta 

prasangka di dalam masyarakat yang membuat hubungan sosial kurang 

harmonisdan seringkali permasalahan kecil dapat memunculkan konflik. 
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Jika dilihat dari permukaan antara warga Suku Dayak dan warga Suku 

Madura seakan-akan tidak terjadi masalah, tetapi fakta-fakta kejadian 

kasus-kasus kekerasan serta kenakalan remaja yang selalu dikaitkan dengan 

masalah etnisitas pada hakikatnyamengambarkan bahwa masyarakat di 

Sampit masih belum mampu keluar dan melupakan konflik. 

Stereotip dan prasangka yang membuat warga Suku Dayak dan Suku 

Madura cepat terpancing amarah pasca konflikjustru masih seringkali 

muncul, dalam beberapa tahun terakahir misalnya kejadian di Baamang dan 

Samuda yang diselesaikan melalui hukum adat Dayak yang berlaku Di 

Sampit, membuktikan bahwa masih adanya saluran-saluran komunikasi 

yang menghambat proses interaksi dan hubungan sosial, sehingga membuat 

proses akulturasi serta asimilasi budayamenjadi sangat terganggu. 

Proses akulturasi dan asimilasi yang belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik pada masyarakat multietnis di Sampit, dikarenakan ego 

keSukuan masih sangat tinggi dan emosi masyarakat belum stabil, 

sehingga terkadang membuat saluran komunikasi di dalam masyarakat 

menjadi terganggu, penyebabnya adalah terbentuknya pola pikir 

masyarakat bahwa warga Suku Madura memiliki sifat dan tingkah laku 

serta citra negatif merupakan wujud dari kulminasi pandangan yang terus 

menerus di pelihara dalam hubungan sosial masyarakat. 
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Gambar 5.2 Wawancara Peneliti dengan Bapak Abdul Wahid 
Ketua Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kal-Teng (FK-4) 

 
Menurut Abdul Wahid (Ketua FK-4), terbentuknya citra negatif pada 

masyarakat Suku Madura di Sampit karena memang ada sebagian kecil 

warga Suku Madura yang memiliki tabiat selalu ingin menang sendiri, sulit 

untuk diatur dan serta tabiat yang kurang baik sehingga warga Suku 

Madura perlu banyak mengambil pelajaran berharga dari sejarah konflik 

agar citra negatif yang membuat hubungan sosial antara Suku terus 

menerus mengalami ketegangan dapat segera dihilangkan. 

Untuk menghilangkan citra negatif yang selama ini terbentuk pada 

warga Suku Madura di Sampit maka “Dimana bumi dipijak disitu langit 

dijunjung” harus dipamahi secara komprehensif, karena bagi warga Suku 

Dayak peribahasa ini merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar. 

Masyarakat Suku Dayak sangat menjunjung tinggi terhadap hukum adat 
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Dayak yang secara turun temurun diwariskan dalam kehidupan masyarakat 

di Kalimantan Tengah, yang didalamnya berlaku aturan dan norma yang 

mengkitat maka wajar jika tingkat sensitifitasjuga masih sangat tinggi. 

Penuturan dari tokoh Madura, faktor pendidikan atau sumber daya 

manusia yang relatif  masih rendah menjadi salah satu kendala dalam 

pembinaan interaksi dan hubungan sosial masyarakat, karena dalam hal 

pendidikan mayoritas warga Suku Madura masih jauh tertinggal dibanding 

warga Suku lainya yang ada di Sampit, salah satu penyebabnya akibat dari 

pola yang salah dengan menikahkan anak mereka pada usia yang masih 

sangat muda. Pada Kelurahan Sawahan atau yang sering dikenal dengan 

daerah Pelalangan, warga Suku Madura yang tinggal di daerah tersebut 

terbilang mayoritas adalah warga suku Madura tetapi dari segi pendidikan 

masih diperlukannya perhatian untuk di tingkatkan. 

Pemerintah daerah Kotawaringin Timur sebenarnya telah 

mengupayakan peningkatan sumber daya manusia atau pendidikan seluruh 

masyarakat yang ada di Sampit kotawaringin timur, tidak terkecuali korban 

konflik Sampit dengan harapan agar Suku Madura yang kembali mampu 

serta memiliki sikap yang baik dapat beradaptasi, membaur bersama warga 

Dayak khususnya dan masyrakat di Kalimantan Tengah pada umumnya. 
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5.2.3 Faktor Identifikasi dalam Interaksi Sosial 

Menurut Soekamto (2014), Identifikasi sebenarnya merupakan 

kecenderungan-kecendrungan atau keinginan-keinginan dalam diri 

seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. identifikasi sifatnya lebih 

mendalam dari pada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk 

atas dasar proses ini. proses identifikasi dapat berlangsung dengan 

sendirinya (secara tidak sadar), maupun dengan disengaja karena sering 

seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses 

kehidupannya.   

Bagi pengungsi korban konflik antara Suku, Sampit merupakan 

kampung halaman mereka karena seluruh warga Suku Madura yang dulu 

mengungsi adalah merupakan warga Suku Madura yag telah turun temurun 

tinggal dan lahir serta besar di Sampit Kotawaringin Timur, sehingga 

sewaktu berada di pengungsian mereka juga merasa kesulitan untuk proses 

adaptasi dengan lingkungan masyarakat di Sampang Madura. 

Kesulitan mereka disebabkan oleh sikap serta kebiasaan hidup 

mereka sudah sangat jauh berbeda dengan kehidupan warga asli Suku 

Madura yang ada di Pulau Madura, baik budaya, cara bertahan hidup serta 

kebiasaannya. Warga Suku Madura keturunan Sampit sudah tidak lagi 

mengenal nilai-nilai dan norma budaya yang dimiiki sebagai orang warga 

Suku Madura, tetapi mereka lebih memahami norma sosial yang berlaku di 

dalam masyarakat adat khususnya adat Dayak di Kalimantan Tengah akibat 
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dari proses interaksi dan hubungan sosial selama bertahun tahun bersama 

orang Dayak. 

Warga Suku Madura sebenarnya merasa sudah menjadi bagian dari 

warga Sampit karena, adat kebiasaan dan tingkah laku mereka sudah tidak 

jauh berbeda dengan kehidupan warga lokal di Sampit, sebagian warga 

Madura juga telah mahir dalam pengunaan bahasa Dayak. 

 

5.2.4 Faktor Simpati dalam Interkasi Sosial 

Proses yang terakhir menurut Soekamto (2014), proses simpati 

sebenarnya merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik 

pada pihak lain. di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang 

sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan 

untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.    

Secara kebudayaan warga Suku Dayak juga telah mengalami 

perubahan yang sangat signifikan, orang Dayak sudah sama sekali 

menghilangkan budaya kekerasan yang dikenal dengan budaya mengayau 

dan sangat menjunjung tinggi nilai dasar rumah betang (rumah panjang) 

“dimana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”, belum bahadat dan 

keterbukaan.  

Proses interaksi untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar 

suku Dayak dan suku Madura, memerlukan waktu yang cukup panjang 

serta upaya yang sungguh-sunguh sehingga antara warga Suku Dayak dan 
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warga Suku Madura mampu untuk saling memahami budaya masing-

masing, saling pengertian dan saling menjaga sikap toleransi antara suku. 

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas terungkap bahwa 

faktor imitasi sudah terjadi pada kehidupan warga suku Madura baik 

kebudayayan, sikap dan tingkah laku mereka, tetapi faktor ini hanya terjadi 

pada kehidupan warga Madura yang lahir dan besar di Sampit sedangkan 

pada orang Madura pendatang meraka masih memerlukan waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan budaya dan kehidupan orang Dayak. Sedangkan 

pada faktor sugesti, terungkap bahwa citra orang Madura yang egois dan 

sulit diatur masih membekas, sehingga prasangka dan rasa curiga masih 

seringkali muncul dipermukaan.  

Asfek yang tidak kalah menarih dari hasil temuan penelitian ini 

adalah pada faktor identifikasi dan faktor simpati, ketika berada di 

pengungsian di Sampang, warga suku Madura keturunan Sampit pada 

kenyataannya juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan 

masyarakat lokal di Sampang Madura, penyebabnya karena kebudayaan 

dan pola kehidupan sebagai orang Madura asli sudah sama sekali mereka 

tinggalkan, pada kenyataanya orang Madura keturunan lebih mengenal 

bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku pada 

masyarakat Dayak.  
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Gambar 5.3 Interaksi Sosial suku Dayak dan suku Madura Pasca konflik 
 

 

Interaksi 
sosial 

antarsuku 
Dayak dan 

Madura 

Proses Imitasi 

Proses 
Identifikasi 

 

Proses Simpati 

Proses Sugesti 

 

- Kesadaran yang tumbuh warga suku Madura dalam 
penyesuaian diri pada kehidupan di Sampit  

- Terjadi pembauran antara suku Dayak dan Madura 
secara alamiah 

- Proses pertanian, sumber pekerjaan, sumber ekonomi  
serta sistem perkawianan suku Dayak dan suku 
Madura sudah tidakjauh berbeda 

- Terganggunya saluran komunkasi akibat stereotip dan 
prasangka  

- Ego kesukuan dan citra negatif warga suku Madura 
masih menghiasi interkasi antarsuku 

- Pendidikan menjadi hal penting dalam proses interaksi 
antarsuku di Sampit 

- Warga Sampit keturunan Madura sudah merasa bagian 
dari Sampit  

- Adaptasi warga suku Madura pendatang perlu 
penyesuaian dengan kehidupan warga suku Dayak 

- Sebagaian orang Madura telah mampu mengunakan 
bahasa Dayak dalam interaksi sosialnya 

- Budaya kekerasan suku Dayak telah lama ditinggalkan  
- Budaya dan pola kehidupan sebagai orang Madura 

juga telah ditinggalkan orang Madura di Sampit 
- Nilai dan norma sosial yang berlaku di Sampit  telah 

mereka terima dengan menjunjung tinggi falsafah 
“huma betang” 
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5.3. Bentuk Interaksi Sosial antara Suku Dayak dan Suku Madura Pasca 

Konflik 

Menurut Soekamto (2014), kontak sosial dapat berlangsung dalam 

tiga bentuk, bentuk pertama yakni antara orang-perorangan, kontak sosial 

ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dengan 

keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi (socialization), 

yaitu suatu proses, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari 

norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.   

Bentuk kedua, antara perorangan dengan suatu kelompok manusia 

atau sebaliknya. Kontak sosial ini misalnya adalah apabila seseorang 

merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma 

masyarakat atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggota 

untuk menyesuaikan  diri dengan ideologi dan programnya (Soekamto, 

2014). 

Menurut Soekamto (2014), bentuk ketiga, antara suatu kelompok 

manusia dengan manusia lainnya. Umpamanya adalah dua partai politik 

mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik yang ketiga di 

dalam pemilihan umum. Atau apabila dua buah perusahaan bangunan 

mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan 

seterusnya di suatu wilayak yang baru dibuka. 

Menurut Bapak Untung (Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten 

Kotim), perdamaian adalah merupakan harga mati tidak boleh terulang, 
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konflik pada tahun 2001 adalah untuk yang pertama dan yang terkahir 

adalah suatu kewajiban semua unsure untuk terus menerus menjaga dan 

menjunjung tinggi kesepakatan damai, tetapi tokoh Dayak menilai bahwa 

dari warga Suku Madura seringkali yang pertama kali melakukan 

pelangaran, tidak mematuhi perda, kesepakatan damai serta perjanjian 

damai, oleh sebab maka seringkali menjadi pemicu dan membuat 

keresahan di masyarakat. 

 

Gambar 5.4 Wawancara Peneliti dengan Bapak Drs. Untung, MM Ketua Harian 
Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur 

 
Menurut Ketua DAD, sampai saat ini pasca konflik, orang Madura 

masih saja belum mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu 

mereka yang dianggap berperilaku kurang sopan dan kurang beradab, 

sebagain masih menggunakan egonya dan belum bisa membawa diri untuk 

berinterkasi dengan warga Suku Dayak dan Suku lainnya, sehingga untuk 
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berinteraksi seringkali belum dapat diterima oleh Suku Dayak dan juga 

Suku lain yang ada di Sampit KotawaringinTimur.  

Penyesuaian diri dalam berinteraksi serta berusaha membangun 

kehidupan sosial yang baik, normal dan tidak dihantui oleh perasaan takut 

serta trauma yang berkepanjangan merupakan keinginan dari seluruh warga 

Suku Madura korban konflik yang ada di Sampit. Tetapi ada segelintir 

orang warga Suku Madura yang belum mampu taat terhadapat kesepakatan 

damai dan perjanjian yang telah disepakati para tokoh Dayak dan Madura. 

 

5.2.1 Interaksi dengan Syarat  

Sejak pasca konflik tahun 2001 di Sampit Kalimantan Tengah, 

banyak masyarakat Suku Madura yang mengungsi atau bahkan kembali ke 

tempat asalnya di Madura sangat berkeinginan untuk kembali ke tempat 

dimana mereka mudah dalam mencari penghidupan seperti yang selama ini 

dilakukan. Bayangan susahnya jika harus memulai dari awal, sementara 

mereka sudah banyak mengumpulkan harta benda seperti rumah, tanah, 

dan berbagai bentuk persaudaraan antara teman, saudara dari masyarakat 

Suku Dayak yang bagi masyarakat keturunan dari Suku Dayak dan Suku 

Madura mereka adalah satu jiwa dalam raga menjadi tujuan sendiri untuk 

kembali ditengah-tengah keluarga meskipun ancaman dan hambatan 

nampak di depan mata.  
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Perasaan takut konflik akan terjadi lagi selalu hinggap dalam benak 

masyarakat Suku Madura yang berkeinginan rujuk kembali di tengah-

tengah saudara yang sudah lama saling memadu kasih dalam susahnya 

kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tidak, hanya dengan sebab setitik 

noda maka sebelangga terkena imbasnya. Perlu diketahui bahwa sejarah 

konflik etnis di Sampit Kalimantan Tengah antara masyarakat Suku Dayak 

dan Suku Madura diawali oleh setitik noda dari konflik individu dan 

kemudian melebar menjadi segregasi kelompok dengan membawa identitas 

kelompoknya. Identitas kelompok juga menjadi sumber konflik karena 

pada tahun yang sama telah tejadi konflik yang bermuatan SARA yang 

terjadi di Poso, Maluku, yang merembet ke Sampit Kalimantan Tengah.  

Proses rujuk-pun tidak semudah dalam angan, karena masih banyak 

pertentangan terjadi pada masyarakat Suku Dayak di Sampit Kalimantan 

Tengah. Banyak dari kalangan masyarakat Suku Dayak menolak hadirnya 

masyarakat Suku Madura di lingkungan mereka, namun sebagian lagi 

merasa perlu hadirnya kembali masyarakat Suku Madura dikarenakan ada 

kepentingan yang positif yaitu adanya hubungan saling menguntungkan 

diantara mereka (simbiosis mutualisme) yang sudah terjadi selama 

beberapa dasawarsa.   

Penolakan oleh sebagian besar masyarakar Suku Dayak terhadap 

Suku Madura dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tentang persoalan 

budaya yang masih melekat erat dalam diri masyarakat Suku Madura 
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sehingga membuat proses interaksi tidak berjalan dengan maksimal. 

Ketidaktertarikan sebagian besar masyarakat Suku Dayak terhadap Suku 

Madura dikarenakan faktor perilaku, dan perangai mereka yang masih 

cenderung membawa kebudayaan asli mereka yang masih sangat nampak 

dalam kehidupan sehari-hari, dan hal itu yang menghambat proses 

interaksi.  

Disamping itu juga filosofi masyarakat Suku Madura yang membawa 

dinasti kekerasan atau bahkan bersedia membunuh dengan carok atau clurit 

menjadi salah satu faktor yang menghambat proses simpati dari masyarakat 

Suku Dayak terhadap Suku Madura sehingga proses rekonsiliasi 

kembalinya masyarakat Suku Madura menjadi terhambat. 

Berbeda di beberapa daerah yang tidak mengalami hambatan dalam 

interaksi, justru mendorong rekonsiliasi dengan mengharap kehadiran 

masyarakat Suku Madura kembali di tengah-tengah mereka. Mereka 

merasa tidak memiliki masalah dengan masyarakat Suku Madura, karena 

selama ini telah berlangsung proses interaksi yang baik diantara mereka, 

dan bahkan telah terjadi simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling 

menguntungkan diantara kedua kelompok masyarakat tersebut tanpa di 

batasi oleh identitas masing-masing.  

Bagi masyarakat campuran berkumpul dengan keluarga adalah 

merupakan kebahagiaan tiada terkira. Hal inilah yang mendorong 

rekonsiliasi agar cepat terlaksana. Peran tokoh masyarakat Suku Dayak dan 
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peran pemerintah menjadi kunci terjadinya rekonsiliasi kembalinya 

masyarakat Suku Madura ke Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan 

Tengah.  

Satu kata yang bisa terucap dalam menyebut proses rekonsiliasi 

antara masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura, yaitu benci tapi cinta. 

Gambaran konflik etnis yang menjadi korban karena kondisi penguatan 

identitas serta beberapa kasus di beberapa wilayah di Indonesia yang sama 

menyertainya dikarenakan faktor masa transisi demokrasi dari masa orde 

baru ke masa reformasi, dimana peran pemerintah belum maksimal dalam 

proses pelaksanaan demokrasi. Masa transisi yang di balut luka oleh 

banyak masyarakat Indonesia yang terkena imbas akibat proses penguatan 

dan pendewasaan demokrasi dengan terbentuknya desentralisasi 

kedaerahan sehingga memunculkan penguatan identitas kelompok yang 

ada di daerah dengan munculnya konflik identitas atau SARA.  

Pepatah benci tapi cinta adalah gambaran masyarakat Indonesia yang 

dengan kemajemukannya kedua terbesar di dunia namun menjadi satu 

kesatuan tanpa memandang identitas dengan satu simbol yaitu Bhinneka 

Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap sama, dan saling cinta. Filosofi 

Bhinneka Tunggal Ika diharapkan mampu meredam dan menyelesaikan 

setiap persoalan etnisitas yang mungkin saja setiap saat akan dapat terjadi 

lagi, untuk itu sangat diperlukan tindakan yang konkret dan nyata untuk 

selalu mengingat dan mengimplementasikan filosofi yang telah dibangun 
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oleh founding fathers, agar jangan sampai terjadi lagi konflik etnis di 

Indonesia tercinta ini. Dengan mengedepankan filosofi benci tapi cinta, 

atau rindu tapi benci diharapkan meredam setiap persoalan antar etnis di 

Negara ini jangan sampai terjadi tindakan kekerasan atau bahkan perang 

antar etnis.  

Proses rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura di Sampit 

dalam beberapa tahun pasca konflik mengiringi proses penguatan 

demokrasi lewat desentralisasi politik kedaerahan, dengan terbentuknya 

Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi kewenangan terhadap 

pemerintah daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri, termasuk 

memanfaatkan kearifan lokal di daerah tersebut, menandakan bahwa 

pemerintah daerah Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dianggap telah 

mampu mengelola dan mengatasi persoalan konflik etnis yang terjadi di 

wilayahnya, yaitu proses rekonsiliasi dengan berlandaskan pada penguatan 

desentralisasi demokrasi Pancasila dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-nya. 

Konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan oleh baik masyarakat, tokoh 

adat serta pemerintah dalam upaya untuk mengembalikan interaksi yang 

baik sebelumnya membuahkan hasil yang positif, meskipun pada awalnya 

hal tersebut ditolak oleh kebanyakan masyarakat Suku Dayak. Setelah 

melewati beberapa proses penyadaran dan sosialisasi yang intens 

dilakukan, proses rekonsiliasi sukses dilakukan dan dilakukan bertahap, 

dengan memilah (limitation of space) tempat-tempat yang aman, karena 
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tidak semua tempat ditiap kecamatan di Sampit Kotawaringin Timur 

menghendaki hal tersebut. Maka langkah awal adalah dengan menanyakan 

ketersediaan masyarakat di tiap wilayah Sampit Kotawaringin Timur dalam 

menerima kembalinya masyarakat Suku Madura.  

Bagi masyarakat dibeberapa tempat di Sampit yang dulunya tidak 

memiliki masalah dengan masyarakat Suku Madura memang sangat 

menginginkan kembalinya masyarakat Suku Madura tanpa syarat. Hal itu 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ; (1) telah terjadi ikatan yang kuat 

melebihi ikatan saudara antara masyarakat Suku Dayak dengan Suku 

Madura, dan hal tersebut telah terjadi selama beberapa dasawarsa; (2) 

banyaknya perkawinan campuran antara masyarakat Suku Dayak dan Suku 

Madura yang melahirkan keturunan campuran; (3) faktor simbiosis 

mutualisme yang terjadi dalam bidang ekonomi, pertanian, sosial, dan 

politik diantara keduanya.  

Demi mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan dalam proses 

rekonsiliasi dalam kasus konflik antar etnis di Sampit, pihak pemerintah, 

tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat menyepakati bahwa 

rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura ke Sampit Kotawaringin 

Timur Kalimantan Tengah bisa dilakukan dengan berbagai syarat yang 

sudah diatur dengan perjanjian damai diantaranya keduanya yang telah 

diwakili oleh tokoh adat masing-masing dan disaksikan oleh pemerintah 

sebagai mediator, dan aparat keamanan. Hal ini dimaksudkan untuk 
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mengembalikan kohevisitas sosial yang baik seperti sebelum adanya 

konflik.  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian damai antara 

Suku Madura dan Suku Dayak dijabarkan dalam inti perjanjian damai, 

sebagai berikut; (1) masyarakat Suku Madura harus bersedia menanggalkan 

segala bentuk prilaku, perangai yang bertentangan dengan adat masyarakat 

Suku Dayak; (2) masyarakat Suku Madura harus membaur dengan 

masyarakat Suku Dayak, seperti yang selama ini terjadi yaitu masyarakat 

Suku Madura hidup dengan berkelompok; (3) masyarakat pendatang wajib 

lapor ke RT/RW; (4) segala persoalan yang terkait dengan etnis harus 

diselesaikan terlebih dahulu dengan ketua adat masing-masing.  

Di sampit warga suku Madura di pengungsian telah dipersiapkan 

dengan pemberian arahan, sosialisasi serta nasehat kemudian bagi mereka 

yang akan kembali telah di berikan surat pernyataan yang berisikan 

sembilan pokok kesangupan yakni bersedia menjunjung tinggi falsafah 

“dimana bumi di pijak di situ langit di junjung”, sanggup menghilangkan 

budaya kekerasan, menyatakan bersedia menghilangkan perasaan dendam, 

dan menyatakan bahwa konflik adalah merupakan ketetapan dari Allah, 

serta mengihklaskan harta benda dengan lapang dada, menghindari konflik 

dan menghilangkan sifat emosional. 
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5.2.2 Kohesivitas Antar Masyarakat Pasca Perjanjian Damai 

Kohesivitas antar masyarakat Suku Madura dan masyarakat Suku 

Dayak terjalin kembali setelah adanya perjanjian damai yang menjadi 

syarat mutlak buat masyarakat Suku Madura yang ingin kembali ke tanah 

penghidupan mereka di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.  

Perjanjian damai menjadi instrument rekonsiliasi yang berisi kesepakatan-

kesepakatan yang harus dilakukan untuk mengembalikan interaksi seperti 

semula.  

Kohesivitas awal pasca konflik antara masyarakat Suku Madura 

dengan Suku Dayak ditengarai dengan penuh keragu-raguan, rasa was-was,  

takut dan Perasaan terasing (allienasi) dari masyarakat Suku Madura. 

Akankah warga masyarakat Suku Dayak dapat menerima kembali mereka 

seperti sediakala. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi 

Korban Konflik Sampit;  

“Awal hubungan sosial masyarakat di sampit ketika kepulangan 
warga suku Madura dari pengungsian sangat terasa berbeda 
dengan kondisi sebelum konflik, pada awal masa kepulangan 
warga suku Madura ke Sampit, sebagai besar warga Madura 
seperti orang asing dan ada perasaan ragu apakah warga suku 
Dayak bisa menerima mereka di kehidupan masyarakat. ketika 
memutuskan kembali  ke sampit masih ada perasaan yang 
membuat takut, tetapi dengan keyakinan yang kuat karena warga 
suku Madura merasa sama sekali tidak terlibat dengan konflik dan 
hanya sebagai korban maka sebelum mereka sudah 
mempersiapkan mental dengan sangat matang”. (Wawancara 
dengan Bapak Abdul Hamid Ketua Forum Komunikasi Konflik 
Sampit) 
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Kegalauan hubungan antara masyarakat Suku Madura dengan 

masyarakat Suku Dayak diawal pasca konflik terjadi di wilayah Kecamatan 

Ketapang. Sebagian besar masyarakat setempat menolak rekonsiliasi 

kedatangan kembali masyarakat Suku Madura di tengah-tengan lingkungan 

mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rahmad (warga Suku 

Dayak) sebagai berikut:  

“Setelah mendapat rekomendasi dari Camat, lurah serta beberapa 
tokoh suku Dayak warga Suku Madura di ijinkan kembali, tetapi 
walaupon begitu proses pengembalian warga suku Madura tidak 
berjalan baik karena pada awalnya juga ada yang mendapat 
penolakan dari warga suku Dayak dengan berbagai macam alasan 
misalkan menginggat tabiat dan perilaku warga suku Madura 
sebelum konflik”. (Wawancara dengan Tokoh Adat Dayak 
Kecamatan Ketapang Sampit Kotawaringin Timur) 

 
Berbeda dengan kohesivitas antara masyarakat Suku Madura dengan 

Masyarakat Suku Dayak di Kecamatan Kotabesi. Interaksi sosial yang 

terjadi di Kecamatan Kotabesi antara masyarakat Suku Madura dan 

masyarakat Suku Dayak tidak teprengaruh oleh konflik yang terjadi 

dikarenakan memang dalam interaksi sebelumnya tidak ada persoalan yang 

menjadi sumber konflik, sehingga justru pada saat rekonsiliasi akan 

hadirnya warga Suku Madura kembali ke Kecamatan Kotabesi sangat 

diharapkan oleh warga setempat. Seperti yang dikemukakan oleh Amang 

Idar (Tokoh DAD Kecamatan Kotabesi Sampit Kotawaringin Timur 

Kalimantan Tengah, sebagai berikut; 
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“Hubungan sosial warga Madura yang ada di kotabesi sebelum 
dan sesudah konflik tidak jauh berbeda, dulu ketika pecah konflik 
antar suku, barang-barang yang dimiliki oleh warga suku Madura 
banyak yang dititipkan pada tetangga yang merupakan warga suku 
Dayak yang ada di kotabesi, ketika warga suku Madura di 
pegungsian ada yang meminta harta benda yang ditinggalkan 
dijual, justru warga suku Dayak yang dengan sukarela untuk 
membantu menjual dan dananya diserahkan ketika warga Madura 
berada di pengungsian, begitu juga ketika warga suku Madura 
kembali dari pengungsian seluruh barang yang dulu dititikan 
seluruhnya di kembalikan kembali pada warga suku Madura. 
Menurut Dewan Adat Dayak korban jiwa akibat pecahnya konflik 
di Kecamatan Kotabesi hampir tidak ada, baik dari warga suku 
Dayak maupun dari warga Suku Madura karena proses asimilasi 
dan akulturasi hubungan antara suku berjaan dengan baik, hingga 
sampai saat ini warga suku Madura semakin berusaha untuk 
mempererat lagi hubungan tali persaudaraan agar tetap terciptanya 
kerukunan baik dalam kegiatan arisan, kelompok pertanian dan 
perdagangan.Warga Madura yang kembali dari pengungsian ke 
kecamatan Kotabesi secara keseluruhan samasekali tidak ada 
penolakan, karena perilaku dan sikap warga suku Madura yang 
ada di kotabesi memang tidak pernah bermasalah dengan warga 
suku Dayak sehingga proses pengembaliannya sangat cepat 
dibanding daerah-daerah lain yang ada di kotawaringin timur. 
Dewan adat Dayak justru bersyukur dengan kedatangan warga 
suku Madura dari pengungsian karena roda perekonomian kembali 
berjalan, dimasyarakat pun tidak ada yang lagi yang berusaha 
mengungkit-ungkit masalah etnis dan sara di tengah masyarakat”. 
(wawancara dengan Tokoh Adat Dayak Kecamatan Kotabesi 
Sampit Kotawaringin timur) 

 

Proses rekonsiliasi awal pasca konflik dengan hadirnya kembali 

masyarakat Suku Madura di tengah-tengah masyarakat Suku Dayak menuai 

pro dan kontra sesuai dengan daerahnya masing-masing. Sebagian besar 

masyarakat Suku Dayak menolak hadirnya kembali masyarakat Suku 

Madura dikarenakan adanya sumber konflik yang sebelumnya terjadi, 

namun juga ada beberapa tempat yang menerima dengan ikhlas bahkan 
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mendorong percepatan rekonsiliasi dikarenakan memang tempat tersebut 

tidak pernah ada persoalan antar entis.  

Interaksi sosial antar masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak sejak 

awal kedatangan, hasil dari proses rekonsiliasi memang belum nampak 

baik. Sikap-sikap seperti sediakala dari masyarakat Suku Dayak masih 

belum terlihat dalam proses interaksi, justru yang nampak adalah sikap 

kurang harmonis dan terkesan kurang bersahabat. Hubungan yang kurang 

harmonis dialami oleh H. Madin seorang warga Suku Madura di 

Kecamatan kotabesi;  

“……Kondisi penerimaan warga suku Madura sekembalinya dari 
pengungsian sangat beragam, ada yang sudah berusaha melakukan 
komunikasi dan kontak sosial dan ada juga sebagian warga suku 
Dayak yang masih berusaha menghindar jika bertemu warga suku 
Madura. Tetapi setelah berjalannya waktu, kondisi pada 
lingkungan masyarakat berangsur-angsur mulai berubah…..”. 
(Wawancara dengan warga Madura Mat Mosel).  

 

Seiring berjalannya waktu, kohesivitas antara masyarakat Suku 

Madura dan Masyarakat Suku Dayak mulai berangsur-angsur membaik. 

Hal tersebut dikarenakan sudah berubahnya kebiasaan, perilaku dan 

perangai warga masyarakat Madura dalam kesehariannya. Sikap 

masyarakat Suku Madura yang dulunya tidak mau bergaul sekarang sudah 

mulai bisa membaru dalam setiap kegiatan di lingkungan sekitar, 

berkumpul bersama dengan warga Suku Dayak. Seperti yang disampaikan 

oleh Anang Nur Ali (DAD Ketapang) bahwa, 
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“……Sebagian besar warga suku Madura pasca konflik, sudah 
berusaha menyesuaikan diri dan mencoba menyatu serta membaur 
dengan warga Suku Dayak dan Suku-Suku lainnya yang ada di 
kecamatan ketapang, dulu sebelum konflik menurut tokoh  Dewan 
Adat Dayak Kecamatan Ketapang warga suku Madura sama sekali 
tidak mau menghadiri setiap kegiatan yang ada di lingkungan 
tempat tinggal mereka…...” (Wawancara dengan Tokoh Adat 
Kecamatan Ketapang Sampit).  

 
Perubahan perilaku masyarakat Suku Madura juga terlihat dalam 

interaksi pasca konflik, dimana warga Suku Madura lebih sopan dengan 

meminta ijin terlebih dahulu kepada para tokoh Adat Suku Dayak sebelum 

melakukan kegiatan yang kondangan atau hajatan besar. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Ahmad warga Suku Dayak, sebagi berikut:  

“………..Pasca konflik Sampit warga suku Madura jauh sangat 
berbeda pada saat sebelum konflik, sekarang jika ada warga suku 
Madura yang ingin melaksanakan kegiatan yang mengundang 
orang banyak mereka tidak berani melaksanakan jika belum 
meminta ijin dan  mendapat persetujuan dari para tokoh dan warga 
suku Dayak. 

 
“…….ada perbedaan yang sangat mencolok antara sebelum 
konflik dan sesudah konflik perubahan tersebut tergambar dari 
perilaku warga suku Madura yang dulu selalu mengendepankan 
sifatnya individualis dan tidak peduli dengan lingkungan 
masyarakat sekarang sudah mulai perbaikan misal jika ada acara 
perkawinan mereka terlebih dahulu menyampaikan langsung 
dengan pada tokoh-tokoh disekitar tempat tinggal mereka. Jika 
ada warga suku Dayak yang melakukan kegiatan, warga suku 
Madura sekarang telah membaur dan seringkali kebanyakan 
membantu….”. (Wawancara dengan warga Suku Dayak di 
Kecamatan Kotabesi).  

 
Kohesivitas pasca konflik antara Suku Dayak dengan Suku Madura 

semakin membaik dari masa ke masa. Iktikad baik nampak dari perubahan 

perilaku dan kebiasaan masyarakat Suku Madura dalam keseharian 
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membaur dengan masyarakat Suku Dayak di Sampit Kotawaringin Timur 

Kalimantan Selatan.  

Interaksi yang ditunjukkan masyarakat Suku Madura dalam 

bersosialisasi saat ini adalah bentuk implementasi dari suksesnya proses 

rekonsiliasi yang dilakukan oleh bantuan semua pihak baik pemerintah, 

tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam mewujudkan ke-Bhineeka 

Tunggal Ika yang menjadi simbol warisan budaya Indonesia.  

Apresiasi yang sangat patut diberikan bagi masyarakat Suku Madura 

dan masyarakat Suku Dayak yang masih bisa menjaga nilai-nilai integrasi 

dalam proses kehidupan sosial, agar dapat menjaga sendi-sendi kerukunan, 

kebersamaan dan persatuan yang merupakan simbol warisan budaya 

Indonesia. 

  

5.2.3 Interaksi dalam Sosial Politik  

Proses kohesivitas masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak pasca 

konflik dalam sosial politik nampak dalam proses pemilihan kepala desa 

Bajarum di Kecamatan Kotabesi, dimana kekuatan interaksi sosial yang 

selama puluhan tahun telah dibangun kembali sejak masa rekonsiliasi 

akibat konflik etnis di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 

di uji kembali.  

Uji tentang interaksi dinyatakan sukses berjalan dengan baik 

meskipun diawal proses awal mengalami sedikit gesekan yang disebabkan 
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oleh adanya kesalahpahaman dari masing-masing kelompok masyarakat. 

Berhasilnya uji interaksi di Kecamatan Kotabesi tercapai dengan 

terpilihnya salah satu warga keturunan campuran dua etnis Suku Dayak dan 

Suku Madura menjadi pimpinan desa Bajarum, menjadi bukti kuat bahwa 

pada dasarnya interaksi sosial antara dua kelompok etnis di Sampit 

Kotawaringin Timur terbilang sudah sangat kuat dan tidak terpengaruh 

oleh isu etnis yang menjadi sebab konflik dimasa lalu. hal itu disebabkan 

karena tidak melebarnya agitasi-agitasi awal menjadi sensitifitas indentitas 

atas dasar etnis dari masing-masing kelompok.  

Menurut H. Hadriansyah yang merupakan Kepala Desa Bajarum, 

memang agitasi diawal pencalonan sangat nampak, namun dengan dasar 

iktikad baik semua itu dapat teratasi. Seperti yang disampaikan dalam 

kutipan berikut: 

“Meskipun diproses awal sedikit ada kesalahpahaman akan tetapi 
pada saat proses berlangsungnya pemilihan, apa yang di 
khawatirkan tidak terbukti dan pemilihan berlangsung aman dan 
lancar dan yang terpilih adalah kepala desa saat ini yang 
merupakan warga suku Madura Keturunan campuran berdarah 
suku Madura dan Suku Dayak. Ini membuktikan bahwa 
dibeberapa daerah khususnya desa bajarum kecamatan Kotabesi 
tingkat toleransinya sangat tinggi jika dibandigkan dengan desa-
desa lainya yang ada di Kotawaringin Timur walaupun mayoritas 
suku adalah merupakan warga dari suku Dayak tetapi dalam hal 
memilih pemimpin desa pada kenyataanya tidak ada 
diskriminasi”. (Wawancara dengan Bapak Hadriyansah Kepala 
Desa Bajarum”) 

 
Proses interaksi antara masyarakat Suku Madura dan Suku Dayak 

terkait dengan sosial politik dalam proses pemilihan kepala desa di desa 
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Bajarum Kecamatan Kotabesi menjadi contoh bahwa hubungan antara 

kedua kelompok yang sempat bertikai dimasa lalu telah membaik. 

Masyarakat sudah tidak terpengaruh oleh adanya provokasi dengan dasar 

mengatasnamakan etnis tertentu. Dengan kata lain bahwa kondisi 

masyarakat pasca konflik di Kecamatan Kotabesi dan sekitarnya telah 

sadar betul untuk tidak mau terjebak dalam siklus perpolitikan dimasa lalu 

yang menimbulkan banyak kerugian dan korban karena mungkin saja 

ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masyarakat lebih 

memilih mengupayakan untuk memelihara nilai-nilai persaudaraan, dan 

nilai-nilai persatuan dengan dasar ke-Indonesian.  

Berdasar pada konsep interaksi dalam sosial politik yang terjadi di 

desa Bajarum Kecamatan Kotabesi mengasumsikan bahwa interaksi yang 

didasari dengan nilai-nilai ketulusan, kesabaran, dan keberagaman menjadi 

dasar keberhasilan sebuah proses interaksi, meskipun dalam prosesnya 

mengalami pasang surut, karena ibarat pepatah benci tapi cinta, itulah 

kalimat yang pas untuk mendiskripsikan interaksi antara masyarakat di 

Indonesia yang multi etnis dan multikultur khususnya masyarakat Suku 

Madura dan Suku Dayak.  
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5.2.4 Interaksi dalam Proses Penguatan Ekonomi 

Sejak awal penyebaran masyarakat Suku Madura ke daerah-daerah di 

wilayah Indonesia memang sengaja memiliki tujuan dalam persoalan 

ekonomi, dikarenakan sebagaimana daerah yang sangat Islami konsep 

Hijrah menjadi anjuran bagi umat untuk melakukannya demi mendapatkan 

penghidupan yang layak. Terbukti dengan bagaimana diaspora dari 

masyarakat Suku Madura tersebar di seluruh pelosok Bangsa Indonesia. 

Selain itu kondisi geografis daerah Madura sangat mendukung 

terbentuknya perilaku masyarakatnya yang memiliki etos kerja sangat 

tinggi, penuh persaingan, senang dengan pertengkaran bahkan memiliki 

filosofis selalu menggunakan carok atau clurit, dikarenakan kondisi daerah 

Madura disamping padat penduduk dalam ruang yang sempit sekaligus 

juga sumberdaya di Madura tidak memadai dan tidak ada pengelolaan 

sumber daya alamnya dengan baik dikarenakan sumber daya manusia 

rendah.  

Peristiwa konflik di Sampit antara kelompok masyarakat Suku 

Madura dengan Suku Dayak adalah bentuk entitas dari in goup feeling 

yang dibawa masuk kedalam kelompok yang memiliki in group feeling 

yang berbeda. Harusnya pada saat masuk atau bergabung dalam kelompok 

tertentu perasaan in group feeling mau tidak mau harus ikut melebur atau 

bisa menjaga identitas dari kelompoknya untuk menghindari benturan atau 

konflik dengan kelompok lain.  
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Proses interaksi di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 

antara masyarakat Madura dengan masyarakat Suku Dayak dalam 

hubungan ekonomi mengambil konsep saling menguntungkan dan saling 

membutuhkan diantara keduanya. Take and give, saling menerima dan 

saling memberi yang sudah terjadi dari berpuluh-puluh tahun yang lalu 

menjadi hampa dan terhenti setelah konflik, dimana masyarakat Suku 

Madura berada di pengungsian selama beberapa tahun. Perasaan 

kehilangan dan mengharap kembali agar roda perekonomian berjalan 

kembali menjadi ungkapan oleh Amang Idar salah satu Tokoh Adat Dayak 

di Kecamatan Kotabesi,  

“……Dewan adat Dayak justru bersyukur dengan kedatangan 
warga suku Madura dari pengungsian karena roda perekonomian 
kembali berjalan, dimasyarakat pun tidak ada yang lagi yang 
berusaha mengungkit-ungkit masalah etnis dan sara di tengah 
masyarakat…..”.  

 

Interaksi dalam bidang ekonomi tercakup dalam hubungan jual beli, 

dan hubungan antara pekerja dengan pemilik lahan. Hubungan dalam 

konteks ekonomi tersebut dapat terlihat di pasar-pasar, pertokoan yang 

menjadi pekerjaan mayoritas masyarakat Suku Madura dan hubungan 

antara pekerja sawit atau pekerja karet dengan pemilik lahan yang dimiliki 

oleh kebanyakan masyarakat Suku Dayak. 

Kembalinya masyarakat Suku Madura di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat Suku Dayak memberikan keceriaan, seolah kemeriahan sebuah 
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proses kehidupan bersemi kembali. Gelora ekonomi nampak menggeliat di 

pasar-pasar yang ramai kembali, dan nampak bagaimana interaksi pasar 

menjadi ikon hubungan yang dinamis antara masyarakat Suku Madura 

dengan Suku Dayak dan menjadi magnet untuk tetap merawat agar harapan 

dimasa depan dengan penuh kebahagiaan.  

Nampak wajah-wajah semringah, berseri-seri dari para pedagang 

yang mayoritas masyarakat Suku Madura, mengharap pembelinya datang 

agar selain barang dagangannya laku, keuntungan didapat dan juga 

interaksi antar masyarakat Suku Dayak semakin erat dan dinamis.  

 

Gambar 5.5 Interaksi antara Masyarakat Suku Madura dengan Suku 
Dayak di Pasar 

 

Hubungan antara masyarakat Suku Madura dengan Suku Dayak 

dalam konteks ekonomi sesudah konflik menjadi faktor dominan atas 
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keberhasilan proses rekonsiliasi kembalinya masyarakat Suku Madura ke 

Sampit, dikarenakan telah terjadi ketergantungan ekonomi diantara 

keduanya, dimana konsep simbiosis mutualisme yang terjadi sejak ratusan 

tahun yang lalu diantara keduanya. Hubungan yang saling menguntungkan 

dibalut dengan rasa cinta dan kasih. Selain itu konsep interaksi dengan 

dasar penguatan ekonomi di pasar justru menguatkan proses interaksi itu 

sendiri, karena mereduksi konsep identitas, yang memandang latar 

belakang baik dari suku, agama, dan ras.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.6 Bentuk Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura 

Bentuk 
interaksi 

antara suku 
Dayak dan 

suku 
Madura 

Interaksi 
dengan 
Syarat 

Interaksi 
Sosial 
Politik 

Kohesivitas 
pasca 

perjanjian 
damai 

Interaksi 
penguatan 
ekonomi 

- Warga Madura harus membuang sifat 
dan perangai yang kurang baik 

- Warga Madura harus membaur dengan 
masyarakat Dayak 

- Persoalan terkait etnis/suku harus 
diselesaikan pada Dewan Adat Dayak  

- Masa transisi pasca perdamaian masih 
diselingi konflik kecil   

- Tumbuhnya ikatan persaudaraan yang 
kuat pada warga Madura keturunan 

 

- Simbiosis mutualisme saling 
membutuhkan dan menguntungkan 
dalam hal jual beli hasil pertanian 

- Saling ketergantungan ekonomi antara 
suku Dayak dan suku Madara 

 

- Terpilihnya warga suku Madura dalam 
pemilihan kepala desa di tengah 
mayoritas suku Dayak 

- Identitas suku tidak menjadi 
pertimbangan dalam politik di Sampit 
pada pemilihan kepala desa 
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Temuan hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk interaksi 

antara suku Dayak dan suku Madura walaupun pada awalnya merupakan 

bentuk interaksi bersyarat melalui kesepakatan dan perjanjian perdamaian 

dengan menjunjung tinggi falsafah “huma betang” tetapi tidak dapat 

dipungkiri pula bahwa ketergantungan suku Dayak terhadap keberadaan 

warga suku Madura juga menjadi faktor pendorong cepatnya masa 

transisi yang pada mulanya menolak seluruh warga Madura baik 

keturunan dan pendatang ke Sampit menjadi lebih terbuka dan bersedia 

menerima akan keberadaan warga Madura. Menariknya dari hasil temuan 

penelitian ini juga sudah ada warga dari Suku Madura yang menjadi 

Kepala Desa di tengah mayoritas suku Dayak.         
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BAB VI 

PROSES SOSIAL DAN FAKTOR PENGARUH INTERAKSI SOSIAL 

PASCA KONFLIK ANTAR SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA DI 

SAMPIT KALIMANTN TENGAH 

 

6.1 Proses Sosial Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Suku Madura di 

Sampit 

Menurut Gillin dan Gillin Interaksi sosial antar manusia terjadi dalam 

konteks proses sosial. Ada dua jenis proses sosial yakni; (1) proses yang 

asosiatif yaitu akomodasi, akulturasi, dan asimilasi; (2) proses yang 

diasosiatif yaitu persaingan/kompetisi, kontraversi dan konflik (Soekamto, 

1989;Liliweri, 1994). 

Berkaca pada beberapa kejadian yang hampir menjurus pada konflik 

dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sampai saat ini warga suku dayak 

dan tokoh Dayak masih menyimpan kekhawatiran dan perasaan bahwa 

sikap dan tingkah laku warga suku Madura belum sepenuhnya mengalami 

perubahan. Alasan kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh dewan adat 

Dayak bahwa ada sebagai kecil warga suku Madura yang tidak memahami 

betul sejarah konflik dan faktor pemicu konflik di Sampit Kotawaringin 

Timur. 

Kekhawatiran akan kembalinya kebiasaan sikap dan perilaku warga 

Madura pada kebiasaaan lama mereka yang lebih menonjolkan kekerasan 

tersebut akan terus membayangi interaksi sosial dan hubungan sosial antara 
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warga suku dayak dan suku Madura di Sampit, sehingga pasca konflik 

proses interaksi antara warga suku Dayak dan warga suku Madura masih 

saja mengalami pasang surut, terkadang interaksi terlihat harmonis, tetap i 

sering kali juga mengalami krisis karena tingkat sensitifitas masyarakat 

Dayak masih sangat tinggi.  

Pasang surutnya hubungan sosial antara warga suku Dayak dan suku 

Madura karena, serta pengalaman pernah berkonflik selama ini terus 

berdampak pada tingginya sensitifitas kesukuan, kemudian faktor lain juga 

adalah sebabkan karena tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh oknum 

warga suku Madura yang kadang menjadi pemicu ketidakharmonisan 

hubungan sosial masyarakat, misalnya respon masyarakat suku dayak yang 

bersifat spontanitas pada kejadian perkelahian antara warga suku Dayak 

dan Madura baik di Sampit dan juga provinsi tetangga yakni banjarmasin, 

pencurian pada sarang walet milik warga Dayak yang dilakukan oleh 

oknum warga Madura, serta adanya sejumlah anak muda yang membentuk 

genk motor dengan nama “Kacung Jaya Madura” menambah panjang 

faktor pemicu konflik sehingga kembali membuat stereotif dan kecurigaan 

dalam hubungan sosial antarsuku di Sampit kembali muncul. 

 

6.1.1 Proses Sosial Asosiatif Pasca Konflik 

Pertemuan di Tumbang Anoi pada Tahun 1894, yang berisi 

kesepakatan mengakhiri konflik antara seluruh suku Dayak di 



186 
 

 
 

Kalimantan, meninggalkan budaya kekerasan dan menerima dengan 

tangan terbuka terhadap siapa dan suku mana saja yang datang,  patuh 

terhadap hukum adat yang berlaku di Sampit Kotawaringin Timur 

kemudian memahami apa yang disebut orang Dayak ‘belum behadat’ 

serta tidak melanggar nilai-nilai budaya, maka orang Dayak senantiasa 

akan menerima dan siap hidup berdampingan.  

Falsafah Madura “Rampak Naong Beringin Korong’ atau hidup 

dalam suasana rukun damai dan harnonis juga sebenarnya tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku di masyarakat 

suku Dayak, tetapi sebenarnya ada persoalan lain yang yang 

menimbulkan gesekan yang menurut penuturan Ketua Dewan Adat 

Dayak adalah terletak pada proses interkasi sosial antara orang Dayak dan 

Madura yang selama ini dipenuhi dengan ketidaktulusan. 

Interkasi sosial orang Madura yang selama ini masih dirasakan 

seperlunya dan kadang hanya untuk memenuhi dan mementingkan 

keperluan pribadi mereka saja “karebbha dhibi” atau hanya ingin menang 

sendiri juga diakui oleh tokoh Madura kebiasaan yang memang harus 

mereka buang sejauh-jaunya agar proses rekonsiliasi dan kampanye 

perdamaian berjalan dengan baik serta bertambahnya kesadaran rasa 

persaudaraan yang tinggi. 

Tidak tulusnya proses interkasi sosial orang Madura yang dirasakan 

warga suku Dayak juga diakibatkan tidak dipahaminya nilai-nilai falsafah 
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orang Madura “Oreng Deddhi Taretan” atau orang jadi saudara dalam 

kehidupan warga suku Madura di Sampit mengakibatkan berkurangnya 

kerjasama serta rasa solidaritas antar individu dan antar etnis 

menimbulkan kesan ada jarak yang memutus interkasi sosial antara orang 

Dayak dan orang Madura. 

Kerjasama dan solidaritas yang kurang baik disadari oleh tokoh 

Madura disebabkan oleh sikap dan tingkah laku sebagian warga Madura 

yang sombong dan juga sangat sulit untuk diatur, untuk itu orang Madura 

diminta agar dapat mengintropeksi diri dan bersabar dalam dalam 

menghadapi kehidupan sosial di Sampit, bahkan menurut tokoh Madura 

sejauh ini mereka diterima kembali ke Sampit saja sudah sangat berterima 

kasih, jika ada warga Madura yang tidak bisa bersabar dan masih dengan 

pola perilaku yang sama maka diminta untuk meninggalkan kota Sampit. 

Konflik telah banyak mengubah perilaku orang madura sehingga 

menjadi sedikit lebih terbuka serta sudah meninggalkan sifat yang 

individual dengan lebih mengedepankan solidaritas kerjasama antarsuku 

dengan berbagai macam suku yang ada di Sampit melalui penguatan rasa 

kekeluargaan, kebersamaan melalui petemuan-pertemuan penting dengan 

tokoh masyarakat dan tokoh Dayak melalui kegiatan penanaman 

pendidikan multikultural, penyuluhan budaya, kampanye penanaman 

nilai-nilai perdamaian, persamaan derajat, dan menjunjung tingga rasa 

persaudaraan. 
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Kerjasama yang berkelanjutan untuk memperbaiki hubungan sosial 

yang sudah dilakukan dalam mempererat kembali hubungan sosial serta 

tali persaudaraan antara warga suku Dayak dan Madura diwujudkan 

dalam pembentukan kelompok di bidang pertanian dan kerjasama pada 

bidang perdagangan. Anggota yang terlibat dalam kelompok pertanian 

tersebut terdiri dari berbagai macam suku baik dari suku Dayak, suku 

Jawa dan suku Madura, dilanjutkan dengan kerjasama pada bidang 

perdagangan, hasil dari pertanian dari warga suku Dayak di pasarkan oleh 

warga suku Madura sehingga yang di harapan dari kerjasama tercipta 

hubungan yang harmonis dan saling menguatkan rasa kekeluargaan.  

 

6.1.1.1 Akomodasi  

Proses pengembalian warga suku Madura ke Sampit ternyata 

memakan waktu yang cukup panjang hingga membutuhkan waktu sampa i 

3 tahun pasca konflik agar warga suku Madura yang dulu mengungsi bisa 

kembali ke Sampit Kotawaringin Timur, hal tersebut disebabkan oleh 

masih adanya penolakan oleh warga suku Dayak serta belum kondusipnya 

Kota Sampit yang merupakan pusat konflik, Penolakan oleh warga Dayak 

masih terasa sampai pada akhirnya ada kesepakatan damai dari tokoh 

Dayak yang sebagian besar berada di Sampit khususnya dan juga warga 

Dayak yang berada di seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur pada 

umumnya dengan para tokoh Suku Madura untuk mengakhiri konflik.  
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Proses rekonsiliasi pasca konflik antara para tokoh Dayak dan tokoh 

Madura dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur beserta Forum Komunikasi Korban Kerusuhan Kalimantan Tenggah 

(FK-4) dalam usaha mengembalikan warga suku madura korban konflik 

yang berada di pengungsian Sampang Madura, akhirnya membuahkan hasil 

yang positif dan Para tokoh sepakat bahwa warga suku Madura 

diperbolehkan kembali asalkan dengan menyetujui persyaratan dan 

bersedia mengikuti aturan-aturan dan patuh terhadap hukum adat yang ada 

di Sampit Kotawaringin Timur. 

Kesepakatan damai dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik 

memuat sejumlah perjanjian diantaranya, warga suku Madura yang 

diterima dan diperbolehkan kembali ke sampit adalah merupakan warga 

Madura yang dulu tidak memiliki masalah dengan warga lokal pada 

lingkungan sosial tempat tinggal mereka sebelum konflik sehingga proses 

pengembalian yang terjadi telah berjalan dengan baik.  

Pasca Konflik hampir sebagian besar warga Madura di penampungan 

pengungsi di Sampang kembalikan pada tempat asal mereka masing-

masing, yang terbagi diberbagai wilayah Kotawaringin Timur diantaranya 

Kecamatan Kotabesi, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Baamang, 

Mentawa Baru/Ketapang, Desa Bajarum, mentaya hilir utara, kelurahan 

Sawahan dan lain-lain.   



190 
 

 
 

Pengembalian dan pemulangan warga suku Madura ke Sampit 

tergolong paling cepat, Jika kita bandingkan serta melihat konflik-konflik 

lain yang ada di Indonesia, penyebabnya adalah karena konflik hanya 

bersifat lokal dan hanya ada pada lokasi- lokasi serta wilayah tertentu, 

seperti daerah Kecamatan Kotabesi dan Desa Bajarum sebagain besar 

warga suku Madura pada saat konflik memilih mengungsi dan menghindar i 

konflik serta tidak melakukan perlawanan sehingga dua daerah tersebut 

korban jiwa hampir tidak ada. Selain konflik bersifat lokal saja, yang 

menjadi faktor pendorong cepatnya pengembalian warga suku Madura 

adalah sebenarnya warga suku Dayak dan Madura yang dibeberapa tempat 

telah menjadi satu kesatuan dan saling membutuhan satu sama lain baik 

dalam hal pertanian serta dalam memenuhi perekonomian. 

Setelah kembali ke Sampit dari pengungsian, warga suku Madura ada 

yang memutuskan untuk membersihkan sisa-sisa rumah yang dulu terbakar 

dan membangun kembali tempat tinggal seadanya, ada juga yang menyewa 

bedak-bedak untuk tinggal sementara waktu, tetapi uniknya ada sebagian 

warga suku Dayak yang dulu pernah menjadi tetangga merasa kasian dan 

mempersilahkan warga suku madura untuk tinggal di pondok-pondok 

mereka sampai memperoleh tempat tinggal yang tetap.  

Kembali ke Sampit Kotawaringin Timur bagi warga suku Madura 

berarti siap memulai dari nol serta rela dengan tidak menuntut banyak 

terhadap rumah beserta harta benda yang ditinggalkan yang ikut terbakar 
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imbas dari konflik antara suku. Bagi warga suku Madura korban konflik 

yang terpenting adalah dapat diperbolehkan kembali ke Sampit untuk 

menata serta mencari penghidupan yang layak walaupun harus memula i 

kembali kehidupan mereka dari awal.    

Kondisi sosial masyarakat suku Dayak awal kembalinya warga suku 

Madura korban Konflik di Sampit sangat bervariasi, ada yang menyambut 

baik dan merasa terharu dengan kedatangan warga madura, karena sebaga i 

besar warga Suku Madura yang kembali adalah warga yang memang lahir 

dan besar di Sampit. Tetapi masih ada sebagian kecil warga suku Dayak 

yang masih belum mampu dan memerlukan waktu untuk dapat menerima 

kembali warga suku Madura, penyebabnya adalah ketakutan akan 

kembalinya warga suku Madura pada kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu 

dapat memicu dan memunculkan konflik etnis yang berkepanjangan.  

Menurut penuturan Mat Mosel (warga suku Madura), interaksi yang 

dilakukan pada awal kepulangan dari pengungsian adalah interaksi yang 

masih diselimuti rasa takut dan trauma yang membuat hubungan masih 

sangat kaku dan terkesan seadanya, untuk berhubungan secara langsung 

serta bertatap muka dalam lingkungan masyarakat masih ada kesan rasa 

canggung, walaupun sebelum terjadinya konflik antara suku hubungan 

antara warga suku Madura dan warga suku Dayak penuh dengan 

keharmonisan.   
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Kondisi penerimaan sebagian dari warga suku Dayak juga diawal 

kepulangan warga suku Madura dari pengungsian, terkesan masih ada rasa 

tidak nyaman, bahkan sekedar untuk melakukan komunikasi dan kontak 

sosial saja dengan suku warga Madura sehingga kondisi ini membuat 

sebagaian warga suku Madura sempat berfikir untuk kembali ke pulau 

Jawa.  

 

Gambar 6.1 Wawancara dengan warga suku Madura di Kotabesi 

Pada saat konflik tidak banyak harta benda yang dapat diselamatkan 

membuat warga suku Madura yang kembali dari penampungan pengungs i 

di Sampang, harus benar-benar berusaha dan memulai dari awal untuk 

mencari peluang usaha baru agar dapat mencukupi kehidupannya sehari-

hari, sehingga pada awal kepulangan warga suku Madura pekerjaan jenis 

apapun akan mereka terima asalkan kebutuhan tercukupi. Sebagian besar 
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lagi warga suku Madura memutuskan untuk kembali menggeluti pekerjaan 

lama mereka pada saat sebelum konflik Sampit yakni berdagang dan 

bertani. 

 

6.1.1.2 Akulturasi 

Proses Akulturasi budaya di Sampit bukan lagi sekadar antar budaya 

tetapi sudah pada multibudaya karena memang warga Suku Dayak d i 

Sampit telah puluhan tahun bahkan ratusan tahun berinterkasi dengan 

banyak budaya yakni kebudayaan suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, 

etnis Tianghoa, dan juga suku Madura. Proses akulturasi dengan budaya-

budaya lain yang ada di Sampit misalnya budaya suku Jawa, suku Banjar, 

suku bugis dan bahkan etnis Tionghoa terlihat sangat menguatkan satu 

sama lain, tetapi jika melihat proses akulturasi budaya antara Dayak dan 

Madura masih belum sepenuhnya melebur menjadi kesatuan budaya. 

Kehidupan warga suku Madura di Sampit secara tidak sadar telah 

banyak terpengaruh oleh budaya orang Dayak, akan tetapi orang Dayak 

justru masih memiliki tingkat selektivitas yang tinggi terhadap budaya 

orang Madura. Selektivitas itu muncul karena memang akibat dari sikap 

pandangan bahwa budaya orang Madura yang mereka hadirkan di tengah-

tengah kehidupan masyarakat di Sampit justru terkadang malah 

memperlihatkan serta menonjolkan perbedaan budaya yang relatif 

bertentangan.   
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Selektivitas terhadap budaya orang Madura terjadi ketika pola 

interkasi warga suku madura yang berlaga di arena persaingan sosia l 

masyarakat terkulminasi malalui pandangan negatif terhadap budaya suku 

Madura yang dikenal dengan sikap kekerasan dan sulit diaturnya warga 

Madura, seakan-akan hal tersebut menjadi gambaran mayoritas budaya 

orang Madura umumnya.  

Sehingga pasca konflik perbedaan dan pertentangan antar budaya 

Dayak dan Madura  seakan melebur menjadi satu, dan tidak nampak 

menonjolkan identitas masing-masing, dimana etnis Madura lebih bisa 

menerima budaya masyarakat Dayak pada umumnya, dan 

mengesampingkan identitas budaya aslinya. Nampak dalam interaks i 

sehari-hari bahwa masyarakat Madura seringkali membaur dengan 

kelompok masyarakat Dayak dalam bentuk paguyuban pertanian, pasar, 

sekolah dan komunitas lainnya.    

Sebagian dari warga suku Dayak juga sudah ada yang menikah 

dengan warga suku Madura dan proses upacara perkawinanya pun sudah 

tidak kental dengan budaya Madura dan juga sudah mengikuti bagaimana 

proses budaya adat perkawinan suku Dayak pada umumnya.  

Proses penyatuan budaya tersebut disadari oleh warga suku Madura 

yang sudah memahami bahwa mereka merupakan warga pendatang yang 

harus menjunjung tinggi budaya lokal yang menjunjung tinggi falsafah 

dimana bumi dipijak disitu bumi dijunjung. Menerima kebudayaan diluar 
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kebudayaan sendiri dengan perlahan misalnya budaya pecutan yang 

dilakukan orang Madura yang juga di gunakan masyarakat Dayak.    

Perkembangan akulturasi pasca konflik semakin nampak terlihat 

dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh baik masyarakat 

Suku Dayak dengan Suku Madura. Faktor utama adalah mereka tidak ingin 

konflik kelam yang terjadi dalam dekade sebelumnya terulang kembali, dan 

sungguhpun demikian bahwa keberagaman budaya yang ada di bangsa ini 

adalah harga mati menjadi acuan universal bagi etnis yang ada di Indonesia 

agar mengedepankan musyawarah sebagai cara menyelesaikan masalah 

yang merupakan karakteristik bangsa ini.  

Pembauran antar kelompok masyarakat di Sampit Kotawaringin 

Timur yang harmonis memiliki persamaan dengan sebelum konflik pada 

umumnya, hanya beberapa kelompok saja yang masih menggunakan 

dominasi identitasnya, meskipun begitu harapan dari seluruh masyarakat 

Suku Dayak adalah harus ada nilai-nilai kebersamaan, saling menjaga, dan 

saling menghormati dengan prinsip dimana bumi dipijak disitu langit  

dijunjung sebagai panduan dalam berintegrasi dengan kelompok lain. 

Dengan kata lain adalah meskipun masing-masing kelompok masih 

mengutamakan identitasnya, namun harus memiliki batasan-batasan 

tertentu, yang artinya bahwa nilai-nilai in group feeling tidak semestinya 

diterapkan berdasarkan ruang dan waktu (Barth, 2006).  
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6.1.1.3 Asimilasi 

Percampuran dua kebudayaan yang disertai hilangnya kebudayaan 

asli hingga membentuk kebudayaan baru menciptakan ruang interaksi yang 

semakin terbuka bagi masyarakat Dayak dengan masyarakat Madura. 

Terciptanya kebudayaan baru dengan menerima segala bentuk nilai-nila i 

budaya in group feeling memberikan pengaruh pada proses interaksi yang 

semakin subur diantaranya keduanya, dan semakin mengaburkan identitas 

masing-masing yang sama-sama mengedepankan kepentingan universa l 

yaitu keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Bhinneka 

Tunggal Ika.  

Sikap warga Madura pasca konflik sangat berubah total dengan 

adanya peristiwa konflik, yang dulu sangat menonjolkan kebudayaan 

Madura seperti ronggeng, sandur dan karapan sapi sudah hampir tidak ada, 

karena memang tokoh Madura sendiri melarang kegiatan tersebut 

mengingat kadang kegiatan tersebut dibarengi dengan perjudian sehingga 

hal tersebut hanya menambah kerawanan menimbulkan konflik.  

Pelarangan segala bentuk kegiatan yang didalamnya memiliki unsur 

negatif, dalam arti bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran budaya in 

group feeling dari masyarakat Dayak menjadi kunci utama dalam proses 

interaksi berkelanjutan. Pencegahan dengan menghindari konflik agar tidak 

terjadi kembali salah satu caranya adalah dengan mengurangi budaya 

negatif dan menerima budaya positif dari masing-masing kelompok.  
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Kebudayaan baru yang merupakan campuran antara kebudayaan 

Dayak dan Madura memang belum terlihat jelas dalam wujudnya, akan 

tetapi perasaan menerima budaya dengan kesadaran menjadi faktor yang 

sangat mungkin untuk melahirkan budaya baru tersebut. Perasaan 

menerima budaya baru hanya lebih terlihat dalam bentuk nilai-nila i 

normatif, seperti budaya ketergantungan ekonomi, dan ketergantungan 

fisik, dan meskipun hanya dalam batasan nilai tertentu, namun tidak 

disadari bahwa proses asimilasi dari proses interaksi dapat terlahir.   

Bentuk asimilasi atau percampuran budaya antara masyarakat 

Madura dengan Masyarakat Dayak sebelum konflik dan sesudah konflik 

sama-sama hanya terlihat dari luarnya saja. Bentuk asimilasi dalam 

ketergantungan nilai-nilai ekonomi diwujudkan saling berbagi dalam tukar 

menukar barang, proses jual beli, yang  mayoritas awalnya lebih dimilik i 

oleh masyarakat pendatang, sedangkan masyarakat Dayak lebih dominan 

pada perkebunan dan bukan berdagang.  

Percampuran budaya ekonomis menjadi unsur pokok dalam proses 

interaksi budaya pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur. Beberapa 

masyarakat Dayak sudah mulai banyak bergelut dalam iklim perdagangan 

mengantikan dominasi kebudayaan mereka yang dominan di perkebunan 

dan pertanian. Bab sebelumnya menjelaskan bahwa hubungan antara 

masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dalam ketergantungan 

diibaratkan dengan hubungan asmara, benci tapi cinta, atau rindu tap i 
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benci, dikarenakan dalam interaksinya saling ada ketergantungan dan 

saling membutuhkan satu dengan lainnya.   

Asimilasi dalam bentuk nilai-nilai ekonomis menjadi salah satu 

faktor cepatnya proses re-evakuasi pengungsi dampak konflik antar etnis d i 

Sampit Kalimantan Tengah dari beberapa dekade yang lalu.  

Ketergantungan tukar menukar pasar memberikan dampak kehilangan atas 

proses interaksi yang berjalan dengan baik sebelumnya. Bentuk asimilas i 

yang telah membaur dan merubah masyarakat lokal dengan menerima 

kebudayaan baru dalam bidang tata kelola perekonomian menjadi gersang 

dan kering tanpa adanya persaingan pasar.  

Persaingan pasar yang sebelumnya dilakukan secara dinamis, meriah 

dan spontanitas serta keriangan warga menjadi terhenti sejenak akibat 

konflik yang dialami antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur d i 

Kalimantan Tengah. Faktor percampuran kebudayaan dari masyarakat 

pendatang ke masyarakat lokal memberikan nilai-nilai istimewa yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dalam berinteraksi.  

Interaksi yang sehat, bersahaja, dan berkesinambungan adalah 

merupakan deskripsi dari hubungan sosial pasar, dimana masing-masing 

tidak dominan pada etnis tertentu. Semua etnis melebur menjadi satu dalam 

hubungan pasar, tanpa menggunakan latar belakang dan ataupun 

background yang lain. Hubungan yang saling menguntungkan menjad i 
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rujukan deskripsi dari hubungan pasar pasca konflik etnis di Sampit 

Kotawaringin Timur.  

Bentuk percampuran lainnya adalah percampuran fisik (body). Proses 

percampuran fisik tidak lebih hanya dalam bentuk perkawinan antara lelak i 

Suku Dayak dengan perempuan Suku Madura, dan ataupun sebaliknya, dan 

sudah dilakukan semenjak interaksi dari keduanya berlangsung jauh 

sebelum konflik terjadi. Perkawinan memang cara yang paling mudah 

untuk menunjukkan rasa simpati terhadap kebudayaan lain.  

Ketertarikan terhadap individu baik dari secara fisik maupun non 

fisik mempermudah proses akulturasi baik dari konteks norma luar maupun 

norma yang tidak nampak. Norma luar atau perilaku yang sehari-har i 

ditemukan dalam hubungan sosial antara masyarakat Suku Dayak dengan 

Suku Madura menjadi magnet sosial bagi individu untuk merekatkan 

hubungan satu dengan yang lain dengan symbol simpati.  

Magnet sosial yang terjalin kemudian membentuk kharisma dan 

menjadi ikatan nemenon yang tidak nampak namun menimbulkan untaian 

rasa yang tidak bisa disentuh kecuali dengan interaksi yang halus (soft 

interaction). Percampuran antar rasa dan perasaan yang ditimbulkan dar i 

faktor alami dan alamiah tersebut bersatu menjadi kesatuan yang 

diwujudkan dalam perkawinan. 

Percampuran personal menjadi sebuah ikatan resmi baik secara adat 

maupun resmi dalam perkawinan tidak menjamin seseorang lepas dar i 
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persoalan identitas yang menyebabkan konflik antar etnis di Sampit 

Kotawaringin Timur pada era sekarang. Faktor yang menyebabkan ha l 

tersebut adalah Adat Dayak yang tidak mengakui keturunan darah 

campuran yang berasal dari keturunan perempuan dari Suku Madura, 

dimana beberapa dekade yang lalu keturunan campuran yang berasal dar i 

keturunan perempuan dari Suku Madura menjadi korban konflik etnis d i 

Sampit Kotawaringin Timur, dan sedangkan keturunan campuran yang 

berasal keturunan laki-laki dari Suku Dayak tidak menjadi korban.  

Penyebabnya adalah adanya persepsi bahwa ketika laki- laki suku 

Dayak menikah dengan wanita dari suku Madura, maka yang lebih 

dominan dalam proses penanaman nilai-nilai budaya adalah dari kehidupan 

adalah keluarga laki- laki suku Dayak sehingga keturunan dari perkawinan 

campur tersebut menghasilkan keturunan yang lebih dominan dalam 

pemahaman adat dan  perilaku serta kehidupan suku Dayak.     

Perlakuan berbeda juga didapatkan dari perkawinan campuran yang 

berasal dari keturunan dari laki- laki yang berasal dari Suku Madura. Proses 

percampuran atas nama perkawinan mungkin akan sedikit mengurangi 

konflik, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengura i 

konflik yang mungkin kembali terjadi.    

 

6.1.1.4 Enkulturasi  
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Sustainable culture (keberlanjutan budaya) pasca konflik di Sampit 

Kotawaringin Timur harus dilihat pada masa sebelum konflik berlangsung 

di tahun 2001.  Proses enkulturasi pasca konflik sempat terhenti 

dikarenakan pertikaian antar etnis masih berlangsung, namun dapat 

dijelaskan bahwa enkulturasi pada masa sebelum konflik menjadi acuan 

dasar untuk menuliskan bentuk-bentuk budaya yang dapat diberikan oleh 

masing-masing kelompok etnis di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan 

Tengah. 

Meskipun sedikit data yang diperoleh mengenai bentuk enkulturasi 

namun pada dasarnya proses enkulturasi dibentuk berdasarkan adanya 

persamaan nilai dan terdapat rasa simpat dan ketertarikan terhadap budaya 

baru, artinya proses enkulturasi terjadi karena faktor kepentingan, baik 

kepentingan ekonomi, politik, budaya, maupun norma.  

Bentuk enkulturasi budaya antara etnis Madura dengan etnis Dayak 

masih sedikit untuk dideskripsikan kedalam bentuk enkulturasi secara 

mendalam, dan jelas, namun ada beberapa budaya yang dapat diterima oleh 

sebagian masyarakat baik dari mayarakat etnis Dayak dan Madura, dan 

sudah di implementasikan diantara keduanya. 

Bentuk enkulturasi dapat di petakan menjadi beberapa bagian, 

enkulturasi dalam konteks ekonomi, dan budaya. Enkulturasi ekonomi 

dapat terlihat dari beberapa kelompok masyarakat Suku Dayak yang sudah 

mengaplikasikan beberapa kebudayaan dari Suku Madura, diantaranya 
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adalah kebiasaan dan budaya pecutan semacam arisan yang didalamnya 

merupakan proses saling bantu membantu tidak melihat dari mana asa l 

sukunya jika dalam masyarakat ada hajatan besar misalnya proses 

perkawinan salah satu anggota keluarga mereka yang tergabung dalam 

kelompok pecutan tersebut, meraka bersama-sama memberikan 

sumbangsihnya agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Bagi 

masyarakat Dayak beberapa sudah mulai menghargai kebudayaan dari etnis 

yang berbeda. 

Bagi sebagian besar orang Madura nilai-nilai keharmonisan dan nilai 

kebersamaan yang tercover dalam dimana bumi dipijak disitu langit  

dijunjung suda menjadi ikon bagi masyarakat Madura dalam menjaga 

keharmonisan dengan menghindari hal-hal negatif yang berasal dar i 

kebudayaan mereka, misalnya ronggeng, karapan sapi yang didalamnya 

ada unsur perjudian yang bertentengan dengan Adat Suku Dayak. 

Proses enkulturasi nilai-nilai ekonomi menciptakan persaingan pasar 

yang dahulunya dikuasai dominan pada masyarakat pendatang, dalam 

konteks pasar bahwa sebagian besar masyarakat lokal sudah melakukan 

enkulturasi nilai-nilai ekonomi dalam bentuk pertukaran barang di pasar, 

yang sebelumnya dominan di perkebunan atau pertanian. Makna pasar bagi 

sebagian besar masyarakat lokal memberikan pemahaman lain bahwa nilai-

nilai ekonomi dibangun berdasarkan prinsip kebutuhan hidup selain 

pertanian dan perkebunan, serta proses penyambungan hubungan dengan 
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masyarakat lain antar perbedaan etnis, demi mewujudkan kebersamaan, 

kesamaan berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. 

Pasang surut, untung dan rugi menjadi simbolisasi hubungan antar 

etnik di Indonesia yang semakin terenkulturasi dengan mengambil 

kebudayaan yang positif dengan tetap mengedepankan asas ke-Bhinnekaan 

Tunggal Ika ikon dari NKRI. Sintesa dalam proses enkulturasi kebudayaan 

adalah pemahaman secara menyeluruh (comprehensive) baik nilai-nila i 

material maupun non material yang bersumber pada dasar kebersamaan, 

dan keseimbangan bersama, sehingga proses enkulturasi dapat berjalan 

dengan semestinya meskipun ada perbedaan dari masing-masing etnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Sosial 
Asosiatif 

Akomodasi: 
- Kesepakatan dan perjanjian damai oleh semua tokoh 
- Proses Rekonsiliasi melalui Pemerintah daerah Sampit, 

Dewan Adat Dayak, dan Forum Komunikasi Korban 
Kerusuhan KalimantanTngah 

- Penerimaan terhadap Hukum Adat Dayak yang berlaku di 
sampit 
 

Akulturasi: 
- Meninggalkan Budaya kekerasan 
- Hubungan melalui proses perkawinan antarsuku 
- Di mana Bumi dipijak di situ langit di junjung 

 
 
Asimilasi: 

- Interaksi saling membutuhkan pada nilai-nilai ekonomi 
antarsuku 

- Pemerataan sektor sosial ekonomi 
- Penanaman nilai-nilai budaya 

 

Enkulturasi: 
- Mengedepankan azas Bhineka Tunggal Ika 
- Persamaan nilai-nilai budaya antarsuku 
- Budaya Pecutan yang  sudah mulai diterima 
- Menghilangkan ego kebudayaan dalam interkasi antarsuku  
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Gambar 6.2 Bagan Proses Sosial Asosiatif 

 

6.1.2 Proses Sosial Diasosiatif Pasca Konflik 

Diasosiasif diterminoligikan sebagai istilah yang berlaku pada 

masyarakat dimana terjadi perilaku yang memiliki fungsi sebaga i 

instrument yang berlawanan atau tindakan melawan dari sebuah kelompok. 

Fungsi diasosiatif adalah fungsi dimana proses sosial memiliki arah 

berlawanan, bertentangan, meskipun bukan setiap pertentangan atau yang 

berlawanan merujuk pada proses diasosiatif.   

Diasosiatif memiliki persamaan dengan oposisi dalam proses sosial. 

Oposisi yang dimaksud memiliki pengertian perbedaan pandangan dengan 

maksud tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kepentingan. Diasosiatif 

merupakan bentuk perjuangan dalam memperjuangkan eksistensi (struggle 

for existence) untuk bekerjasama agar tetap hidup. Dengan kata lain proses 

diasosiatif adalah proses yang memiliki pandangan dan mekanisme yang 

berbeda namun masih dalam kerangka tujuan yang sama atau kepentingan 

yang sama dalam mewujudkannya.   

Proses sosial pasca konflik di Sampit Kotawaringin Timur antara 

etnis Dayak dan etnis Madura mengalami pasang surut. Perkembangan 

proses sosial pasca konflik dominan dalam proses asosiatif, akan tetap i 

beberapa faktor memunculkan beberapa pandangan yang bertentangan 

sehingga terjadi proses diasosiatif, namun tidak menyebar dalam arena luas 
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dan bisa diselesaiakn dengan kerjasama. Faktor yang mempengaruhi proses 

diasosiatif adalah faktor histories, persaingan dan konflik.  

 

6.1.2.1 Persaingan/kompetisi  

Persaingan terjadi dalam proses sosial di setiap kelompok 

masyarakat, dikarenakan untuk mewujudkan kepentingan yang harus 

tercapai, masing-masing menggunakan cara pandang yang berbeda. 

Dengan kata lain persaingan memiliki fungsi deviasi dan variasi, dimana 

proses sosial berjalan dengan dinamika yang setiap kali berubah 

menyesuaikan peran lembaga, kelompok, yang berada pada ruang dan 

waktu tertentu.  

Menceritakan beberapa faktor konflik antar etnis di Sampit 

Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah, bahwa masyarakat pendatang 

cenderung memiliki identitas sebagai pekerja keras, ulet dan memilih untuk 

bekerja sebagai pedagang dalam kesehariannya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga. Mereka merantau ke daerah tertentu yang belum 

banyak saingan dalam pekerjaan mereka, dan daerah tersebut memilik i 

daya pikat, baik dari masyarakat maupun kondisi geografisnya.  

Alasan geografis dan faktor manusia menjadi pertimbangan seorang 

perantau untuk memijakan kakinya di sebuah wilayah tertentu, dikarenakan 

faktor dari daerah perantau sendiri dianggap kurang menguntungkan, baik 

dari segi geografis maupun manusia (terlalu banyak persaingan). Dasar 
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tersebut menjadikan kebanyakan masyarakat suku Madura menjad i 

perantau bukan hanya di wilayah Kalimantan, namun tersebar diberbaga i 

wilayah di Indonesia.  

Prinsip persaingan yang sudah menjadi akar budaya masyarakat Suku 

Madura menjadi spirit untuk membanting tulang dan bekerja keras untuk 

sekedar memenuhi dapur agar tetap ngepul bagi dirinya dan keluarganya, 

dikarenakan pengalaman dan pertimbangan seorang perantau adalah tujuan 

awal, dan hasil yang didapat nantinya bisa digunakan untuk kelangsungan 

hidup bagi keluarganya.  

Berbeda dengan prinsip masyarakat Suku Dayak yang sejarah 

menciptakan mereka berada dalam lingkungan alam yang kaya akan 

sumberdaya alam, sangat mudah untuk mendapatkan apapun untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dari hasil perkebunan dan pertanian 

yang luas yang dimilikinya. Ranah persaingan hampir tidak ada sama 

sekali diantara masyarakat Suku Dayak, hasil dari kekayaan alam yang 

dimilikinya sudah memuaskan dirinya untuk bersyukur kepada Tuhan apa 

yang dianugerahkan kepada mereka.  

Berkembangnya peradaban dari tahun ke tahun, bergesernya wilayah 

Kalimantan menjadi arena pasar yang ramai, menciptakan kesenjangan 

yang mencolok diantara etnis pendatang dan etnis lokal. Mayoritas etnis 

pendatang semakin lebih baik perekonomiannya dan semakin memiliki hak 

atas tanah dengan semakin banyaknya etnis pendatang memiliki lahan 
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perkebunan baik dengan cara menyewa atau membeli, menimbulkan rasa 

persaingan yang mulai nampak muncul, dan diikuti dengan rasa cemburu, 

iri serta rasa benci.  

Persaingan dalam berpolitik juga menjadi faktor persaingan yang 

menciptakan kecemburuan bagi masyarakat lokal terhadap masyarakat 

Madura. Semakin banyak masyarakat Madura yang kaya, makin 

berpeluang mereka untuk mendapatkan tempat politis di lingkungan 

Kabupaten Kotawaringin Timur dan bahkan di beberapa wilayah 

Kalimantan lainnya. Kooptasi jabatan politik oleh beberapa warga 

masyarakat dari Suku Madura, diperkirakan akan semakin bertambah 

menimbulkan praduga yang negatif karena dikuatirkan dengan alasa n 

politik ekonomi, dimana masyarakat lokal semakin terpinggirkan nantinya.  

Persaingan politik semakin menguat dikarenakan faktor identitas 

yang harus selalu berada diatas daripada masyarakat pendatang, 

menciptakan segregasi yang tinggi diantara elit politik di Kalimantan 

Tengah, dan selalu berupaya agar tidak terjadi hal demikian. Persaingan 

politik kemudian menjadi pertarungan politik diantara elit politik dar i 

kedua etnis. Menguatnya pengaruh elit politik dalam kasus konflik Sampit 

Kotawaringin Timur beberapa waktu yang lalu mencuat setelah masyarakat 

mengetahui beberapa kasus yang sengaja terdesign, dan adanya pihak 

aparat keamanan yang ikut terlibat dengan tujuan konflik semakin 

diperlama dan semakin sulit untuk di selesaikan.  
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Pasca konflik antar etnis di Sampit Kotawaringin Timur, persaingan 

yang kompetitif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di pasar masih 

normatif dan kesan pertama pasca konflik tidak sedikit masyarakat Madura 

yang takut untuk memulai berinteraksi dengan masyarakat Suku Dayak, 

apalagi masyarakat yang memiliki kebiasaan berdagang dalam 

kesehariannya harus menunggu beberapa saat, dan menunggu waktu yang 

tepat, waktu dimana kedua etnis bisa saling berinteraksi seperti sedia kala, 

agar memudahkan mereka dalam berdagang di pasar.  

Bagi masyarakat Madura modal sosial ekonomi pasar adalah baiknya 

hubungan dengan masyarakat lokal, semakin baik hubungan maka pasar 

dapat berjalan dengan baik, dan semakin menguntungkan. Ekonomi pasar 

adalah faktor ketergantungan yang mempercepat proses perdamaian d i 

Sampit Kotawaringin Timur, dikarenakan pasar adalah tempat yang 

mempertemukan diantara kedua masyarakat, selain nilai-nilai non 

ekonomis yang didapatkan. 

Persaingan ekonomi pasca konflik etnis di Sampit Kotawaringin 

Timur tidak lagi menjadi ikon atau preseden yang menguat untuk 

menjadikan persaingan ekonomi pasar sebagai faktor pemicu renggangnya 

hubungan antar kedua etnis di Sampit, dikarenakan didalam ekonomi pasar 

terdapat nilai-nilai kebutuhan pokok yaitu pemenuhan penghidupan 

keluarga dan nilai-nilai ketergantungan diantara pekerja keras yang 

memiliki daya saing tinggi dengan berdagang, dengan perkebunan dan 
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pertanian. Nilai saling membutuhkan antar etnis memberikan efek pada 

persaingan ekonomi pasca konflik begitu normative, normal.  

Pembeda persaingan politik pasca konflik di Sampit Kotawaringin 

Timur dengan memberikan batasan pada masyarakat Suku Madura untuk 

membentuk IKAMA (Ikatan Masyarakat Madura) sebagai bentuk 

organisasi yang utuh mengalami kendala, dikarenakan dugaan ada 

penyalahgunaan dalam berjalannya organisasi tersebut jika nanti disahkan 

menjadi organisasi sungguhan. Ketua Dewan Adat Dayak menyatakan 

bahwa pemerintah daerah Kotawaringin Timur memang belum 

memberikan pernyataan bahkan atau membuat pengesahan terkait dengan 

organisasi tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat.  

Alasan yang digunakan sebagai dasar referensi untuk menghambat 

lajunya organisasi tersebut adalah dengan pertimbangan agar konflik 

identitas di Sampit Kotawaringin Timur tidak kembali terjadi. Alasan 

tersebut sangat relevan dengan asas dan prinsip masyarakat Suku Dayak 

bahwa yang suka damai dan mengharap konflik tidak terulang kembali 

adalah harga mati.  

 

6.1.2.2 Kontroversi dan konflik 

Menurut Simmel memiliki pandangan pada konflik bahwa secara 

inherent konflik akan selalu ada dan terjadi didalam sebuah kelompok 

masyarakat, memperjelas pendapat Simmel bahwa pengertian konflik d i 
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masyarakat era sekarang (millennia), bahwa manusia bukan hanya sekedar 

suka akan konflik namun juga suka akan menciptakan konflik (Puryanto, 

2018). Dengan kata lain bahwa dalam kondisi apapun, masyarakat mampu 

menciptakan konflik meskipun dia sudah berada dalam sedang berkonflik. 

Beberapa kejadian yang menyertakan bahwa pasca konflik di Sampit 

Kotawaringin Timur masih menjadi perhatian yaitu, beberapa kejadian 

yang terjadi hampir menyeret dan melebar menjadi konflik identitas 

diantaranya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga Madura 

terhadap pemuda Suku Dayak, dan kejadian kriminal di Baamang, dimana 

ada warga Madura yang melakukan tindakan pencurian di sarang burung 

wallet milik seorang warga Suku Dayak, mengakibatkan jatuhnya korban s i 

pemilik dengan luka bacokan dari parang si perampok.  

Peristiwa kontroversi politik lainnya juga terjadi pada saat pemilihan 

kepala desa di Desa Bajarum Kecamatan Kotabesi Kotawaringin Timur 

beberapa saat yang lalu, dimana salah seorang kandidat adalah warga 

campuran yang dominan etnis Madura memenangkan kontestasi politik 

dengan mengalahkan rivalnya dari kalangan warga Suku Dayak. 

Kontroversi politik yang terjadi dalam kontestasi pilkades di Desa Bajarum 

hampir menjadi pertarungan politik identitas, namun mengendur 

dikarenakan ada upaya pencegahan dari pemerintah dan elit politik.  

Persoalan kontroversi dan konflik pada masa setelah konflik etnis di 

Sampit Kotawaringin Timur memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah d i 
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masa kelam, menciptakan kemungkinan konflik identitas muncul kembali 

jika tidak diimbangi oleh penguatan tentang ke-Bhinnekaan yang dimilik i 

universal oleh bangsa Indonesia dengan didorong oleh penguatan dar i 

Negara.  

Fenomena penguatan Negara dalam menyelesaikan setiap konflik 

etnis di Indonesia agar dengan cepat terselesaikan dan tidak melebar ke 

wilayah yang lain, menjadi taruhan bagi pemimpin di Negara ini, dimana 

masing-masing wilayah memiliki ciri khas budayanya, dan berbaga i 

macam adat istiadat lainnya, mengharuskan bahwa seorang pemimpin 

harus memberikan kontribusi yang maksimal bagi masing budaya adalah 

wajib dan tidak bisa di tawar lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3 Bagan Proses Sosial Diasosiatif Pasca Konflik 

 

Proses 
Sosial 

Diasosiatif 

Persaingan/Kompetisi: 
- Suku Madura d ipandang memiliki sifat dan prinsip dalam 

keras dibanding warga lokal 
- Suku Dayak d ipandang  tidak memliki sifat bersaing 

karena di bentuk oleh kondisi alam yang kaya   
- Kekakuan persaingan dalam polit ik mengharuskan orang 

Dayak selalu berada diatas daripada warga suku pendatang  
- IKAMA dipandang sebagai organisasi Kemasyarakaatan 

yang memperlebar jarak hubungan antarsuku 

Kontroversi/Konflik: 
- Konflik identitas muncul akibat dari lemahnya pemahaman 

Kebhinekaan dalam proses interaksi antarsuku 
- Proses sosial menjadi terganggu akibat dari adanya Genk 

Motor “Kacung Jaya Madura” yang terbentuk dari beberapa 
anak muda warga suku Madura 
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Persoalan etnis di Indonesia telah mengalami pasang surut, 

hendaknya dijadikan referensi dan pembelajaran bagi siapa saja yang 

menjadi pemimpin selanjutnya, agar memiliki konsep penyelesaian 

permasalahan konflik yang cepat, dan tuntas, sebagai dasar untuk 

memperkuat bangsa dan negara dalam mencapai masyarakat yang kuat 

untuk menjalankan proses demokrasi dengan sebaik-baiknya.  

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa proses sosial yang 

terjadi antara suku Dayak dan suku Madura sebenarnya sudah sangat baik 

karena kedua pihak yang pernah berkonflik telah bersama menyatu dalam 

berbagai macam kegiatan salah satunya yang mencolok adalah pada bidang 

pertanian baik suku Dayak dan Madura bahkan suku lainnya yang ada d i 

Sampit yang telah menyatu dalam kelompok pertanian yang 

pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama. 

Temuan lain juga terungkap bahwa warga Madura sebagian sudah 

memahami makna “belum behadat” atau hidup beradap, sehingga sifat 

individualis warga suku Madura juga telah hilang serta menjadi lebih 

terbuka, tetapi sisi negatifnya temuan penelitian ini juga mengungkap 

bahwa ada sekelompok remaja dari suku Madura yang membentuk genk 

motor “Kacung Jaya Madura” yang beranggotakan beberapa warga dar i 
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pemuda warga suku Madura sehingga sedikit memunculkan ketegangan 

serta kecurigaan ditengah proses perbaikan pasca konflik.         

 

6.2 Faktor Pengaruh Interaksi Sosial Pasca Konflik Antar Suku Dayak 

dan Suku Madura di Sampit 

Tokoh ilmuwan yang memiliki andil utama sebagai perintis Interaksi 

Simbolik adalah G. Herbert Mead. Gagasannya mengenai interaks i 

simbolik berkembang dan mengalir dalam bukunya Mind, Self, and Society 

(1934), yang menjadirujukan teori Interaksi Simbolik. Menurutnya, int i 

dari teori interaksi simbolik adalah tentang “diri” (self), menganggap 

bahwa konsepsi-diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosia l 

individu dengan orang lain (Ahmadi, 2008).  

Mead menjelaskan, agar interaksi sosial bisa berjalan dengan tertib 

dan teratur dan agar anggota masyarakat bisa berfungsi secara “normal”, 

maka yang diperlukan bukan hanya kemampuan untuk bertindak sesua i 

dengan konteks sosialnya, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk 

menilai secara objektif perilaku kita sendiri dari sudut padang orang lain 

(Norwoko dan Suyanto, 2013:20). 

Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, aktif, 

kreatif, dan inovatif. Keberadaan sosialnya sangat menentukan bentuk 

lingkungan sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif (Soeprapto, 2002, 

Ahmadi, 2008). Lebih jauh, Mead menjelaskan bahwa konsep “diri” (self) 
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dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus. Objek yang 

dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk 

lain, sehingga mampu mencapai kesadaran diri (self conciousness), dan 

dasar mengambil sikap untuk dirinya, juga untuk situasi sosial.  

Argumentasi Mead dijabarkan dengan konsep “pengambilan peran 

orang lain” (taking the roleof the other,) sebagai penjelasan “dir i 

sosial”(social self) dari William James, dan pengembangan teori “diri” dar i 

Cooley. Menurutnya, “diri” akan menjadi objek terlebih dahulu sebelum ia 

berada pada posisi subjek. Dalam hal ini, “diri akan mengalami proses 

internalisasi atau interpretasi subjek, atas realitas struktur yang luas. Dia 

merupakan produk dialektis dari “I” impulsive dari “diri”, yaitu aku, 

sebagai subjek dan “Me” sisi sosial dari manusia yaitu “saya” sebaga i 

objek, Perkembangan “diri” (self), sejalan dengan sosialisasi individu 

dalam masyarakat yakni merujuk kepada kapasitas dan pengalaman 

manusia sebagai objek bagi diri sendiri. Ringkasnya, argumen Mead, 

bahwa “diri” muncul dalam proses interaksi karena manusia baru 

menyadari dirinya sendiri dalam interaksi social (Ahmadi, 2008). 

Menurut Mead, orang tak hanya menyadari orang lain tetapi juga 

mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian orang tidak hanya 

berinteraksi dengan orang lain, tetapi secara simbolis dia juga berinterkas i 

dengan dirinya sendiri. Interaksi simbolik dilakukan dengan mengunakan 

bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan melalui isyarat 
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simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi (Sulistiati, 2001). 

Mead, Simbol berada dalam proses continu. Proses penyampaian makna 

inilah yang merupakan materi subjektif dari sejumlah analisis kaum 

interaksionalis simbolis. Dalam interaksi orang belajar memehami simbol-

simbol konvensional dan dalam suatu pertandingan mereka belajar 

mengunakannya, sehingga mampu memahami peranan aktor-aktor lainnya 

(Sulistiati, 2001). 

Mead (1934) kadang-kadang mengunakan konsep "matrix triadic" 

untuk menggambarkan dinamika penting dalam semua interaksi. Pertama, 

setiap organisme akan bergerak di dalam lingkungannya, sehingga ia akan 

mengirimkan sinyal untuk organisme lain. Kedua, organisme lain melihat 

gerakan ini dengan menyadari gerak tubuh, dan kemudian merespon 

gerakan tersebut dengan mengubah gerakan di lingkungan, sehingga sinya l 

akan terkirim dengan sendirinya. Ketiga, organisme asli merasakan sinyal-

sinyal yang terakhir dan merespon mereka dengan mengubah jalurnya 

perilaku. Ketika tiga peristiwa ini terjadi, maka proses telah selesai dan 

interaksi telah terjadi (Turner, 1988).  

Mead berpendapat bahwa meskipun interaksi manusia mengandung 

tiga unsur dasar, secara kualitatif berbeda dengan interaksi non-manusia, 

Perbedaan kualitatif ini berawal dari apa yang Mead percaya (mungkin 

benar) untuk memastikan kemampuan unik dari manusia. Pertama, manusia 

menggunakan isyarat "konvensional" atau "signifikan", karena tanda-tanda 
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yang terkoordinasi di antara manusia "berarti" hal yang sama baik pada 

organisme pengirim dan penerima (yaitu, mereka mengajukan tanggapan 

serupa, baik terselubung atau terbuka(Turner, 1988).  

Kedua, manusia memiliki kapasitas untuk "mengambil peran," atau 

untuk menafsirkan isyarat konvensional orang lain dan secara menta l 

"mengambil" atau menganggap perspektif dan kemungkinan tindakan 

orang lain. Ketiga, manusia memiliki kapasitas untuk "diri", karena mereka 

dapat memandang dirinya sebagai objek dalam situasi dengan membaca 

gerak tubuh mereka sendiri dan juga gerakan orang lain; Dan mereka dapat 

menggunakan perasaan diri ini sebagai pedoman untuk mengatur 

tanggapan mereka kepada orang lain.  

Keempat, manusia mengungkapkan kapasitas untuk "pikiran" dalam 

arti bahwa mereka dapat "secara imajinatif melatih" jalur perilaku 

alternatif, memperkirakan berbagai hasil, menghambat apa yang dilihat 

sebagai tanggapan yang tidak tepat, dan memilih garis perilaku yang tepat. 

Kelima, berdasarkan kemampuan mereka untuk "pengambilan peran" dan 

"pikiran," manusia dapat mengasumsikan perspektif "orang lain yang 

terionisasi" atau "komunitas sikap" dan menggunakan perspektif ini 

sebagai kerangka kerja untuk evaluasi diri dan memilih sebuah Garis 

perilaku yang tepat (Turner, 1988).  

Analisis Mead (1938) mengenai "tindakan" tersebut menekankan 

empat fase: (1) "dorongan," atau keadaan disekuilibrium dengan 
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lingkungan; (2) “persepsi” yang tinggi dan selektif di mana benda, 

termasuk diri sendiri, orang lain, dan generalisasi orang lain, dipandang 

berkaitan dengan relevansinya untuk memulihkan keseimbangan; (3) 

"manipulasi" lingkungan eksternal melalui perilaku terbuka dan atau 

lingkungan internal dan internal melalui kemampuan perilaku terselubung 

untuk "pikiran," atau kemampuan untuk "menggunakan secara imajinatif" 

alternatif; Dan (4) "penyempurnaan," atau penghapusan dorongan. 

Penyumbatan dorongan meningkatkan intensitasnya, mempertinggi 

persepsi, dan mendorong pertimbangan pemikiran serta upaya terang-

terangan dalam manipulasi lingkungan. Jadi, interaksi adalah, menurut 

pandangan Mead, selalu dibatasi oleh konfigurasi dorongan, karena ini 

mempengaruhi persepsi dan pemikiran. Tentu saja, interaksi masa lalu dan 

masa kini dengan orang lain adalah sumber utama dorongan; Konfiguras i 

dorongan berubah saat dorongan lama diperbaiki atau frustasi dengan apa 

yang baru dimulai(Turner, 1988). 
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Gambar 6.4 Model interaksi Mead 

Daya tarik (1) persepsi "diri" sebagai obyek; (2) persepsi tentang 

"genaralisasi lainya" yang relevan; (3) manipulasi terselubung, atau 

pemikiran reflektif dan deliberatif yang melibatkan penilaian alternatif, 

self, dan generalisasi lainnya (s); (4) manipulasi terbuka, atau memberi 

sinyal melalui pancaran gerak tubuh; Dan (5) interpretasi orang lain, dan 

juga tindakan seseorang terhadap generalisasi konsepsi diri. dari seluruh 

proses baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak pada 

konfigurasi dorongan individu saat mereka membatasi arus 

interaksi(Turner, 1988). 

Mead, membedakan interaksi sosial menjadi dua, yaitu interaksi non-

simbolis dan interaksi simbolis. Interaksi non-simbolis berarti bahwa 

manusia merespon secara langsung terhadap tindakan atau isyarat orang 

lain, sedangkan interaksi simbolis berarti bahwa manusia 

menginterpretasikan masing-masing tindakan dan isyarat orang lain 

tersebut berdasarkan arti yang dihasilkan dari interpretasi yang ia lakukan 

(Zajuli, 2014:122). 

Mead, mendefiniskan berpikir (thingking) sebagai “percakapan 

implisit individu dengan dirinya sendiri dengan memakai isyarat. Mead 

bahkan menyatakan “berfikir adalah sama dengan berbicara dengan orang 

lain. Dengan kata lain, berfikir melibatkan tindakan berbicara dengan 

dirinya sendiri. Jelas disini Mead mendefiniskan berfikir menurut aliran 
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behavioris. Percakapan meliputi perilaku (berbicara) dan perilaku itu juga 

terjadi di dalam diri individu; ketika perilaku terjadi, berfikir pun terjad i 

(Ritzer dan Goodman, 2008). 

Simbol signifikan juga memungkinkan Interaksi simbolik. Artinya, 

orang dapat saling berinteraksi tidak hanya isyarat tetapi juga melalui 

simbol signifikan. Kemampuan ini jelas mempengaruhi kehidupan dan 

memungkinkan terbujudnya pola interaksi dan bentuk organisasi sosia l 

yang jauh lebih rumit ketimbang melalui isyarat. Simbol signifikan jelas 

penting perannya dalam pemikiran Mead (Ritzer dan Goodman, 2008). 

Mead (1934) menjelaskan, pikiran sebagai proses percakapan 

seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu; 

pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam 

proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses 

sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlan produk dari pikiran. Jad i 

pikiran juga dijelaskan secara fungsional ketimbang secara substantif. 

Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu; dan bila 

seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang 

kita sebut pikiran (Ritzer dan Goodman, 2008).       

 

6.2.1 Faktor Historis 

Konflik kelam yang terjadi di Sampit Kotawaringin Timur  

Kalimantan Tengah pada satu dekade sebelumnya masih memiliki nila i 
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yang sangat membekas bagi masyarakat kedua suku yang terlibat, yaitu 

Suku Dayak dan Suku Madura atau masyarakat campuran yang juga ikut 

terkena dampaknya (menjadi korban, meskipun mereka memiliki darah 

Suku Dayak). Bagaimana kejadian kelam tersebut kemudian menyebar dar i 

hanya dalam satu wilayah, melebar menjadi beberapa wilayah d i 

keseluruhan Kalimantan Tengah, dan bisa menyebar di seluruh daerah d i 

Kalimantan pada waktu itu jika tidak ada upaya untuk mencegahnya.  

Gambaran korban konflik yang begitu parah dengan berbagai 

kerusakan dan ribuan nyawa yang melayang sedangkan ribuan lainnya 

mengungsi bahkan ada yang kembali ke tempat asalnya dengan hanya 

membawa tangan kosong, menimbulkan persoalan baru yang menjad i 

tanggung jawab bukan hanya pemerintah daerah, namun juga pemerintah 

pusat. Pertanyaan besar adalah bagaimana Negara menjamin setiap warga 

negaranya dalam kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera meskipun 

dalam setiap jengkal tanahnya terdapat pebedaan.  

Hubungan antar entis yang menjadi pilar Negara Indonesia pada saat 

Sumpah Pemuda diikarkan dengan mengucapkan sumpah setia kepada 

NKRI dengan menjunjung tinggi setiap perbedaan sosial budaya dar i 

masing-masing identitas, menjadi tercemar dikarenakan munculnya konflik 

SARA yang menyebar di beberapa wilayah di Indonesia pada masa 

transisi, dimana pemerintah pusat dalam keadaan genting dikarenakan 

adanya pertentangan dan perdebatan dikalangan elit politik dalam 
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lingkungan pemerintahan yang kemudian bergerak ke lingkungan 

dibawahnya menciptakan keadaan ketidak stabilan sebuah Negara.  

Faktor elit politik yang menentang pemerintahan Soeharto dan 

kemudian memunculkan revolusi dalam gerakan mahasiswa yang bertujuan 

menggulingkan pemerintahan otiriter dan menjadi pemerintahan yang 

demokratis, menghasilkan pemerintahan masa transisi yang sangat rawan 

perpecahan dan kekacauan. Kekacauan Negara dimanfaatkan oleh elit 

kekuasaan tertentu  (bahkan kekuatan internasional) dengan menggunakan 

kepentingan kelompoknya untuk mendapatkan hak-hak demokrasi berupa 

pemekaran wilayah atau ingin lepas dari NKRI, dengan membuat 

kegaduhan konfik horizontal. 

Memanfaatkan faktor identitas dari masing-masing etnis, agama dan 

kelompok tertentu yang telah dilakukan oleh elit politik dengan tujuan 

untuk membuat kekacauan sebuah wilayah, menjadikan masyarakat 

menerima dampak konflik, sungguh sejarah yang sangat kelam buat bangsa 

Indonesia pada masa itu. Gambaran bagaimana korban berjatuhan dar i 

masing-masing kelompok, anak-anak, wanita, orang tua, yang mungkin 

tidak ikut terlibat akan tetapi ikut menjadi korban keganasan konflik 

horizontal yang terjadi pasa masa itu.  

Sejarah yang kelam tersebut akankah terulang kembali pada pasa 

sekarang, tentunya membutuhkan renungan yang mendalam pada masing-

masing etnis, masyarakat beragama, dan kelompok masyarakat yang 
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didalamnya ada unsur kepentingan. Renungan adalah bentuk berkaca dir i 

dengan maksud memperbaiki kekurangan dan menambah nilai-nila i 

interaksi untuk menjaga agar konflik paling tidak bisa di cegah untuk 

terulang kembali.  

Sejarah konflik di Sampit Kotawaringin Timur sangat tidak lepas dari 

berbagai kejadian konflik yang sebelumnya terjadi di wilayah tersebut 

ataupun pengaruh dari kejadian di beberapa wilayah seperti di Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Selatan. Beberapa kejadian misalnya yang hanya 

berawal dari kontestasi dalam ruang lingkup criminal, akan tetap i 

menyebar menjadi segregasi identitas etnis dan dampaknya bisa 

menyeluruh ke wilayah Kalimantan secara keseluruhan.  

Pasca konflik antar etnis Madura dan Dayak di Sampit Kotawaringin 

Timur bisa menjadi preseden tentang sentimenisasi identitas yang tinggi 

jika pemicu faktor dari konflik sebelumnya tidak diperhatikan dengan 

serius, dan bukan tidak mungkin sejarah konflik horizontal akan terulang 

kembali.  Bagi masyarakat, pemerintah baik daerah maupun pusat sudah 

seharusnya memahami konflik identitas secara keseluruhan, historisas i 

konflik sangat perlu dijadikan dasar ukuran agar proses pasca interaks i 

dapat berjalan seimbang, aman dan nyaman, dan tentunya konflik antar 

etnis bisa tidak terulang.  
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6.2.2 Faktor Sosial Budaya 

Budaya, adat istiadat, dan berbagai bentuk identitas dari suatu etnis 

atau kelompok tertentu menjadi faktor pemantik konflik antar etnis yang 

terjadi di Kalimantan. Sejarah konflik mencatat bahwa perbedaan identitas 

bawaan (in group feeling) dari masing-masing etnis di Kalimantan yang 

masih dominan menjadi faktor konflik antar etnis di Kalimantan, 

khususnya Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, antara Suku 

Madura dengan masyarakat Suku Dayak.  

Budaya ronggeng, karapan sapi yang dibarengi dengan perjudian, dan 

berbagai perilaku yang mereduksi nilai harmonisasi menjadi budaya yang 

bertentangan dengan budaya Suku Dayak karena bertentangan dengan adat 

istiadat kesukuan masyarakat lokal pada umumnya, ikut menjadi sumber 

konflik antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah.  

Budaya mengesampingkan nilai adaptasi akan nilai-nilai harmonisasi 

dari masyarakat pendatang khususnya masyarakat Suku Madura yang 

bertempat tinggal di Sampit Kotawaringin Timur, diantaranya nila i 

toleransi, nilai kedekatan, dan nilai kerjasama belum sepenuhnya dipahami 

oleh sebagian besar masyarakat Suku Madura, bahkan justru hanya 

berafiliasi dengan kelompoknya sendiri dengan membentuk koloni yang 

mengundang dugaan semakin mencolok perbedaan diantara kedua etnis 

tersebut yang secara formalitas tinggal berdekatan namun tidak dalam nila i 

dan norma yang sama. 
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Sikap hanya berafiliasi dengan kelompoknya sendiri dan tidak mau 

membaur dengan masyarakat lainnya menimbulkan beberapa pandangan 

(persepsi) negatif tentang penguatan identitas in group feeling dar i 

kelompok Suku Madura yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. Dengan 

kata lain bahwa masyarakat Suku Madura ingin menunjukkan etnosentris-

nya sebagai masyarakat Madura yang diominan dengan identitasnya 

sendiri, tanpa memahami bahwa ada etnis lain yang lebih berhak atas tanah 

yang ditempatinya, yaitu masyarakat Suku Dayak. 

Budaya dan sikap dari masyarakat Suku Madura dengan 

etnosentrisnya membuat proses re-evakuasi menjadi sulit, dikarenakan 

tidak sedikit dari masyarakat Suku Dayak yang menolak kehadiran mereka 

kembali untuk bertempat tinggal di wilayah sekitar mereka. Maksud 

penolakan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Suku Dayak adalah 

agar sejarah konflik yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali.  

Proses re-evakuasi pasca konflik Sampit Kotawaringin Timur  

berjalan alot dikarenakan kebanyakan masyarakat Suku Dayak masih 

belum menerima akan sejarah kebudayaan yang dominan (etnosentris) 

yang menjadi sebab konflik dengan Suku Madura. Kehawatiran masyarakat 

Suku Dayak terhadap budaya etnosentris dari Suku Madura bahwa konflik 

akan terulang muncul setelah meskipun dalam surat perjanjian rekonsilias i 

bahwa setiap pendatang harus memahami kebudayaan masyarakat loka l 

dan wajib menghormatinya dengan berdasar pada prinsip dimana bumi 



225 
 

 
 

dipijak disitu langit di junjung belum menjadi bahasan yang utama dalam 

setiap ruang dan waktu.  

Persepsi negatif kembali muncul seperti yang diungkapkan oleh 

Ketua Dewan Tokoh Adat Dayak, bahwa setelah pasca konflik di Sampit 

Kotawaringin Timur yang terjadi beberapa dekade yang lalu masih banyak 

warga masyarakat Suku Madura yang belum memahami dan belum 

mengimplementasikan prinsip nilai-nilai harmonisasi, menghormati budaya 

masyarakat Suku Dayak sebagaimana persetujuan yang telah disepakat i 

bersama dengan sama-sama melaksanakan prinsip  dimana bumi dipijak 

disitu langit di junjung.  

Pandangan Tokoh Dewan Adat Suku Dayak tentang konflik bisa 

terulang bisa saja terjadi, jika masyarakat Suku Madura mengesampingkan 

prinsip tersebut. Kejadian beberapa waktu yang lalu seperti di Baamang 

dan di Banjarmasin merfleksikan bahwa masih saja ada yang berujung pada 

jatuhnya korban dari masyarakat Suku Dayak, meskipun hal tersebut 

adalah murni tindak pidana criminal, akan tetapi bahwa segregasi sentimen 

etnis akan tetap muncul dikarenakan korban berasal dari Suku Dayak.   

 

6.2.3 Faktor Ekonomi Politik 

Sejarah juga mencatat bahwa faktor ekonomi politik, yang 

menciptakan kesenjangan dan kecemburuan sosial dimana masyarakat 

pendatang mendominasi tata kelola perekonomian baik pasar, merembet ke 
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perkebunan dan pertanian memiliki peran yang signifikan meletusnya 

konflik antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah.  

Persaingan ekonomi berkembang menjadi persaingan politik antar 

elit politk lokal dengan elit politik pendatang (Suku Madura) yang 

menempati jabatan politis tertentu di pemerintahan kota.  Bagi masyarakat 

Suku Madura yang memiliki tingkat perekonomian mapan sangat mungkin 

berkesempatan untuk memiliki jabatan politis di pemerintahan, 

dikarenakan faktor banyak modal politik yang dimilikinya.  

Dominasi ekonomi, dan politik menciptakan asumsi akan 

bergesernya arus etnis mayoritas di Kalimantan. Bagi etnis Suku Dayak ha l 

tersebut adalah sangat rawan (suspectible) bagi perkembangan suku asli 

daerah, dan dianggap akan menghilangkan seluruh budaya asli jika 

dominasi berlanjut.  

Asumsi dan persepsi tentang dominasi etnis pendatang (Suku 

Madura) akan menghilangkan nilai-nilai budaya asli mencuat dengan 

seiring dengan menguatnya identitas wilayah dengan demokratisas i 

kedaerahan yang diwujudkan kedalam bentuk otonomi daerah program 

desentralisasi. Faktor penguatan identitas dari masing-masing wilayah 

menjadi barometer untuk menciptakan berbagai macam kebijakan yang d i 

sesuaikan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing.  

Sejarah ekonomi politik yang menjadi faktor konflik etnis di Sampit 

Kotawaringin Timur harus dipandang dengan teliti, dikarenakan permainan 
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politik tidak hanya pada tingkat lokal akan tetapi dipastikan merembet ke 

tingkat nasional, dan akan sangat menjadi preseden buruk bagi 

perkembangan interaksi yang sudah berjalan dengan baik. Politik Negara 

dalam kerangka NKRI menjadi kewajiban yang harus terus digalakkan 

kepada semua elemen masyarkkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.5 Faktor Pengaruh Interaksi Sosial Pasca Konflik 
 

6.3 Potensi Munculnya Konflik Baru Antar Suku Dayak dan Madura di 

Sampit 

Tingkat kerawanan konflik antar etnis yaitu masyarakat Suku Dayak 

dan Suku Madura di Sampit Kotawaringin Timur sangat mungkin akan 

kembali terulang seperti masa yang telah lalu, dikarenakan sumber-sumber 

konflik masih ada. Beberapa hal yang sangat bisa menjadi alasan bahwa 

potensi konflik kemungkinan besar masih ada adalah; (1) Kebiasaan 
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budaya 

Ekonomi 
Politik 

- Orang Madura di Sampit adalah warga keturunan  
- Pegalaman pernah berkonflik antara suku Dayak 

dan Madura  
- Trauma yang mendalam bagi korban konflik 

- Perbedaan Budaya dalam identitas suku sebagai 
pemantik konflik sosial 

- Nilai budaya yang tereduksi oleh prilaku negatif 
- Hidup berdampingan tetapi tidak dalam nilai dan 

norma yang sama 
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- Kesenjangan ekonomi antara warga suku Dayak 
dan Madura 

- Dominasi ekonomi oleh warga suku Pendatang 
- Persaingan Ekonomi berimbas pada persaingan 

politik 

 

- Orang Madura di Sampit adalah warga keturunan  
- Pegalaman pernah berkonflik antara suku Dayak 

dan Madura  
- Trauma yang mendalam bagi korban konflik 
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masyarakat Suku Madura yang sebagian besar masih belum bisa merubah 

perilaku-perilaku yang dapat merenggangkan proses interaksi, terutama d i 

tempat-tempat yang dihuni oleh masyarakat Suku Madura seperti d i 

Samuda, Ketapang, Pelalangan, dan desa Bajarum; (2) Perilaku pendatang 

baru dari masyarakat Suku Madura yang sama sekali tidak bisa 

menghormati adat dan kebiasaan masyarakat Suku Dayak, artinya tabiatnya 

masih dominan sebagai masyarakat Madura asli; (3) Hal tersebut 

memunculkan persepsi negatif kepada warga suku Madura, sehingga 

sebagian masyarakat Suku Dayak beranggapan bahwa masyarakat Suku 

Madura masih sangat sulit untuk menjaga sikap patuh dan taat pada aturan 

yang berlaku di Sampit.  

Sikap yang selama ini selalu dijaga oleh masyarakat Suku Dayak 

dengan slogan “konflik jangan sampai terulang dan itu Harga Mati”seolah 

tidak membekas dan “pucuk dicinta namun apalah daya”. Dengan kata 

lain bahwa dihati sebagian masyarakat Suku Madura belum bisa menjad i 

bagian dari pola interaksi dengan masyarakat Suku Dayak dikarenakan, 

masih dominan mengedepankan in group feeling-nya sebagai seorang 

masyarakat Madura dengan identitasnya.  
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6.3.1 Persepsi Masyarakat Suku Dayak terhadap Suku Madura Pasca  

Konflik 

Pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura pada tahun 2001, 

dan setelah kembalinya warga suku Madura antara tahun 2003, 2014 dan 

sampai dengan 2017 sekarang ini, permasalahan konflik ternyata belum 

juga selesai, walaupun perjanjian damai serta Peraturan Daerah (Perda) 

tentang penanganan korban konflik Sampit sudah sejak lama d i 

sosialisasikan tetapi hampir belum mampu untuk mengembalikan suasana 

di Sampit benar-benar kondusif dan menghilangkan treotif yang ada di 

masyarakat. 

Mengenai komunikasi dan interkasi antara suku dayak dan suku 

madura sampai saat ini memang dirasakan belum normal, hal tersebut tentu 

saja berbeda ketika antara 2 tahun pertama sampai dengan 3 tahun pasca 

konflik serta sekembalinya warga suku madura dari pengungsian yang 

melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) Kotawaringin Timut Nomor 5 

Tahun 2004 mengenai penanganan korban konflik.  

Menurut Bapak Untung, Dewan Adat Dayak akan terus menerus 

melakukan sosialisiasi agar mengingatkan kembali dan memberikan 

pendidikan kepada keluarga besar madura yang ada di Kabupaten 

kotawaringin Timur tentang sejarah kelam konflik antar suku jangan 

sampai terulang kembali, menginggat bahwa sejarah kelam konflik harus 

benar menjadi pelajaran berharga sehingga kedepan tidak ada lagi konflik 



230 
 

 
 

yang dapat menghancurkan kerukunan antara suku di Sampit Kotawaringin 

Timur. 

Menurut Cumbi Anwar (Wakil Ketua Dewan Adat Dayak), 

perdamaian adalah merupakan harga mati tidak boleh terulang, konflik 

pada tahun 2001 adalah untuk yang pertama dan yang terkahir adalah suatu 

kewajiban semua usur untuk terus menerus menjaga dan menjunjung tinggi 

kesepakatan damai, tetapi tokoh dayak menilai bahwa dari warga suku 

madura seringkali yang pertama kali melakukan pelangaran, tidak 

mematuhi perda, kesepakatan damai serta perjanjian damai, oleh sebab  

maka seringkali menjadi pemicu dan membuat keresahan di masyarakat. 

Ditambahkan oleh Cumbi, sampai saat ini 15 tahun pasca konflik, 

sebagian orang Madura masih saya belum mampu menghilangkan 

kebiasaan-kebiasaan masa lalu mereka yang dianggap berperilaku kurang 

sopan dan beradab, sebagai masih mengunakan egonya dan belum bisa 

membawa diri untuk berinterkasi dengan warga suku dayak dan suku 

lainnya, sehingga untuk berinterasi seringkali belum dapat diterima oleh 

suku Dayak dan juga suku lain yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. 

Tokoh suku Dayak juga sangat berkeyakinan bahwa antara suku Dayak, 

suku Jawa, Batak, dan Etnis Tionghoa tidak menginginkan konflik kembali 

terjadi, tetapi melihat sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perangai sebaga i 

dari warga suku madura yang kurang baik sehingga potensi dan ancaman 

konflik dirasakan masih saja ada. 
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Gambar 6.6 Dokumentasi peneliti bersama para tokoh dan Pengurus Harian 

Dewan Adar Dayak Kotawaringin Timur 

Kebiasaan dengan filosofis membunuh sebagian dari warga suku 

Madura jika ada terjadi masalah perkelahian dengan suku-suku lainya d i 

Sampit harus dihilangkan dan harus dirubah, seringkali dikarenakan ha l 

yang sangat kecil saja dengan mudahnya menghilangkan nyawa, akibat ha l 

yang demikian interaksi tidak baik dan kurang harmonis.   

Tingginya kecurigaan para tokoh Dayak bahwa yang menjadi biang 

masalah pasca konflik justru dari pihak suku Madura menginggat 

seringkali yang terlibat masalah pengendaran obat-obat terlarang dan 

tindak kejahatan lainnya bersumber dari warga Suku Madura hal tersebut 

juga menjadi salah satu pemicu konflik. 
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Para tokoh Dayak di Kotawaringin Timut melalui Dewan Adat 

Dayak sampai saat ini belum bisa menerima dan menyetujui serta 

memberikan ijin adanya usulan dari warga suku madura yang 

menginginkan di dirikannya organisasi Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) 

di Sampit, karena para tokoh Dayak mengkhawatirkan jusru akan kembali 

menyulut luka lama. Tetapi para tokoh Dayak melalui Dewan Adat dayak 

akan memberikan ijin pada warga suku Madura yang belakangan mendesak 

adanya organisasi yang diakui sebagai tempat mengadu dengan alasan jika 

adanya organisasi IKAMA orang madura menjadi  merasa terwakili dan 

ada yang di hormati jika ada struktur organisasi yang jelas. 

Para tokoh Dayak terus berkoordinasi atas adanya permohonan 

tersebut justru bukan organiasi IKAMA yang disetujui tetapi hanya dewan 

kehormatan suku Madura saja yang dibentuk sehingga fokus pada 

pembinaan etika pada warga suku Madura yang ada di Kotawaringin 

Timur. 

Permasalahan baru yang muncul justru adanya warga Madura 

pendatang yang berada di Sampit tidak mentaati aturan yang berlaku d i 

Sampit dan tidak melaporkan diri mereka sehingga karena banyak warga 

suku madura yang datang adalah bukan mereka yang dulu merupakan 

korban konflik tetapi memang warga suku madura yang baru merantau ke 

Sampit Kotawringin Timur sehingga menurut warga suku dayak dianggap 
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tidak kurang memahami budaya dan tidak memiliki beradab bagaimana 

sebagai warga pendatang seharusnya. 

Para tokoh dewan adat dayak menginginkan adanya kendali terhadap 

siapa saja warga pendatang, dengan memberlakukan kartu kendali sehingga 

bagi siapa saja perantau akan didata kalau memang bermaksud mencar i 

pekerjaan akan diberikan  waktu 3 sampai dengan 6 bulan, tetapi jika 

dalam batas waktu tersebut belum mendapat pekerjaan maka dengan 

terpaksa akan dikembalikan ketempat dari mana mereka berasal sebaga i 

usaha menghindari konflik. 

Bentuk interaksi antara suku dayak dan suku Madura pasca konflik 

tidak harmonis dan belum benar-benar tulus dan masih adanya kecurigaan-

kecurigaan pada masing-masing suku sehingga para tokoh dewan adat daya 

mengkhawatirkan masih adanya rasa sakit hati dan dendam, curiga dan 

prasangka yang tinggi kepada orang dayak atas konflik sampit tersebut. 

Orang suku dayak sudah tidak lagi mempermasalahkan konflik masa 

lalu dan sudah tidak lagi pemikiran untuk berkonflik, tetapi justru orang 

suku madura yang masih tertutup dan berusaha menjaga dalam berinteraks i 

dan berkomunikasi dengan orang dayak. 

Pasca konfik banyaknya laporan tentang warga suku madura yang 

tinggal masih berkelompok serta eksklusif kepada Dewan adat dayak 

sehingga dewan adat menilai bahwa hal tersebut merupakan tindakan 

pembiaran dari pihak yang berwenang terhadap warga suku madura yang 
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tinggal berkelompok dan eksklusif tersebut tentu juga salah satu pemicu 

konflik karena dewan adat menilai bahwa itu merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap peraturan daerah sehingga dikhawatirkan ada yang 

melakuan tindakan. 

Pada peraturan daerah telah dengan jelas menjelaskan bahwa warga 

madura yang kembali ke Sampit dari pengungsian tidak boleh lagi tingga l 

berkelompok tetapi harus menyebar dan beradaptasi ke seluruh kabupaten 

kotawaringin timur. 

Pihak yang berkewajiban menjalankan peraturan daerah masih belum 

mampu melaksanakannya dengan benar, sehingga masih lemah dalam 

pelaksanaan perda sehingga sampai saat ini pentunjuk tehnis dan siapa 

yang harus melaksanaan perda juga belum jelas sehingga menurut dewan 

adat Dayak menyatakan siap membantu pemerintah daerah untuk 

menjalankan perda tersebut. 

Penyebab kurang harmonisnya hubungan masyarakat suku dayak dan 

masyarakat suku madura di sebagian daerah adalah karena banyaknya 

laporan pada dewan adat dayak tentang kesan negatif oknum dari suku 

madura yang sebagian merupakan pengedar obat-obat terlarang sehingga 

image sangat mempengaruhi hubungan di masyarakat disebabkan pada 

ketidakpercayaan dan prasangka yang memunculkan potensi konflik baru. 

Dewan adat dayak jika mendapat laporan masyarakat bahwa 

keberadaan warga suku madura membuat resah dan masyarakat tidak 
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tenang maka akan ada tindakan lanjuti laporan tersebut menghindar i 

konflik berkepanjangan. 

Hubungan masyarakat suku dayak dengan suku banjar, suku jawa, 

suku batak dan china di Sampit hampir tidak pernah terjadi konflik 

penyebabnya menurut dewan adat dayak adalah karena faktor persamaan 

dan kesepahaman budaya, tidak adanya kecurigaan sehingga hubungan 

interaksi serta komunikasi serta kekeluargaan yang berjalan di masyarakat 

sangat erat dan penuh rasa kekeluargaan.  

Upaya masyarakat suku dayak melalui dewan adat dayak selalu 

berusaha untuk menjaga keharmonisan sangat jelas dengan sosialisas i 

dilingkungan masyarakat salah satu ungkapan “petak danum hayun itah” 

atau tanah air milik kita, juga merupakan upaya menjaga keharmonisan 

karena suku dayak berusaha dan mencoba menjadi tuan rumah yang baik 

bagi warga pendatang. 

Suku dayak pada dasarnya bukan suku yang pendendam mereka 

terikat pada hukum adat Dayak, jika terjadi konflik dan telah dilakukan 

proses kesepakaan damai maka suku dayak akan sepenuh hat i 

mengikutinya. Berbeda dari warga suku madura karena tingkat pendidikan 

mereka sebagian masih ada yang tergolong rendah maka seringkali 

kekerasan menjadi jalan terakhir. Jika muncul masalah yang melibatkan 

antara warga suku Dayak dan suku madura yang memiliki inisiatif untuk 

penyelesaian masalah justru adalah orang dayak, sebagai besar warga 
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madura tidak berani untuk melakukan tindakan pencegahan untuk meredam 

meluasnya konflik ada kemungkinan disebabkan oleh rasa traumma yang 

mendalam. 

Tidak dapat di pungkiri bahwa potensi konflik masih ada jika melihat 

fakta bahwa masih banyaknya laporan pada Dewan Adat Dayak 

Kotawaringin Timur tentang masih adanya warga suku madura yang 

bersengketa lahan dengan orang Dayak, dan disisi lain warga suku madura 

seringkali melanggar perjanjian damai, contohnya ketika waktu 

memelihara ternak dalam hal ini sapi di wilayah pemukiman warga suku 

Dayak sehingga ini seringkali mendapat penolakan dan protes dari warga 

karena merasa terganggu dengan pencemaran udara akibat dari memelihar i 

ternah tersebut.   

 

6.3.2 Tragedi Baamang 

Kejadian pada tahun yang sama yakni 2016, terjadi di kecamatan 

Baamang juga membuat warga seluruh wilayah Kotawaringin Timur sudah 

sebagain melakukan pergerakan masa, karena yang terbunuh adalah warga 

asli suku Dayak dan juga orang tua dari korban adalah merupakan tokoh 

dari suku Dayak sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan 

sosial di Sampit. 

Penyelesaian masalahnya memang tidak dilakukan sidang adat tetapi 

penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur adat dayak, disepakati pelaku 
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akan memberikan santunan kepada keluarga korban dan seluruh warga 

suku madura di Kotawaringin timur harus bersama-sama mengumpulkan 

santunan sebagai efek jera agar kejadian serupa tidak terulang dan pada 29 

September 2016 santunan telah diserahan pada pihak keluarga korban dan 

tertutuplah keran yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar suku Dayak 

dan suku Madura. 

Kejadian bermula dari tindakan kriminal pencurian sarang burung 

walet di Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan pada hari Senin 

tanggal 22 Februari 2016 yang di lakukan oleh seorang warga Madura d i 

salah satu rumah masyarakat Suku Dayak. Kejadian pada waktu malam 

hari tersebut menimbulkan jatuhnya korban luka bacok pada 2 masyarakat 

Suku Dayak akibat sabetan Mandau yang dilakukan oleh seorang crimina l 

warga dari Suku Madura.  

Bermula dari kejadian tersebut, beberapa persepsi muncul kembali 

tentang sensitifitas kelompok dari masyarakat Suku Dayak terhadap 

kelompok Suku Madura yang menimbulkan informasi tersebut sangat cepat 

menyebar ke pedalaman sehingga beberapa kelompok sudah melakukan 

pergerakan dan berencana untuk membalas, namun dapat diredam oleh 

para Tokoh Adat setempat.  

Tindakan Dewan Adat Dayak berusaha meredam agar kejadian 

tersebut tidak meruncing dan meluas sehingga akhirnya muncul 

kesepakatan damai dan disepakati juga bahwa kejadian tersebut murni 
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tindak kriminal, dan pelaku diserahkan ke pihak berwajib untuk di proses 

hukum, selain proses hukum pada tinggkat kecamatan diselesaikan dengan 

cara pesta adat berupa pesta perdamaian antara para tokok Dayak dan 

tokoh Madura.  

Pada tingkat pemerintah daerah Kotawaringin Timur ada naskah 

perdamaian yang masing-masing di tanda tangani oleh 5 orang dari tokoh 

suku dayak di yang oleh ketua Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur  

dan 5 orang tokoh dari suku madura yang disaksikan oleh Bupati beserta 

wakil bupati, Dandim dan Kapolres kotawaringin Timur. 

Beberapa poin isi dalam kesepakatan damai tersebut terangkum 

dalam lampiran yang menyatakan sebagai berikut: (1) Bahwa kejadian 

tersebut adalah murni tindakan kriminal, yang sedang diproses oleh 

penegak hukum; (2)  Kesepakatan bahwa bilamana terjadi persoalan antara 

kedua kelompok dari masyarakat Suku Dayak dengan Suku Madura agar 

mengedepankan musyawarah untuk mufakat, untuk menghindar i 

kemungkinan konflik yang telah lalu terulang kembali; (3) Melanjutkan 

sosialisasi Permendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Perda Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik.  

 

6.3.3 Tragedi Perkelahian di Banjarmasin 
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Tragedi di Banjarmasin Kalimantan Selatan menimbulkan benih-

benih konflik seolah disulut kembali oleh percikan api yang setiap saat bisa 

menyala dan membara, hingga kemudian berita tersebut berkembang ke 

Kalimantan Tengah yang merupakan pusat konflik terdahulu. Sejak 

mendengar peristiwa tersebut masyarakat Suku Dayak kembali bangkit, 

bergerak dan bersatu untuk membela identitas mereka. Ibarat 

membangunkan singa yang sedang tidur, masyarakat Suku Dayak sudah 

bersiap-siap membalas atas terbunuhnya warga dari kaumnya.  

Bermula dari sebuah pertengkaran individu antara seorang warga 

Suku Dayak dengan warga Suku Madura di Banjarmasin Kalimantan 

Selatan pada tanggal 20 Februari 2016, dan mengakibatkan meninggalnya 

seorang warga Suku Dayak yaitu Egy Persia Rianda bin Sukma Jaya. 

Peristiwa berdarah tersebut menjadi bara dalam sekam yang masih 

mengepulkan asap sewaktu-waktu terbakar dan menimbulkan api yang 

besar.  

Namun, lagi- lagi persoalan tersebut tidak melebar dikarenakan 

kecepatan dan kesigapan dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam 

upaya menyelesaikannya, meskipun dalam tanda kutip masyarakat Suku 

Dayak menjadi korban namun perasaan solidaritas sama-sama sebaga i 

bagian dari bangsa Indonesia dengan dasar ke-Bhinneka Tunggal Ika yang 

berdasar pada asas hukum sebagai kekuatan hukum positif menjadi dasar 

kesadaran untuk kembali meredam konflik parah terulang kembali.  
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Kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua tokoh adat, dan 

disaksikan oleh petinggi baik dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Tengah, menghasilkan beberapa poin kesepakatan, sebagai berikut; (1) 

Bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana murni yang saat ini sedang 

dalam proses hukum dan masing-masing pihak sudah menyepakati 

perdamaian dengan memenuhi hukum adat yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Selanjutnya semua 

pihak wajib memberikan penjelasan dan pemahaman kepada semua 

warganya untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan 

yang melanggar hukum dan adat; (3) Semua pihak harus melakukan 

koordinasi dan komunikasi secara efektif dan intensif yang difasilitasi oleh 

pemerintah sehingga tercipta dan terpelihara situasi yang aman, tertib, dan 

kondisif di Provonsi Kalimantan Tengah. 
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Gambar 6.7 Potensi munculnya konflik baru 

Temuan dari hasil penelitian ini mengungapkan bahwa Sampit 

sebenarnya sudah sangat aman bagi warga Madura, kehidupan sosial sudah 

berjalan dengan normal akan tetapi dalam rentan waktu 3 tahun belakangan 

selalu saja ada permasalahan yang memicu dan memunculkan potens i 

konflik, seperti perkelahian sekelompok warga suku Madura dan Dayak d i 

Kecamatan Baamang pada tahun 2016, dan bahkan perkelahian d i 

Banjarmasin tahun 2017 yang pada dasarnya merupakan Provinsi tetangga 

juga menimbulkan kekhawairan yang dilatarbelakangi pembunuhan salah 

satu anak tokoh Dayak. 

Temuan penelitian juga mengungkap adanya desakan menghidupkan 

kembali Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) yang permohonannya d i 

Potensi 
Konflik 

Baru 

Persepsi 
Terhadap 

suku Madura 

 

Tragedi di 
Baamang 

Perkelahian 
di 

Banjarmasin 

- Masih adanya budaya kekerasan yang 
belum hilang dari suku Madura di Sampit 

- Interasi yang kurang tulus dan pelanggaran 
perjanjian damai 

- Kesepakatan damai dilakukan oleh Dewan  
Adat Dayak dan Tokoh Madura d i 
saksikan oleh pemerintah daerah terkait 

- Koordinasi yang didasari atas rasa 
persudaraan dengan menghormat i hukum 
dan adat   

 

- Tindakan pencurian  sarang burung walet  
oleh oknum warga madura 

- Proses penyelesaian melalui jalur hukum 
serta kesepakatan Dewan Adat dan Tokoh  
Madura 
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sampaikan kepada Dewan Adat Dayak (DAD), tetapi permohonan ini tidak 

mendapat rekomendasi dari Dewan Adat karena ditakutkan akan 

memunculkan kegaduhan kembali pada lingkungan masyarakat. akan tetap i 

Dewan Adat akan mempertimbangkan untuk memberikan rekomendas i 

dibentuknya Dewan Kehormatan Suku Madura. 
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BAB VII 

POLA EDUKASI OLEH PEMERINTAN DAN MASYARAKAT DALAM 

MENJAGA KEHARMONISAN PASCA KONFLIK DI SAMPIT 

KALIMANTAN TENGAH 

         

7.1 Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Keharmonisan 
Pasca Konflik Antar Suku Dayak dan Madura di Sampit 
 

Setelah kejadian konflik pada tahun 2001 antara masyarakat Suku 

Dayak dengan Suku Madura, pemerintah dan pihak-pihak terkait dengan 

dibantu oleh aparat keamanan baik kepolisian dan TNI, serta tokoh-tokoh 

adat dari kedua belah pihak yang bertikai, terus berupaya mencari dan 

melalukan mediasi untuk pencegahan agar konflik tidak kembali terjadi.  

Upaya yang dilakukan dimulai sejak pasca konflik dalam bentuk 

rekonsiliasi dua bulan setelah kejadian. Rekonsiliasi dalam bentuk 

kesepakatan damai dan kemudian re-evakuasi masyarakat Suku Madura 

yang berada di pengungsian untuk kembali ke daerah Sampit Kalimantan 

Tengah.  

Semenjak konflik terjadi dan menimbulkan bekas luka yang sangat 

dalam bagi masyarakat Suku Dayak, upaya rekonsiliasi sempat mengalami 

deadlock dikarenakan mayoritas masyarakat suku Dayak belum mau 

berdamai dengan warga Suku Madura.  Sebagian besar masyarakat Suku 

Dayak juga menolak re-evakuasi masyarakat suku Madura kembali 

ketempat ditengah-tengahnya.  
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Proses mediasi terus dilakukan untuk menemukan kata damai, 

dengan terbentuknya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada tanggal 4-7 

Juni 2001, yang sebelumnya dilakukan musyawarah yang diselenggarakan 

di Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 2001, dengan mediator adalah 

pemerintah pusat, dengan tema “Penyelesaian Konflik Antaretnik Di 

Kalimantan Tengah dalam Bingkai Musyawarah Damai Anak Bangsa Di 

Bumi Kalimantan: Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan”.  

Beberapa poin kesimpulan dalam pertemuan tersebut, yaitu; (1) 

Menerima sepenuhnya Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan 

hasil musyawarah yang diselenggarkan di Jakarta 20-22 Maret 2001 dan 

menyetujui pemerintah pusat sebagai mediator; (2) Menolak cara-cara 

kekesaran dalam penyelesaian konflik etnik di Kalimantan Tengah; (3) 

Kesediaan damai dan menerima permintaan maaf; (4) Bagi Pemerintah 

Daerah dan DPRD Kalimantan Tengah untuk segera menyusun Draft Perda 

tentang kependudukan yang disosialisasikan dari mulai tingkat kabupaten, 

kecamatan dan desa; (5) Proses hukum dan HAM harus tetap dilanjutkan 

secara adil agar terungkap kebenarannya; (6) Mengambil hikmah dari 

konflik yang telah berlangsung; (7) Bersama-sama dengan masyarakat 

etnik lain untuk tetap menjunjung tinggi NKRI dan Budaya Betang 

(dimana bumi di pijak, di situ langit di junjung); (8) Forum Komunikasi 

Lintas Etnik hendaknya bersifat terbuka.  
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Hadir dalam musyawarah tersebut adalah 8 tokoh masyarakat Suku 

Dayak baik dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan 

Tengah serta Kalimantan Sekatan. Sedangkan dari pihak tokoh dari Jawa 

Timur diwakili oleh dua orang, yang terdiri dari tokoh agama.  

Saksi-saksi yang ikut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah 

diantaranya Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalsel, Gubernur Kalteng, 

Gubernur Kaltim serta Gubernur Jawa Timur.  

 

7.1.1 Keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) 

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) dilaksanakan pada 

tanggal 4-7 Juni 2001 merupakan tindak lanjut pada pertemuan di Jakarta 

dengan tema Musyawarah Damai Anak Bangsa Di Bumi Kalimantan: 

Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan pada tanggal 20-22 Maret 

2001.  

Sebelum dilaksakana Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) 

telah dilakukan konsolidasi dengan masyarakat Suku Dayak di beberapa 

Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan, diantaranya adalah di Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangkaraya, Kapuas, Barito 

Selatan, dan Barito Utara serta di wilayah-wilayah Pembantu Bupati.Calon 

Kabupaten.  

Dasar dari pembentukan kongres ini merujuk pada (1) Bahwa hak 

semua warga Negara Indonesia untuk berdiam dimanapun juga di wilayah 
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NKRI dan kewajiban sama-sama menjaga rasa aman tenteram dan 

sejahtera sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dan hukum yang 

berlaku serta yang telah di sepakati bersama tentang adat istiadat setempat 

(budaya betang/rumah panjang); (2) Bahwa masyarakat Suku Dayak pada 

dasarnya adalah masyarakat terbuka dan cinta damai, menolak cara-cara 

kekerasan sesuai dengan nilai luhur Rapat Damai Tumbang Anoi 107 

Tahun yl. (1894); (3) Bahwa konflik memiliki nilai hikmah dalam 

mengembalikan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sebagai 

masyarakat yang taat hukum untuk terus semangat dalam mempererat 

persatuan dan kesatuan antar etnik sebagai simbol NKRI.  

Kesepakatan dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) 

meliputi; (1) Menerima sepenuhnya Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi 

Kalimantan (TDAB-BK) di Jakarta pada 20-22 Juni 2001 serta 

mengukuhkan dan menerima sepenuhnya kebijakan peranan/fungsi 

pemerintah pusat sebagai penengah dalam penyelesaian konflik antar etnik 

di Kalimantan; (2) Penegak hukum perlu mengungkap tentang kebenaran 

persoalan latar belakang konflik dan hendaknya terbuka untuk publik agar 

jelas dan gamblang dalam menyingkapinya demi menghindari persepsi 

negatif, serta keadilan hukum yang seadil-adilnya bagi masyarakat Suku 

Dayak; (3) Mendorong proses konsolidasi dan rekonsiliasi serta re-

evakuasi warga Suku Madura dengan dua pilihan yaitu masyarakat Suku 

Madura dipindahkan ke daerah lain atau bersedia di re-evakuasi dengan 
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syarat-syarat dan melalui seleksi; (4) Demi menghentikan konflik 

masyarakat Kalimantan Tengah siap menerima ajakan damai dan 

permintaan maaf dari masyarakat Suku Madura sebagaimana Kesepakatan 

Musyawarah Masayrakat Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 18-

20 Mei 2001; (5) Tujuh akar masalah yang telah diidentifikasi dalam 

TDAB-BK harus diprogramkan penanggulanganya secara terpadu dan 

bertahap oleh pemerintah; (6) Hendaknya dalam proses pembangunan 

pemerintah melibatkan seluruh etnik yang hidup di Kalimantan Tengah dan 

memberi prioritas kepada masyarakat Suku Dayak.  

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam kesepakatan tersebut 

bahwa pada dasarnya masyarakat Suku Dayak adalah masyarakat yang 

cinta damai, dan selalu menjunjung tinggi kebhinnekaan yang merupakan 

simbol dari NKRI serta sangat mengormati filosofis rumah betang yang 

memiliki pengertian bahwa masyarakat Suku Dayak sangat taat adat 

istiadat, dan selalu menjunjung tinggi dimana bumi dipijak disitulah langit 

dijunjung. 

Peran pemerintah pusat sebagai mediator menjadi titik penentu bagi 

upaya terselesaikan konflik antar etnik di Sampit Kotawaringin Timur 

dengan melakukan musawarah besar Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi 

Kalimantan di Jakarta adalah langkah tepat pemerintah sebagai policy 

maker, yang kemudian menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk 

menentukan langkah berikutnya.  
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7.1.2 Musyawarah Besar Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan 

Tengah Se Jawa Timur 

Dua bulan setelah Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) di 

Kalimantan Tengah, dilaksanakan Musyawarah Besar Pengungsi Korban 

Kerusuhan Kalimantan Tengah Se Jawa Timur pada tanggal 22 Agustus 

2001 bertempat di Gedung Kawedanan Ketapang Kabupaten Sampang 

Jawa Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi dari pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten Sumenep, aparat keamanan serta tokoh-

tokoh agama se Jawa Timur.  

Musyawarah ini adalah merupakan tindak lanjut dan sekaligus 

jawaban atas hasil dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KKRKT) di 

Kalimantan Tengah beberapa bulan yang lalu. Musyawarah ini berlangsung 

atas peran pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dalam upaya 

menjembatani proses perdamaian dan rekonsiliasi konflik antar etnik di 

Sampit Kalimantan Tengah.  

Hasil dari musyawarah tersebut adalah sebagi berikut; (1) Siap 

berdamai dan melakukan perjanjian; (2) Meminta dan member maafl (3) 

Siap beradaptasi dengan budaya Dayak; (4) Siap berbaur dengan 

masyarakat Kalteng; (5) Mendukung dibangunnya tugu perdamaian; (6) 

Siap melakukan kompromi dengan masyarakat Kalteng; (7) Siap 

merevitalisasi budaya etnis Madura; (8) Siap merubah watak warga 

Madura; (9) Mengembangkan budaya Madura yang relevan; (10) 
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Mengganti organisasi IKAMA dengan Dewan Kehormatan Warga Madura 

(DKWM) dengan paradigm baru yang menjunjung tinggi akhlakul 

karimah, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang 

berdasar pada Pancasila dan UUD 1945; (11) Siap menjunjung tinggi 

falsafah budaya; (12) Mengutamakan kemanusiaan dan mengedepankan 

musyawarah; (13) Menghimbau semua pihak agar tidak mudah 

terprovokasi isu yang menyesatkan; (14) Menjunjung tinggi nilai persatuan 

dan kesatuan; (15) menerima konflik sebagai ujian dari ALLAH SWT dan 

mengambil hikmah; (16) Pemerintah agar proaktif dalam menangani 

konflik; (17) menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan; (18) Menerapkan 

filosofis huma betang (dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung).  

 

7.1.3 Kebijakan Pemerintah BAKORNAS PBP 

Setelah kedua kelompok masing-masing baik dari kelompok 

masyarakat Suku Dayak dan kelompok masyarakat Suku Madura 

berinisiatif untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan 

persoalan dibuktikan dengan upaya yang dilakukan dengan depelopori atas 

dasar kesadaran masyarakat dan berasas pada kesatuan dan keutuhan 

NKRI, dimana masing-masing menyetujui pemerintah pusat sebagai 

mediator maka dua bulan setelahnya pemerintah pusat membuat kebijakan 

nasional melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) melakukan sidang terbatas 
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yang dipimpin oleh Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 25 

September 2001 dan sekaligus ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi 

para Menteri dan Eselon I Interdep pada tanggal 28 September 2001.  

Menetapkan kebijaksanaan nasional percepatan penanganan 

pengungsi terutama di daerah sumber konflik antara lain melalui penerapan 

langkah yang berurutan; (1) Langkah pemulangan; kembali kehidupan 

normal seperti semula. Dengan Menteri Sosial sebagai leading sector 

bersama Pemda; (2) Pemberdayaan; dilaksanakan bila pola I tidak mungkin 

dilakukan,yaitu dengan mendorong pengungsi menemukan kehidupan baru 

ditengah masyarakat, dengan Menteri Nakertrans (sector tenaga kerja) 

sebagai leading sector bersama Menteri Koperasi & UKM dan Pemda); (3) 

Pengalihan; dilaksanakan bila Pola I dan Pola II tidak mungkin dilakukan, 

yaitu dengan upaya pemukiman kembali dilokasi yang baru, dengan 

Menteri Kimpraswil ebagai leading sector bersama Menteri Nakertrans dan 

Pemda. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat 

rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik Sampit melalui 

BAKORNAS PBP menjadi acuan bagi pemerintah provinsi untuk 

membuat PERDA baru tentang Penanganan Penduduk Dampak konflik, 

Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2001. Perda tersebut 

mengatur tentang rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik 

yang dipengungsian, rehabilitasi, dan menekankan pada peran dan 
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kewenangan Damang Kepala Adat dalam persoalan damai untuk 

menyelesaikan persoalan antar suku, serta tata cara re-evakuasi penduduk 

dari pengungsian berikut dengan keamanan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendaalian serta sanksi-sanksi.   

 

7.1.4 Tekad Mufakat Masyarakat Kalimantan 

Setelah beberapa musyawarah dengan berbagai persetujuan dan 

kesepakatan dari kedua kelompok, belumlah cukup menjadi syarat 

percepatan rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakat dampak konflik. 

Keraguan dan kehawatiran masih dialami oleh masyarakat dampak konflik 

yang mengungsi di luar wilayah Kalimantan Tengah, sehingga mereka 

belum berani untuk kembali pulang ke tempat tinggal masing-masing.  

Upaya memantapkan hati masyarakat dampak konflik agar proses 

rekonsiliasi dan re-evakuasi berjalan dengan sukses,  kemudian Menteri 

Dalam Negeri membuat Keputusan Nomor 200.5-1 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Tim Penyelenggara Pra Musyawarah Tekad Mufakat Rakyat 

Kalimantan tertanggal 2 Januari 2002. Isi dalam surat keputusan tersebut 

yaitu membentuk Tim Penyelenggara Pra Musyawarah Tekad Mufakat, 

yang memiliki tugas sebagai berikut: (1) Memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri menyangkut langkah-langkah 

yang perlu ditempuh dan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam 

penyelenggaraan musyawarah; (2) Memberikan arah bagi penyelenggaraan 
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jalannya musyawarah; (3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

proses penyelenggaraan Pra Musyawarah; (4) Merumuskan skenario dan 

langkah-langkah; (5) Melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak; 

(6) Menyusun rencana anggaran belanja dan melaporkannya.  

Pada tanggal tanggal 1-3 Februari 2002, dari Tim Tim Penyelenggara 

Pra Musyawarah Tekad Mufakat menyelenggarakan satu pertemuan di 

Batu Malang Jawa Timur, dalam rangka untuk memantabkan hasil dari 

musyawarah-musyawarah sebelumnya untuk lebih memberikan informasi 

kenyamanan kepada masyarakat dampak konflik dengan tujuan 

mempercepat rekonsiliasi dan re-evakuasi masyarakata dampak konflik. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh masing-masing delegasi baik dari 

Kalimantan maupun dari Jawa Timur khususnya dari tokoh-tokoh Suku 

Madura.  

Delegasi dari Kalimantan Tengah seperti dijelaskan melalui Surat 

Tugas Nomor 300/078/KEB/Kesbang, dengan menugaskan 26 perwakilan 

dan 29 pendamping, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan 

didampingi oleh pejabat pemerintahan dan unsur lain. Dalam pertemuan 

tersebut delegasi dari Kalimantan Tengah tetap mengacu pada kesepakatan 

yang telah dilakukan pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) 

pada tanggal 4-7 Juni 2001. 



253 
 

Kutipan kesepakatan pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 

(KRKT) yang menjadi kesepakatan tetap pada Musyawarah Tekad Mufakat 

yang diselenggarakan di Batu Malang adalah sebagai berikut:  

1) Menerima sepenuhnya Tekad Damai Anak Bangsa Di 
Kalimantan Tengah Hasil Musyawarah Damai Anak Bangsa di 
Bumi klaimantan di Jakarta 20-22 Maret 2001 sebagai wujud 
nyata mediasi Pemerintah Pusat dalam konflk antar etnis di 
Kalimantan Tengah 

2) Pada prinspinya dapat menerima pemulangan kembali (re-
evakuasi) warga Kalimantan keturunan Madura ke Kalimantan 
Tengah apabila situasi dan kondisi di masing-masing Kabupaten 
dan Kota asalnya di Kalimantan Tengah sudah menungkinkan 
demi kepentingan kedua belah pihak. 

3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dan DPRD beserta unsure-
unsur perwakilan masyarakat dalam waktu singkat menyusun 
rancangan (draft) Peraturan Daerah (PERDA) Tentang 
Kependudukan dan mensosialisasikan kepada semua komponen 
masyarakat dan pemerintah mulai dari tingkar kecamatan, 
kabupaten, provinsi dan nasional dalam berbagai 
forum/pertemuan yang representative sebelum di sahkan, agar 
proses penghentian konflik, rekonsiliasi, re-evakuasi dan 
rehabilitasi dapat berjalan secara tertib. 

4) Berkenaan dengan masalah adanya sebagian warga masyarakat 
Kalimantan Tengah keturunan Madura yang sudah berupaya 
pulang kembali secara sukarela ke Kalimantan Tengah sebelum 
adanya PERDA Kependudukan seperti yang dimaksud diatas, 
akan ditanggulangi sementara oleh aparat pemerintahan dan 
keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dengan memperhatikan kesediaan atau ketidaksediaan 
masyarakat lokal setempat serta pertimbangan Kedamangan atau 
Majelis Adat setempat, tidak lain demi keamanan dan 
keselamatan kedua belah pihak. 

5) Demi supremasi penegakan hukum, Kamtibmas dan penemuan 
akar masalah Konflik Antar etnik di Kalimantan Tengah proses 
Hukum dan HAM harus tetap dilanjutkan secara adil agar semua 
pihak termasuk publik luar negeri dapat mengetahui kebenaran 
yang sesungguhnya sehingga memudahkan penyelesaian 
berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik tersebut. 

6) Waktu yang dipergunakan untuk proses penyusunan PERDA 
Kependudukan dan sosialisasinya, proses rekonsiliasi 
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musyawarah damai serta proses hukum/.HAM, sekaligus 
bermanfaat untuk proses pendinginan yang sangat diperlukan 
sebagai persiapan mental psikologis bagi kedua belah pihak. 

 
Delegasi Kalimantan Tengah juga menyarankan bahwa penyelesaian 

konflik etnis di Kalimantan Tengah harus dilakukan secara komprehensif, 

karena kasus tersebut melibatkan banyak etnis, tidak semata-mata konflik 

antara Suku Madura dengan Suku Dayak saja. Maka dari itu, kebijakan 

pemerintah secara umum harus bisa menjawab 7 persoalan konflik yang 

telah di identifikasi pada Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan 

(TDAB-BK) di Jakarta pada 20-22 Juni 2001, yaitu; kebijakan pemerintah 

yang kurang tepat dimasa lalu; proses pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat yang kurang berhasil dimasa lalu; benturan budaya; 

ketidakadilan; kemiskinan; keamanan yang tidak kondusif; dan 

ketidakpastian hukum.  

Rekomendasi pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) 

pada tanggal 4-7 Juni 2001 tentang pembuatan PERDA telah 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan 

dikeluarkannya Perda Nomor 9 Tanggal 6 November 2001. Dalam Kongres 

Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001 juga 

meminta pemerintah kabupaten juga menegeluarkan Perda sebagai wujud 

dari komitment pemerintah daerah untuk segera mempercepat proses 

rekonsiliasi, re-evakuasi dan rehabilitasi warga masyarakat dampak konflik 

yang masih berada di pengungsian.  
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Harapan dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) pada 

tanggal 4-7 Juni 2001 adalah Perda yang dimaksud demi kejelasan 

bertindak dan kepastian hukum dikarenakan berdasar pada landasan 

operasional, wadah/organisasi, sehingg tercipta komitment masyarakat. 

Adapun cara untuk mencapai target tersebut adalah: 

a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kota yang ada di 
Kalimantan Tengah dengan mengacu pada Perda Nomor 9 
Tanggal 6 November 2001 Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

b. Draft Perda Kabupaten Kota tersebut diatas agar terlebih dahulu 
disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat dan 
pemerintah dalamberbagai forum/pertemuan yang representative 
sebelum di sahkan. 

c. Untuk mendukung Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
dalam penanganan pengungsi, sosialisasi hasil-hasil 
musyawarah.kongres termasuk penyusunan dan sosialisasi draft 
Perda butir (b) Meningkatkan dialog antar forum masyarakat 
Kalimantan Tengah keturunanMadura denga masyarakat 
Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah, dipandang perlu 
membentuk Badan/Lembaga Penanganan Pengungsi di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota, yang beranggotakan unsur 
Pemerintah Daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tim ahli baik dari 
tingkat nasional maupun tingkat lokal. 

d. Jadual tentatif rehabilitasi (fisik danmental psikologis) dan re-
evakuasi hendaknya mengacu dan menunggu hasil kerja dan 
pengkajian mendala oleh Badan/Lembaga Penanganan 
Pengungsi Kabupaten/Kota.  
 

Maka kemudian atas rekomendasi pada Kongres Rakyat Kalimantan 

Tengah (KRKT) pada tanggal 4-7 Juni 2001 Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Timur mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 Tentang 

Penanganan Penduduk Dampak Konflik. Perda tersebut mengatur 

ketentuan umum di bab kesatu, penanganan penduduk dampak konflik 
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etnik berikut rekonsiliasi beserta penanganan dan penataan pada bab kedua, 

penyelenggaraan penanganan penduduk mencakup pendataan dan 

pendaftaran penduduk, penanganan penduduk dan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, pengawasan dan pengendalian pada bab ketiga, dan penertiban 

aset etnik dampak konflik pada bab ke empat berikutnya sanksi bab kelima 

dan penutup bab keenam.  

 

7.1.5 Peran yang Berkelanjutan 

Persoalan konflik etnik di Kalimantan Tengah memiliki keunikan 

tersendiri pada proses rekonsiliasi dibandingkan dengan konflik yang 

terjadi baik di Poso maupun Maluku Utara yang dominan pada identitas 

agama. Proses rekonsiliasi, re-evakuasi berlangsung sangat lama dan 

dampaknya akan membekas sampai keturunan di kemudian hari.  

Konflik dengan dasar identitas memang memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap kondisi mental dan psikologi dari masing-

masing kedua belah pihak yang berkonflik baik antara masyarakat Suku 

Dayak dan Suku Madura, maka perlu upaya tindakan yang berkelanjutan 

yang harus dilakukan dengan tujuan agar konflik tidak terjadi lagi.  

Tindakan pencegahan harus dipahami oleh masing-masing pihak, 

bahwa sejarah kelam konflik hanya cukup sekali saja, dan tidak boleh 

terulang kembali. Dengan filofosis humang betang yang memiliki 
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pengertian dimana bumi berpijak disitulah langit dijunjung hendaknya 

menjadi senjata yang ampuh untuk mencegah konflik kembali terjadi.  

Bukan tugas mudah, namun demi kebersamaan dan kesatuan NKRI 

yang berasas Pancasila dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika, maka semua 

elemen baik dari pemerintah maupun dari tokoh masyarakat harus selalu 

mengingatkan, khususnya bagi warga pendatang baru yang datang dari 

berbagai etnik.  

Sosialisasi yang berkelanjutan menjadi tugas dan kewajiban bagi 

pemerintah dan masyarakat untuk terus memberikan pemahaman filosofis 

tersebut, bahwa siapapun yang masuk dalam wilayah tertentu harus 

memiliki prinsip menjaga kebersamaan, cinta damai, menghargai budaya 

lokal, dan menghormati adat istiadat masing-masing budaya.  

Demi menjaga kedamaian di Kalimantan Tengah maka Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 

Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, 

yang menekankan tentang adat budaya Suku Dayak.    

 

 

 

 

 

 



258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 Peran Pemerintah dan Masyarakat Menjaga Keharmonisan  
Pasca Konflik 

 
Temuan dari hasil penelitian ini mengungapkan bahwa Pemerintah 

Daerah, Dewan Adat Dayak beserta tokoh Masyarakat telah berperan 

semaksimal mungin dalam menjaga keharmonisan pasca konflik antarsuku 

baik dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, Musyawarah Besar 

Peran 
Pemerintah 

dan 
Masyarakat 

Kongres 
Rakyat Kal-

Teng (KRKT) 

Musyawarah 
Besar Korban 

Konflik Sampit 
Kel-Teng 

Kebijakan 
Pemerintah 

Bakornas PBP 

Tekat Mufakat 
Masyrakat 
kalimantan 

Peran yang 
berkelanjutan 

 

Suku Dayak merupakan suku yang cinta damai 
dan selalu menjunjung tinggi keBhinekaan dam 
menjaga NKRI serta menjunjung tinggi falsafah 
“Humah Betang” sebagai orang Dayak  

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penanganan 
Penduduk dampak konflik Sampit 

- Siap berdamai serta mengutamakan musyawarah 
- Berkompromi, meminta maaf dan memberi maaf 
- Membaur dengan masyarakat Kalimantan tengah 
- Menbentuk Dewan Kehormatan Marga Madura 
- Menjunjung tinggi keadilan dan persatuan 

- Tekat mufakat memberikan beberapa 
rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin timur terkait konflik dan 
penanganan pasca konflik 

- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 
Mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 
Tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik 
 

- Optimalisasi Peran Dewan Adat Dayak dalam 
menjaga perdamaian 

- Hubungan antarsuku mengedepankan prinsip 
kebersamaan, cinta damai, menghargai budaya 
lokal,  dan menghormati adat istiadat  
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Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Tenggah, Kebijakan Pemerintah 

Bakornas PBP, maupun tekat Mufakat Masyarakat Kalimantan.     

 

7.2 Pola Edukasi Masyarakat Pasca Konflik antarsuku di Sampit 
 

Pemerintah Provinsi Jawa timur yang berkerja sama dengan 

pemerintah Daerah Kalimantan Tengah selama ini telah banyak melakukan 

pembekalan serta pendidikan bagi korban konflik Sampit, hingga sampai 

pada akhirnya diperoleh kesepakaan untuk memulangkan secara bertahap 

warga Madura yang telah bertahun-tahun tinggal di Pengungsian. Sebelum 

mereka dipulangkan warga suku Madura terlebih dahulu diberikan 

pembekalan yang dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat suku 

Madura yang akan pulang dari pengungsian menuju Sampit nantinya 

mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan warga suku Dayak di 

Sampit.  

Pembekalan dilakukan dengan berbagai macam cara berupa 

penanaman nilai-nilai agama berbasis multikultural untuk menanamkan 

nilai rasa kesadaran terhadap multibudaya sehingga memunculan prinsip 

kebersamaan dalam masyarakat pasca konflik antara suku Dayak dan suku 

Madura.  Menurut Abdul Wahid selaku tokoh suku Madura sekaligus ketua 

Forum Komunikasi Korban Kurusuhan Kalimantan Tenggah (FK-4),  

selama ini FK-4 telah banyak melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi 

yang bertujuan menghilangkan budaya kekerasan yang selama ini menjadi 
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image warga suku Madura. Pelatihan budaya dan perdamaian (Peace Skill) 

serta sosialisasi tentang kehidupan budaya Adat masyarakat Dayak 

Kalimantan Tengah (Huma Betang) dan nilai-nilai luhir budaya Madura 

(Falsafah Kampung Meiji dan teneyan Lanjeng), yang bertujuan untuk 

membuktikan komitmen masyarakat di Kalimantan Tengah keturunan 

Madura dalam menjunjung tinggi semangat perdamaian dan siap hidup 

berdampingan secara damai dengan warga masyarakat Dayak. 

Pembinaan yang berkelanjutan terhadap korban konflik antar suku 

terutama pada warga suku Madura selama ini masih terus menerus 

dilakukan, FK-4 yang memiliki peran yang sagat besar dalam mengedukasi 

masyarakat warga suku Madura korban Konflik melalui serangkaian 

kegiatan yang berorientasi pada Comunity based approach, pendekatan 

pada komunitas akar rumput, pemberdayaan masyarakat pasca konflik, 

melalui program pendidikan multikultural berbasis lintas budaya, 

penyuluhan budaya, kampanye perdamaian dan menanamkan nilai-nilai 

perdamaian, persamaan hak asasi manusia (HAM) serta menanamkan nilai-

nilai dimana bumi dipijak disana langit dijunjung melalui kerjasama 

seluruh elemen masyarakat.   

Pembinaan yang dilakukan selama bertahun-tahun telah banyak 

membawa perubahan yang sangat berarti bagi keberlangsungan hubungan 

sosial antara warga suku Madura dan Warga Suku Dayak misalnya proses 

interaksi yang semakin membaik serta proses pemahaman budaya melalui 
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jalur perkawinan, yang sebelum konflik sangat jarang terjadi tetapi melalui 

pendidikan dan usaha yang sangat serius baik massyarakat, tokoh suku, 

tokoh adat serta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi bahwa 

manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama tidak membeda-

bedakan asal sukunya telah banyak orang lokal atau warga Dayak yang 

menikah dengan warga suku Madura.      

Walaupun pembinaan dan proses edukasi masyarakat suku Madura 

disadari masih memiliki banyak kendala karena sebagai besar warga suku 

Madura korban konflik berpendidikan rendah dan bahkan ada yang buta 

huruf akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan upaya elaman masyrakat 

dan pemerintah dalam melakukan pembinaan agar kedepan tidak ada lagi 

permasalahan yang tidak terselesaikan yang akhirnya menyebabkan 

terjadinya konflik yang sama di masa yang akan datang. 

Proses panjang dalam mengedukasi masyarakat sedikit demi sedikit, 

perlahan tapi pasti sudah mulai tampak perubahan sosial pada kehidupan 

warga suku Madura juga sudah terlihat, kebiasaan dalam kehidupan mereka 

yang dulu pada saat sebelum konflik banyak orang tua yang menikahkan 

anaknya pada usia mudah ada yang baru tamat sekolah Dasar (SD) 

kemudian dinikahkan paradigma tentang pentingnya pendidikan dalam 

kehidupan warga suku Madura pasca konflik di Sampit juga telah semakin 

tinggi, kesadaran ini muncul akibat dari pemahaman yang mulai 

berkembang bahwa budaya kekerasan yang selama ini ditonjolkan oleh 
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warga suku Madura adalah salah dan salah satunya karena faktor 

rendahnya pendidikan serta sumber daya manusia yang tidak memiliki 

kemampuan yang memadai dalam berakulturasi dengan warga suku Dayak. 

Menurut Penuturan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, 

pengedukasian masyarakat yang pernah berkonflik selama ini lakukan 

berbagai macam kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan Sumber 

Daya Manusia di Sampit sudah berjalan dengan baik melalui pembinaan, 

kampanye perdamaian serta sosialisasi pentingnya kesadaran pentingnya 

pentingnya pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya konflik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2 Wawancara dengan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di 
Sampit 

 
Dengan berbagai macam kebijakan yang selama ini telah dilakukan 

kesadaran warga suku Madura akan pendidikan telah semakin baik 

sehingga sikap arogan dan menonjolkan budaya kekerasan  dari warga suku 
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Madura perlahan sudah hilang walaupun ada mungkin hanya sebagian kecil 

saja. Pendidikan warga suku Madura pasca konflik 18 tahun sudah 

mengalami perubah dan kemajuan dengan banyak dari warga suku Madura 

yang telah dapat membaca dan banyak dari mereka yang telah 

berbendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) bahkan sampai sudah adanya 

yang berpendidikan sarjana. 

Pemerintah daerah Kabupeten Kotawaringin Timur dalam hal yang 

berkaitan dengan proses revitalisasi kehidupan masyarakat pasca konflik, 

selalu berkerjasam baik dengan masyarakat dan tokoh suku dan Dewan 

Adat Dayak (DAD) yang di arahkan pada pemerataan Pendidikan dan 

pembangunan SDM khususnya mereka yang menjadi korban konflik yang 

telah kembali ke Sampit.  

Penuturan tokoh Madura membenarkan bahwa dulu sikap tidak mau 

diatur dan mudah untuk dibodohi oleh kepentingan-kepentingan 

sekelompok orang serta  budaya kekerasan yang melekat dalam diri 

kehidupan sosial warga suku Madura adalah karena mayoritas karena 

faktor pendidikan yang dulu masih sangat rendah 

Tokoh Madura mengakui mengenai rendahnya tingkat pendidikan 

warga suku Madura sampai saat ini masih menjadi kendala, walaupun 

sebagian sudah memahami bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat 

penting dalam mengurangi potensi konflik antar suku. 
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Perubahan sosial kehidupan warga suku Madura juga terlihat dari 

kebiasaan dalam kehidupan mereka jika dulu sebekum konflik banyak 

orang tua yang menikahkan anaknya pada usia mudah ada yang baru tamat 

sekolah Dasar (SD) kemudian dinikahkan paradigma tentang pentingnya 

pendidikan dalam kehidupan warga suku Madura pasca konflik di 

Sampitjuga telah semakin tinggi, kesadaran ini muncul akibat kesadaran 

bahwa budaya kekerasan yang selama ini ditonjolkan oleh warga suku 

Madura karena faktor pendidikan  dan Sumber Daya manusia yang tidak 

memeliki pendidikan yang memadai. 

Kehidupan warga suku Madura telah banyak mengalami perubahan 

budaya termasuk misalnya perubahan nilai, perubahan kebiasaan, sikap dan 

perilaku, pola pikir, perubahan pada pengunaan bahasa, mata pencaharian 

serta perubahan pendidikan warga suku Madura. Perubahan pada nilai yang 

tergambar pada tingkat kepekaan sosial serta rasa solidaritas yang semakin 

tinggi, dari segi perubahan adat dan kebiasaan yang sudah melebur 

bersama orang Dayak serta budaya ronggeng dan sandur sudah tidak ada, 

kemudian pada falsafah suku Madura “lebih baik berputih tulang (Mati) 

dari berputih mata” yang mengambarkan perilaku yang cepat tersinggung 

sudah hilang pada kehidupan warga suku Madura seiring dengan semakin 

tingginya tingkat pendidikan mereka. 

Sebelum konflik hampir seluruh orang Madura menguasai sendi-

sendi perekomonian misalnya dalam hal perdagangan baik di kota Sampit 
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maupun sampai pada pelosok desa di kabupaten Kotawaringin Timur, 

tetapi pasca konflik keadaan telah mengalami banyak perubahan orang 

Madura yang sudah berani keluar dari kehidupan lama mereka yang selalu 

tergantung pada pertanian dan perdagangan. Begitu juga pada kehodupan 

warga suku Dayak juga sudah berani terbuka dalam persaingan pada 

bidang ekonomi, kemudian pada bidang pertanian pasca konflik juga 

terjadi perubahan, warga Dayak yang dulu hanya mengenal pertanian 

sistem ladang berpindah juga belajar dengan warga Madura misalnya pada 

desa Parebok, Samuda dan lain.   

Interaksi sosial memiliki peranan penting dalam menjaga 

keharmonisan dan pemulihan pasca konflik antar suku Dayak dan suku 

Madura di Sampit, menjadi penting kerena dalam prosesnya akan ada 

namanya proses sosial asosiatif yang bersumber dari proses akomodasi, 

akulturasi, asimilasi serta enkulturasi sedangkan pada proses yang 

disasosiatif akan selalu ada persaingan atau kompetisi dan kontoversi 

antara warga Dayak dengan warga suku Madura yang kembali ke Sampit. 

Konflik yang terjadi di Sampit merupakan akumulasi ekskulusifitas 

masyarakat suku Madura dalam kehidupan sosial sehingga pasca konflik 

harus dilakukan proses integrasi, mediasi dan resulusi dalam menghadapai 

persoalan yang akan dapat memicu konflik antara Dayak dan Madura. 

Sementara warga suku Madura yang merupakan warga pendatang harus 
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mampu melakukan proses imitasi,sugesti, identifikasi serta simpati agar 

dapat diterima pada lingkungan sosialnya di Sampit. 

Keberhasilan proses integrasi sosial, mediasi mereka yang 

berkonflik, serta resolusi konflik baik proses pendidikan multikultural telah 

membawa dampak yang baik dalam memperbaki hubungan pasca konflik 

antara suku Dayak dan suku Madura yang tentu tidak terlepas dari peran 

pemerintah dan organisiasi kemasyarakatan yang peduli terhadap perbaikan 

konflik identitas.    

Pasca konflik proses perubahan sosial budaya yang terjadi pada 

hubungan sosial antara warga suku Dayak dan suku Madura di Sampit 

merupakan proses yang dilakukan dengan kesadaran untuk bersama 

membangun hubungan yang harmonis serta toleran yang mengedapankan 

asfek perubahan sikap, tingkah laku, kebiasaan serta pola pikir yang 

didasari atas kemaun untuk hidup berdampingan, dan melalui proses 

kesadaran akan tanpa melihat status sosial, peran dimasyarakat, lembaga-

lembanga sosial dengan sadar untuk tidak mengedapankan perbaikan 

hubungan atau interkasi sosial yang lebih baik.   

Dari semua proses yang telah dilalui bersama akan muncul sikap 

penghargaan yang tinggi terhadap kultur serta corak budaya yang di bawa 

masing-masing suku sehingga sebagai warga pendatang warga Madura 

akan menjunjung tinggi nilai-nilai “dimana bumi dipijak disana langit 

dijunjung”.  
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Proses 
Edukasi 

Untuk lebih jelasnya mengenai pola edukasi masyarakat pasca 

konflik antarsuku di Sampit dapat dilihat pada Gambar 7.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3 Pola Edukasi Masyarakat Pasca Konflik   
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BAB VIII 

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA PASCA KONFLIK ANTARA 

SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA DI SAMPIT 

KOTAWARINGIN TIMUR 

 

8.1 Perubahan Sosial Pasca Konflik Antara Suku Dayak dan Suku 

Madura di Sampit  

Menurut Sztompka (2014), perubahan sosial dapat dibanyangkan 

sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. 

Lebih tepatnya, terdapat perbedaan sistem tertentu dalam jangka waktu 

berlainan. Untuk itu konsep dasar mengenai perubahan sosial 

menyangkut tiga hal yaitu:pertama, studi mengenai perbedaan; kedua, 

studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan ketiga, 

Pengamatan pada sistem sosial yang sama (Martono, 2016). 

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

tergantung pada sudut pengamatanya: apakah dari sudut asfek, fragmen 

atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu 

tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai 

kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen (Sztompka 

2014). 

Ditambahkan oleh Sztompka (2014), gabungan berbagai 

komponen; pertama, unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis 

individu, serta tindakan mereka); kedua, hubungan antar unsur 

(misalnya: ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan 

antarindividu, integrasi); ketiga, berfungsi unsur-unsur di dalam sistem 
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(misalnya:peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau 

diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial); 

ketiga, pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa 

saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam 

kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya); 

keempat, subsistem (misalnya:jumlah dan jenis seksi, segmen, atau 

divisi khusus yang dapat dibedakan); kelima, lingkungan (misalnya: 

keadaan alam atau lokasi geopolitik)   

Menurut Sztompka (2014), adakalanya perubahan hanya terjadi 

sebagian, terbatas ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar 

terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, 

tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di 

dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit.  

Bagi Sztompka (2014), konsep perubahan sosial meliputi ‘atom’ 

terkecil dinamika sosial, perubahan keadaan sistem sosial atau 

perubahan setiap aspeknya. Tetapi perubahan tunggal jarang terjadi 

dalam keadaan terisolasi. Konsep proses sosial yaitu pertama, berbagai 

perubahan; kedua, mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi di 

dalam atau mengubahnya sebagai satu kesatuan); ketiga, saling 

berhubungan sebab-akibat dan tidak hanya merupakan faktor yang 

mengiringi atau mendahului faktor yang lain; keempat, perubahan itu 

saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu (berurutan 

menurut rentetan waktu)  
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Sztompka (2014), untuk memahami masalah perubahan sosial 

yang sangat komplek diperlukan tipologi proses sosial. Tipologinya 

dapat didasarkan atas empat kriteria utama berikut : (1) bentuk proses 

sosial yang terjadi; (2) hasilnya; (3) kesadaran tentang proses sosial di 

kalangan anggota masyarakat bersangkutan; (4) kekuatan yang 

mengerakan psoses itu. Selain itu perlu diperhatikan; (5) tingkat realitas 

sosial di tempat proses sosial itu terjadi; dan (6) jangka waktu 

berlangsungnya proses sosial itu. 

Hasil temuan peneliti berkaitan dengan Perubahan sosial pasca 

konflik antara suku Dayak dan Suku Madura di Sampit Kotawaringin 

Timur sebagai berikut; 

 

8.1.1 Perubahan Status Sosial 

Melihat kehidupan masyarakat di Sampit saat ini kita tidak akan 

pernah menyangka bahwa 16 Tahun lalu pernah terjadi konflik antara 

suku yang mengusik rasa empati kita terhadap pengusiran paksa warga 

keturuanan Madura, walaupun pada faktanya lebih banyak dari warga 

suku Madura keturunan yang secara sukarela menghindari konflik 

antara suku Dayak dan Madura ke beberapa wilayah di Kalimantan 

Selatan misalnya di Banjarmasin maupun di beberapa daerah di Pulau 

Madura. 

Hampir seluruh warga suku Madura yang dulu pergi 

menyelamatkan diri dan mengungsi telah kembali untuk menata dan 
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memulai kembali kehidupan mereka yang porak-poranda yang di 

sebabkan oleh konflik. Ibaratkan hidup pada kesempatan yang kedua, 

warga suku Madura telah merubah sebagian kehidupannya yang dulu 

sangat individualis dan mementingkan kepentingan pribadi menjadi 

lebih mendalami bagaimana kehidupan warga suku Dayak maupun 

suku lainya yang ada di Sampit. 

Melihat sudah bayaknya perubahan dalam kehidupan warga suku 

Madura yang ada di Sampit, warga suku Dayak yang dulu sangat anti 

terhadap warga suku Madura juga merasa bahwa konflik masa lalu 

dijadikan pelajaran yang berharga bahwa sikap saling hormat 

menghormati baik kepada warga Dayak maupun kepada suku lainya 

yang ada di Sampit harus selalu di junjung tinggi dalam menjadi 

keharmonisan bermasyrakat.       

Menurut Bapak H. Hadriansyah (Kepala Desa Bajarum) yang 

merupakan warga suku Madura keturunan, beliau berujar jika dapat 

membandingkan pada awal tahun 2003 dengan kondisi hubungan sosial 

antara suku Dayak dan suku Madura sekarang, terlihat perubahan sosial 

yang semakin harmonis dan tidak ada lagi kecemburuan sosial yang ada 

di tengah-tengah masyarakat.   

Diakui oleh Bapak M. Yudi yang merupakan salah satu tokoh 

suku Madura di Desa Bajarum, dulu sebelum konflik ada perasaan 

sombong dalam kehidupan warga suku madura yang kadang tidak mau 

untuk menikah dengan warga lokal Sampit karena dianggap berbeda 
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status sosial dan berbeda budayanya, tetapi sekarang warga suku 

Madura menyadari bahwa hal tersebut adalah kesalahan masa lalu yang 

sangat berharga sehingga seluruh warga suku Madura yang berada di 

Sampit khususunya mampu memetik pelajaran untuk menghilangkan 

potensi konflik di masa yang akan datang. 

 

Gambar 8.1 Wawancara peneliti bersama Kepala Desa Bajarum dan 
beberapa tokoh suku Madura di Desa Bajarum 

 

Pelajaran pernah berkonflik membuat perubahan cara pandang 

warga suku madura terhadap warga suku Dayak, sebagai besar warga 

suku madura yang tidak lagi mengangap bahwa status sosialnya lebih 

tinggi dari warga Dayak dan warga lokal lainya. Adanya cara pandang 

tersebut muncul disebabkan oleh anggapan yang salah bahwa warga 

lokal tidak sederajat dengan warga suku Madura karena dipandang 

memiliki sifat pemalas dan etos kerja yang rendah. 
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Sikap yang anti terhadap warga suku Madura sudah tidak nampak 

lagi pada kehidupan antar suku di Sampit, meskipun di beberapa 

kecamatan masih menunjukkan stereotype yang menunjukkan hal 

tersebut tapi pada dasarnya dalam konteks secara umum mereka 

masyarakat dari Suku Dayak tidak mempersoalkan tentang status sosial 

sekembalinya masyarakat Suku Madura dari pengungsian.  

Sikap masyarakat Suku Dayak tersebut pada dasarnya tidak 

mengalami perubahan bagaimana cara memandang seseorang bukan 

dari tingkat status sosialnya, namun pada perilaku yang ditunjukkannya. 

Masyarakat Suku Dayak bukanlah tipe masyarakat yang antipati 

terhadap pendatang karena faktor status sosial, namun berubahnya 

persepsi disebabkan oleh bagaimana perilaku seseorang tersebut. Fakta 

tersebut dapat terlihat pada saat masyarakat Suku Madura pertama kali 

datang ke Sampit, mereka diperlakukan sama dengan para pendatang 

yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Batak, 

bugis dan lain sebagainya, dikarenakan masyarakat Suku Dayak 

memahami tentang pendatang yang masuk ke lingkungan mereka akan 

tetap menjaga solidaritas, komitmen dan membaur sebagaimana 

anggapan mereka.   

Disamping itu sosial budaya masyarakat Suku Dayak yang sangat 

kental dengan adat dan budaya bagaimana menghormati pendatang atau 

disebut sebagai tamu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-harinya. 

Baik siapapun yang datang berkunjung akan sangat dihargai dan 
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dihormati, begitu juga dengan masyarakat Suku Madura pada awalnya, 

tanpa memandang status sosial.  

Hal tersebut disebabkan oleh disamping banyaknya masyarakat 

Suku Madura yang sudah menjadi bagian  atau keturunan darah 

meskipun dalam kontennya disebut sebagai warga Madura keturunan, 

dan bukan warga Dayak keturunan, namun dalam darah mereka sangat 

melekat Suku Dayak. Pertimbangan untuk memberikan kesempatan 

kedua menjadi sangat terbuka dan lebar untuk saling memafkan satu 

sama lain tanpa memandang status sosial dari masyarakat Suku Madura 

selepas dari pengungsian atau pasca konflik Sampit. 

Pertimbangan yang lain adalah bahwa pengalaman konflik yang 

terjadi memberikan harapan dari cara pandang bahwa akan 

membaiknya hubungan dari kedua suku kembali seperti sediakala 

menjadi faktor pemicu bagi pihak ketiga untuk segera menyandingkan 

kembali mereka kedalam lingkungan yang harmoni, aman dan nyaman, 

dikarenakan fakta konflik adalah sebuah absolute dalam berinteraksi, 

namun juga menjadi sesuatu yang absolute untuk terjalin kembali, 

dalam peribahasan bahwa hubungan antar kedua suku seperti pasangan 

kekasih yang saling membutuhkan satu sama lain.  

Posisi warga suku Madura dalam status sosial pada lingkungan  

masyarakat sudah tidak lagi dibeda-bedaan dengan suku-suku 

pendatang lainya di sampit, bahkan warga suku madura keturunan 

sudah ada yang menjadi kepala desa. Kesempatan yang diberikan bagi 
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masyarakat pendatang untuk memilih dunia politik tidak menjadi 

ganjalan bagi siapapun pendatang yang hidup di Sampit pasca konflik 

antar kedua suku. Hal itu meyakinkan bahwa apapun status sosial 

masyarakat yang tinggal di daerah Sampit dan sekitarnya dipandang 

sama oleh masyarakat Suku Dayak pada umumnya.  

Secara garis besar perubahan terkait status sosial terhadap 

masyarakat Suku Madura tidak berhubungan dengan apa status sosial 

yang dimilikinya, dikarenakan secara budaya masyarakat Suku Dayak 

tidak memiliki pandangan mencibir tentang rendahnya status sosial 

seseorang, namun lebih pada perilaku, dan atau tata krama atau sopan 

santun yang ditunjukkan oleh individu khususnya bagi pendatang. 

Masyarakat Suku Dayak memiliki kesamaan dengan individu lain, yang 

pada dasarnya lebih mengutamakan solidaritas, kerukunan, dan 

kenyamanan sosial dalam menjaga lingkungan sekitarnya.  

 

8.1.2 Perubahan Struktur/lembaga 

Menurut Sztompka (2014), mengemukakan tentang perubahan 

struktur (misalnya, terciptanya ketimpangan, kristalisassi kekuasaan, 

munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerjasama atau hubungan 

kompetitif). 

Konflik antar suku membuat warga suku Madura menjadi lebih 

selektif dalam memilih untuk berkumpul dan berorganisasi dalam 

kehidupan sosialnya pada masyarakat di Sampit, alasan yang paling 
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lazim yang diutarakan oleh warga suku Madura adalah mereka tidak 

ingin memunculkan kecurigaaan yang pada akhirnya memunculkan 

adanya potensi konflik. 

Hasil kesepakatan perdamaian antara suku Dayak dan suku 

Madura yang menyepakati pembubaran organisasi Ikatan Keluarga 

Madura ( IKAMA) karena merupakan salah satu organiasi yang ikut 

berperan dalam menambah sentimen kesukuan pada warga suku 

Madura di Sampit.  

Ke-eksklusifan masyarakat Suku Madura dengan menjauhi 

bentuk solidaritas dan kerukunan dengan lingkungan menjadikan 

mereka sulit bergaul dan mau menerima struktur kelembagaan yang ada 

di wilayah mereka. Mereka lebih menonjolkan diri dengan 

mengaktualisasikan diri mereka dengan kelompoknya sendiri, dengan 

membentuk lembaga masyarakat secara eksklusif.  

Faktor tidak berkembangnya struktur kelembagaan atau 

organisasi di kalangan Suku Madura dipengaruhi oleh banyak faktor, 

salah satunya adalah dari awal kebanyakan masyarakat Suku Madura 

hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi mereka. 

Tujuan ekonomi menjadi common sense mereka tinggal di perantauan. 

Nampak etos kerja yang tinggi dimata mereka, dan mereka rela bekerja 

apapun untuk kebutuhan ekonominya.  

Ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pandangan 

lahiriah bagi tetangga dan keluarga di lingkungan mereka, dikarenakan 
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persepsi ekonomi masih menjadi dominan bagi kebanyakan masyarakat 

Suku Madura dalam kehidupannya. Maka tidak heran jika faktor 

ekonomi sangat mempengaruhi tingkah laku dan perangai yang 

memiliki watak keras, pekerja keras dan tidak pantang menyerah.  

Kelembagaan dalam masyarakat Suku Madura menjadi dilirik 

karena sudah semakin banyaknya keturunan Suku Madura yang 

berkecimpung dalam dunia politik, dilihat dari beberapa orang yang 

menjadi bagian dari anggota dewan atau DPRD setempat dan bahkan 

menjadi pejabat publik seperti wakil bupati. Mulai nampak kegiatan 

politik menjadi tujuan lain selain ekonomi dalam masyarakat Suku 

Madura. Hal ini nampak dalam kekacauan di Sampit pada 2001 lalu, 

keterlibatan tokoh-tokoh politik dicurigai ikut mendukung adanya 

konflik antar kedua suku.  

Dikhawatirkan dengan adanya organisasi yang menaungi warga 

Suku Madura, dan semakin menambah persepsi negatif yang 

memberikan efek kedepannya, dikarenakan dalam bayangan 

masyarakat Suku Dayak akan semakin eksklusifitas nampak dalam 

kehidupan masyarakat Suku Madura dalam kehidupan kesehariannya, 

ditambah lagi dengan adanya organisasi yang menaunginya dan 

pastinya mendapat dukungan politik dari beberapa tokoh, maka dengan 

pernyataan bersama IKAMA dibubarkan dan diganti dengan Dewan 

Kehormatan Masyarakat Madura.  
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Bagi kebanyakan masyarakat dari Suku Madura yang tinggal di 

Sampit memiliki pandangan yang hampir sama tentang sebuah struktur 

kelembagaan atau organisasi yang ada hubungan dengan kesukuannya, 

dan meskipun tahu namun kebanyakan dari mereka tidak begitu detail 

memahami maksud dan tujuan dalam membentuk organisasi tersebut, 

dikarenakan dasar pemikiran dari kebanyakan mereka adalah 

mendulang ekonomi sebanyak-banyaknya. Meskipun demikian dalam 

fakta dilapangan bahwa kesamaan dan ethnosentris kesukuan yang ada 

dalam diri mereka melebur pada saat terjadi pentas politik didaerahnya. 

Hal ini diketahui dengan terpilihnya kepala desa yang berasal dari 

warga Madura keturuna menjadi kepala desa.  

Struktur kelambagaan yang dibangun pada dasarnya hanya untuk 

kepentingan ekonomi semata, namun seiring berkembangnya waktu 

bergeser menjadi kepentingan politik ekonomi, dimana organisasi 

tersebut dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mendulang ekonomi 

dan cenderung terjadi mafia (gangster) dalam sebuah wilayah seperti 

yang terjadi dan dilakukan oleh beberapa wilayah baik di Jawa yang 

didalamnya banyak komunitas warga Madura.    

 

8.1.3 Perubahan Pola Interaksi 

Meskipun diawal pasca konflik pola interaksi menjadi hal yang 

sulit untuk diterima, namun bagi masyarakat Suku Madura keinginan 

yang kuat untuk berubah dan memperbaiki bagaimana interaksi yang 
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sebelumnya menjadi faktor pemicu konflik, menjadi sebuah instrument 

nilai yang mampu menciptakan rekonsiliasi berjalan dengan baik, dan 

menjadi faktor bagi masyarakat Suku Dayak untuk segera menerima 

mereka kembali dari pengungsian meskipun dengan beberapa 

persyaratan yang mengikat, diantaranya adalah harus memahami prinsip 

dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. 

Kesan yang dulu ditampakkan pada warga suku Madura dengan 

menonjolkan kesukuan dalam konteks pola perilaku dan gaya hidup 

mereka mulai hilang, konflik benar-benar telah menjadi pembelajaran 

untuk segera memperbaiki dan menjalin serta ikut menjadi bagian dari 

masyarakat dengan tidak menonjolkan ke-aku-annya dan juga lebih 

mengutamakan pola interaksi yang penuh dengan kerjasama, dan 

solidaritas.  

 

Gambar 8.2 Proses Membaurnya warga suku Madura dengan suku 
Dayak, Jawa dan Banjar di Desa Parit 
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Gambar diatas adalah proses persiapan pernikahan serta proses 

masuk Islamnya salah satu warga suku Dayak yang dilakukan oleh 

warga suku Madura di Desa Parit, dari proses tersebut dapat dikatakan 

bahwa interaksi yang terbangun antara warga suku Dayak dan warga 

suku Madura sudah sangat baik sehingga terlihat tidak ada beban yang 

menganjal walaupun pada kenyataannya mereka pernah saling 

berkonflik.     

Prinsip dasar interaksi yang selama ini menjadi pemicu konflik, 

seperti yang disampaikan dalam fakta dengan data sekunder dan 

wawancara ditunjukkan bahwa faktor pemicu konflik adalah adanya 

pola perilaku yang memicu disinteraksi antar kedua suku yang hidup 

berdampingan. Perilaku yang ditunjukkan tidak berdasar pada nilai 

keutuhan dan kebersaman (common sense). 

Pola interaksi yang menjadi prinsip utama sebagaimana dalam 

pandangan pihak ketiga dalam mendamaikan kedua suku dengan dasar 

Pancasila sebagai tujuan bermasyarakat dan bernegara dalam kerangka 

NKRI menjadi tolak ukur agar tercapai tujuan yaitu dengan 

mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan kebangsaan.  

Perubahan pola interaksi awal datang dari pengungsian bagi 

kebanyakan warga Suku Madura menjadi acuan untuk tetap menjaga 

keutuhan dan kebersamaan dengan warga Suku Dayak hingga sekarang. 

Namun beberapa kasus yang menyertai dalam perkembangannya seperti 

kejadian Baamang, Banjarmasin, sempat menjadi instrument yang akan 
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memicu perseteruan antar kedua suku, akan tetapi itu hanya sebagian 

kecil saja dan mayoritas warga Suku Madura sudah menunjukkan pola 

perilaku yang menyesuaikan dengan lingkungan di masyarakat Suku 

Dayak (adaptasi). 

 

8.1.4 Integrasi Sosial 

Normalisasi kehidupan sosial masyarakat pasca konflik antarsuku 

Dayak dan Madura tidak terlepas dari adanya keinginan bersama para 

tokoh adat Dayak dan tokoh Madura untuk menyelesaikan konflik, 

mencari solusi terbaik dalam menjaga kesepakatan perdamaian 

kemudian mencari nilai-nilai persamaan yang dimiiki masing-masing 

kultur budayadalam menciptakan keselerasan hubungan sosial dan rasa 

solidaritas masyarakat di Sampit, sehingga dinamika hubungansosial 

masyarakat antarsuku di Sampit mengutamakan pengenalan dan jatidiri 

masing-masing suku, dengan arah tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Orang Dayak dengan falsafah hidup “huma Betang” yang telah 

mendarah daging dalam kehidupan sosialnya tentu sudah sangat 

memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik nilai toleransi, 

gotong royong, serta nilai kekeluargaan. falsafah tersebut bahkan telah 

menjadi karakter dalam seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di 

Kalimantan Tengah. Sampit yang memiliki semboyan“habaring 
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hurung” atau gotong royong semakin memperkuat pondasi hubungan 

sosial dan kehidupan antarsuku, antaretnis dan antaragama masyarakat. 

Ketua Dewan Adat Dayak dan tokoh suku Madura sependapat 

dan mengamini bahwa pada kenyataannya hubungan sosial masyarakat 

disampit baik suku Dayak dan suku Madura memiliki hubungan yang 

saling membutuhkan. Sehingga hal tersebut merupakan modal dasar 

yang menjadi perekat hubungan yang selama tidak disadari oleh 

masing-masing suku di Sampit. 

Tingkat kesadaran masyarakat pasca konflik di Sampit juga telah 

dibuktikan dengan banyaknya penyelesaian kasus kekerasan, pencurian 

dan perkelahian yang melibatkan kedua belah pihak baik suku Dayak 

dan suku Madura, cara penyelesaian masalahnya melalui jalan 

perdamaian serta kekeluargaan yang merupakan wujud keberhasilan 

bersama dalam menjaga dan mengedepankan keserasian integrasi sosial 

di lingkungan masyarakat. 

Konsistensi dalam menjaga marwah Kongres Rakyat Kalimantan 

Tengah (Kal-Teng) dan Musyawarah Besar (Mubes) Damang Kepala 

Adat Kaltengbaik oleh pemerintah Daerah sebagai pemangku 

kebijakan, tokoh Dayak serta tokoh Madura merupakan keberhasilan 

pembangunan pasca konflik antarsuku di Sampit. Bidang sosial 

masyarakat baik identitas, etnisitas dan rasa kebersamaan menciptakan 

kerukunan dan keamanan sehingga memunculkan rasa aman dalam 
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kehidupan sosial masyarakat multi etnik, multi agama serta multi 

budaya di Sampit 

Pembangunan yang berkelanjutan pada bidang pendidikan dalam 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada 

pemerataan ekonomi, pengambangan jatidiri yang fokus pada 

pembinaan moral juga sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah 

bekerja sama dengan Dewan Adat Dayak, Damang Adat serta tokoh 

Madura, dan juga tokoh masyrakat lainya yang juga merupakan bagian 

dari proses integrasi sosial sehingga masyarakat yang multisuku, 

multietnis yang ada di Sampit dalam mengambil sebuah tindakan 

memiliki pemikiran yang jernih dalam memahami kondisi sosial 

masyarakat.    

 

8.1.5 Rekonsiliasi 

Proses pengembalian warga suku Madura ke Sampit ternyata 

memakan waktu yang cukup panjang hingga membutuhkan waktu 

sampai 3 tahun pasca konflik agar warga suku Madura yang dulu 

mengungsi bisa kembali ke Sampit Kotawaringin Timur, hal tersebut 

disebabkan oleh masih adanya penolakan oleh warga suku Dayak serta 

belum kondusifnya kota Sampit yang merupakan pusat konflik, 

Penolakan oleh warga Dayak masih terasa sampai pada akhirnya ada 

kesepakatan damai dari tokoh Dayak yang sebagian besar berada di 

Sampit khususnya dan juga warga Dayak yang berada di seluruh 
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Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya dengan para tokoh 

Suku Madura untuk mengakhiri konflik.  

Proses rekonsiliasi pasca konflik antara para tokoh Dayak dan 

tokoh Madura dengan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur beserta Forum Komunikasi Korban Kerusuhan 

Kalimantan Tenggah (FK-4) dalam usaha mengembalikan warga suku 

madura korban konflik yang berada di pengungsian Sampang Madura, 

akhirnya membuahkan hasil yang positif dan para tokoh sepakat bahwa 

warga suku Madura diperbolehkan kembali asalkan dengan menyetujui 

persyaratan dan bersedia mengikuti aturan-aturan dan patuh terhadap 

hukum adat yang ada di Sampit Kotawaringin Timur. 

 

8.1.6 Mediasi 

Kesepakatan damai dan kesepakatan untuk mengakhiri konflik 

memuat sejumlah perjanjian diantaranya, warga suku Madura yang 

diterima dan diperbolehkan kembali ke sampit adalah merupakan warga 

Madura yang dulu tidak memiliki masalah dengan warga lokal pada 

lingkungan sosial tempat tinggal mereka sebelum konflik sehingga 

proses pengembalian yang terjadi telah berjalan dengan baik.  

Pengembalian dan pemulangan warga suku Madura ke Sampit 

tergolong paling cepat, Jika kita bandingkan serta melihat konflik-

konflik lain yang ada di Indonesia, penyebabnya adalah karena konflik 

hanya bersifat lokal dan hanya ada pada lokasi-lokasi serta wilayah 
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tertentu, seperti daerah Kecamatan Kotabesi dan Desa Bajarum 

sebagain besar warga suku Madura pada saat konflik memilih 

mengunggi dan menghindari konflik serta tidak melakukan perlawanan 

sehingga dua daerah tersebut korban jiwa hampir tidak ada. 

Pasca Konflik pada tahun 2001 antara suku dayak dan suku 

madura di Sampit tepatnya pada tahun 2003 hingga tahun 2017 saat ini, 

sebagian besar warga Madura di penampungan pengungsi di Sampang 

telah kembali ke tempat asal mereka masing-masing yang terbagi 

diberbagai wilayah Kotawaringin Timur diantaranya Kecamatan 

Kotabesi, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Baamang, Mentawa 

Baru/Ketapang, Desa Bajarum, mentaya hilir utara, kelurahan Sawahan 

dan lain-lain.   

Kembali ke Sampit Kotawaringin Timur bagi warga suku Madura 

berarti siap memulai dari nol serta rela dengan tidak menuntut banyak 

terhadap rumah beserta harta benda yang ditinggalkan yang ikut 

terbakar imbas dari konflik antara suku. Bagi warga suku Madura 

korban konflik yang terpenting adalah dapat diperbolehkan kembali ke 

Sampit untuk menata serta mencari penghidupan yang layak walaupun 

harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal. 
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Tabel 8.1 Perubahan Sosial di Sampit 

Indikator Sebelum Konflik Pasca Konflik 

Status Sosial - Mayoritas warga suku 
Madura adalah sebagai 
buruh kasar, penarik becak 
dan pedagang serta petani 

- Sebagai besar memiliki 
pendidikan yang  rendah 

-  Peningkatan Status sosial ada 
yang berprofesi sebagai PNS, 
Guru, Karyawan Swasta, dan 
bahkan menjadi kepala Desa 

- Kesadaran bahwa pendidikaan 
sangat penting telah banyak 
dari warga suku Madura yang 
Lulusan SMA bahkan Sarjana  

Stuktur/Lembaga - Organsasi Ikatan Keluarga 
Madura (IKAMA) 

- Peran Dewan adat Dayak 
(DAD) belum maksimal  

- Dewan Kehormatan warga 
suku Madura 

- Forum Komunikasi Korban 
Kerusuhan Kalimantan 
Tengah 

- Peran Dewan Adat Dayak di 
fungsikan berserta Damang 
adat dan seluruh perangkat 
adat pada setiap desa dan 
kecamatan 

Pola Interaksi - Individualis, ekslusif dan 
tertutup 

- Ego Kesukuan dan tingkat 
emosional yang tinggi 

- Persepsi negatif terhadap 
suku Dayak yang 
dianggap memiliki etos 
kerja yang rendah 
 

- Terbuka, kerjasama dan 
solidaritas yang sudah mulai 
tumbuh baik 

- Mengutamakan perdamaian 
sebagai jalan tengah dalam 
setiap penyelesaian masalah 

-  Persaingan dan kompetisi 
yang positif dalam mencari 
sumber ekonomi, pertanian 
dan pekerjaan    

Integrasi Sosial - Menonjolkan kesukuan  
sebagai warga madura 

- Selalu ingin menang 
sendiri dan kurang patuh 
terhadap aturan yang 
berlaku di Sampit 

- Mencari nilai-nilai persamaan 
yang ada dalam hubungan 
antarsuku 

- Konsisten dalam menjaga 
marwah Kongres Rakyat 
Kalimantan dan Musyawarah 
Besar Damang dan Kepala 
Adat Dayak 

Rekonsiliasi - Warga suku Madura 
mendapat Penolakan dari 
warga suku Dayak 
terhadap mereka yang 
ingin Kembali ke Sampit 

- Proses pengembalian warga 
suku Madura dilakukan secara 
bertahap dan sudah mulai 
mendapat penerimaan dari 
warga Suku Dayak  

Mediasi - Belum adanya 
kesepakatan bersama 
dalam menyelesaikan 
setiap masalah 
antarawarga suku Dayak 
dan Madura 

- Perjanjian damai dan 
kesepakatan para Dewan Adat 
Dayak bersama Tokoh 
Madura sebagai pedoman 
yang harus dipatuhi oleh 
seluruh warga di Sampit 
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Temuan hasil penelitian ini mengungkap bahwa tenyata cara 

pandang atau persepsi orang Madura yang salah terhadap warga suku 

Dayak, sehingga sebagian orang Madura ada yang tidak mau 

menikahkan anaknya dengan orang Dayak dengan alasan berbeda status 

sosialnya, orang dayak dianggap memiliki status sosial lebih rendah dan 

tidak sederajat, pemalas serta etos kerja yang rendah jika dibanding 

dengan orang Madura. Hasil penelitian ini juga mengunggap bahwa 

konflik pada kenyataannya telah merubah total seluruh asfek kehidupan 

warga suku Madura di Sampit, baik pada struktur organisasi kelompok 

warga suku Madura, pola interaksi, dan mereka berusaha menjaga serta 

mempertahan integrasi sosial di Masyarakat, rekonsiliasi pasca konflik 

serta mediasi jika ada permasalahan agar hubungan antar suku Dayak 

dan suku Madura semakin membaik.         

  

8.2 Perubahan Budaya Pasca Konflik antara Suku Dayak dan Suku 

Madura di Sampit 

Parsons mendesain skema AGIL untuk digunakan di semua 

tingkat dalam sistem teorinya. Organisme Perilaku adalah sistem 

tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan 

diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian 

melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan 

sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. 

Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan 
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bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural 

melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor 

seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk 

bertindak. (Ritzer dan Goodman,  2008). 

Nyata bahwa Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai 

“tingkatan” analisis sosial maupun mengenai hubungan antara 

berbagai tingkatan itu. Susunan hierarkisnya jelas, dan tingkat 

integrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara: Pertama, 

masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau 

kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua,  

tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di 

bawahnya (Ritzer dan Goodman,  2008). 

Inti pemikiran Parsons ditemukan dalam empat sistem tindakan 

ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem 

tindakanya, kita berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan 

Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya 

(Schwanenberg, 1971; Ritzer dan Goodman,  2008). 

Menurut Parsons, masyarakat akan berkembang melalui tiga 

tingkatan utama: (1) primitif; (2) intermidiate; dan (3) modern. Dari 

tiga tahapan ini, oleh Parson dikembangkan lagi ke dalam 

subklasifikasi evolusi sosial lagi sehingga menjadi 5 tingkatan: (a) 

primitif; (b) advanced primitif and arcchaic; (c) historic 
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intermiediate; (d) seedbed societies; dan (e) modern societies 

(Narwoko dan Suyanto, 2007). 

Parsons, menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan 

dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama; kultural 

(pendidikan), kehakiman (integritas) , pemerintahan (pencapaian 

tujuan) , dan ekonomi (adaptasi). Masing-masing subsistem secara 

otonom, subkolektif-subkolektif. Dalam kontek ini, kemampuan 

adaptasi terhadap lingkungan merupakan tolak ukur dari tingkat 

otonominya (Narwoko dan Suyanto, 2007). 

Menurut Parsons, kian adaptif berarti kian tinggi otonominya. 

Konkretnya, semakin tinggi tingkat masing-masing subkolektif dalam 

melakukan fungsi utamanya dalam rangka fungsi interdependensy 

system secara keseluruhan, semakin besar pula kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap lingkunganya, dan ini bearti semakin 

maju masyarakat yang bersangkutan (Narwoko dan Suyanto, 2007). 

Tolak ukur yang digunakan Parsons untuk mendeteksi dan 

sekaligus membedakan tingkat perubahan masyarakat (ke dalam 5 

tingkatan di atas) adalah artikulasi pengembangan fungsi  

integrasinya. Puncak perkembangan terepenting terhadap fungsi 

integrasi ini adalah ditemukannya bahasa tulisan dan kunci terhadap 

persambungan proses evolusi sosial. Penemuan simbol komunikasi 

bahasa menandai fase transisi dari masyarakat primitif ke tingkat 

intermediate. Sedangkan penemuan hukum formal menandai fase 
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transisi dari intermediate ke masyarakat maju (advanced) (Narwoko 

dan Suyanto, 2007). 

Parsons dan rekannya, menyimpulkan prasyarat-prasyarat 

fungsional, atau syarat-syarat yang perlu, bagi masyarakat. pada daftar 

teratas semua orang harus dimasukan mekainisme-mekanisme kontrol 

sosial yang bertujuan melindungi proses sosialisasi untuk memastikan 

setiap pengikut kelompok anak muda menginternalisasikan norma-

norma itu dan mendorong untuk memainkan peran-peran 

konvensional (Ritzer dan Smart, 2014). 

Parsons, memiliki asumsi bahwa setiap subsistem normalnya 

memiliki sarana untuk menolak perubahan dan sebagian besar tulisan 

teoritis intinya menganggap perubaahan itu menyusahkan karena bisa 

membahayakan imperatif-imperatif sistem. Kekhawatiran juga 

dikemukankan oleh Parosns bahwa akibat dari perubahan yang 

tampaknya remeh boleh jadi jangkauannya lebih luas (dan lebih 

buruk) dari pada yang mungkin diperhitungan orang (Ritzer dan 

Smart, 2014). 

Hasil temuan peneliti berkaitan dengan Perubahan Budaya  pasca 

konflik antara suku Dayak dan Suku Madura di Sampit Kotawaringin 

Timur sebagai berikut; 
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8.2.1 Perubahan Nilai 

Tokoh suku Madura menilai jika sebelum konflik warga madura 

hidup dengan kemaunya sendiri dan lebih dikenal dengan sifat keras 

kepala dan sulit untuk diatur, tetapi pasca konflik pemahaman tentang 

bagaimana hidup saling menghormati antar suku menjadi semakin 

tinggi dalam kehidupan warga suku madura.misalnya sikap warga suku 

madura yang selalu meminta ijin jika ingin mengadakan kegiatan 

keluarga maupun kegiatan kebudayaan kepada aparat keamanan dan 

juga warga sekitar lingkungan dimana mereka tinggal warga suku 

madura merupakan wujud implikasi keinginan untuk memperbaiki dan 

merubah citra yang negatif terhadap suku Madura.   

Kepekaan sosial pada masyarakat suku Madura juga semakin 

tinggi jika dilihat dari kehidupan mereka pasca konflik, sikap yang 

muncul tergambar dari sikap saling tolong menolong serta saling 

membantu baik antara warga Dayak dan Madura muapun suku-suku 

lainya yang ada di Sampit. Sikap seperti ini justru tidak ditemui pada 

kehidupan warga suku madura sebelum terjadinya konflik antar suku 

Dayak dan suku Madura. 

Nilai yang tergambar perilaku yang sebelumnya berangsur-angsur 

melebur dan lumer menjadi ikut dalam bagian interaksi dengan 

lingkungan sekitar. Bilamana dulu nilai yang ditonjolkan dengan ke-

akuannya, sekarang sudah berubah menjadi kelompok sosial yang 

saling mempererat kerjasama dan keutuhan bersama. Nilai egosentrisme 
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yang menjadi persoalan interaksi yang ditampilkan dengan ke-

eksklusifan dari kelompok masyarakat Suku Madura dengan menjaga 

keutuhan dalam kelompoknya sendiri dan tidak mau beriteraksi dengan 

lingkungan menjadi faktor pemicu yang terjadinya konflik, berubah 

seiring pasca evakuasi dan rekonsiliasi, dimana masyarakat Suku 

Madura berangsur memahami nilai-nilai interaksi dengan masyarakat 

Suku Dayak yang berada di lingkungan sekitarnya.  

Nilai yang dimiliki tiap personal dan ethnosentrisnya bagi 

masyarakat Suku Madura adalah bagian yang seolah melebur pada saat 

menjadi kelompok sosial diantara lingkungan sekitar yang penuh 

dengan nilai interaksi dengan menjalin kebersamaan dan dapat hidup 

berdampingan satu dengan lainnya.  

Perubahan nilai personal menjadi nilai interaksi menjadi syarat 

utama sebuah kelompok agar dapat hidup berdampingan dengan 

kelompok lainnya. Bagi masyarakat Suku Madura pasca rekonsiliasi 

dan kembali dari pengungsian nilai-nilai interaksi dimana bumi dipijak 

disitu langit dijunjung menjadi nilai absolute bagi mereka untuk terus 

hidup berdampingan satu sama lain dengan membentangkan nilai 

keutuhan dan kebersamaan dibawah ke-Bhinnekaan dan NKRI.   

Gambaran bagaimana pribadi masyarakat Suku Madura sebelum 

konflik yang masih menjunjung tinggi kebudayaannya, loyalitas pada 

kelompoknya, dan cenderung mengedepankan egosentris pribadinya 

demi ambisi meraih keuntungan ekonomi semata, menjadikan lupa 
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bahwa mereka hidup berdampingan dengan kelompok lain yang 

memiliki nilai dan kebudayaan yang berbeda.  

Keinginan untuk meningkatkan tingkat ekonomi mereka 

menimbulkan nilai untuk menguasai setiap wilayah dimana kelompok 

masyarakat Suku Madura tinggal menjadikan mereka memaksakan 

keinginannya bagi siapa saja untuk dijadikan bahwa merekalah yang 

paling tinggi status sosialnya. Tingkat penguasaan sebuah wilayah bagi 

setiap kelompok bertentangan dengan nilai nerimo bagi prinsip 

masyarakat Suku Dayak pada umumnya. Nilai progresifitas yang 

menjadi prinsip keseharian masyarakat Madura sangat berbeda dengan 

nilai dan budaya masyarakat Suku Dayak yang kalem dan cenderung 

nyaman.  

Hegemoni nilai dan budaya yang dilakukan masyarakat Suku 

Madura terhadap Suku Dayak menjadi boomerang dikarenakan 

perasaan higenousitas terkalahkan oleh pendatang. Perasaan sensitifitas 

masyarakat Suku Dayak muncul setelah adanya upaya untuk merubah 

nilai-nilai kebudayaan mereka dan menimbulkan tingkat kemarahan 

yang tinggi. Seperti konflik yang terjadi di berbagai tempat, 

bertentangannya akan nilai dari pendatang dengan masyarakat asli 

menjadikan konflik yang berkepanjangan dan sulit terselesaikan (Coser, 

1996).  
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8.2.2 Perubahan Adat Kebiasaan 

Adat kebiasaan yang terdahulu pada masyarakat Suku Madura 

mulai nampak semakin ditinggalkan. Kebiasaan buruk yang selama ini 

menjadi penghalang terjadinya interaksi yang berkelanjutan berangsur-

angsur luntur. Adat ronggeng disertai dengan judi dan minuman keras 

sudah lumer dan sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Suku Madura 

dalam penyelenggaraan hajatan besar seperti pernikahan dan khitan.  

Sempat menjadi pemicu konflik pada tahun 2001, dikarenakan 

kebudayaan tersebut sangat bertentangan dengan lingkungan kalangan 

masyarakat Suku Dayak, yang dalam kebiasaannya cenderung 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dikarenakan anggapan bahwa 

kegiatan perjudian dan minuman keras memiliki nilai negatif.   

Adat kebiasaan lain yang menjadi pengahalang adalah 

menurunnya tingkat solidaritas dari masyarakat Suku Madura terhadap 

kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari Suku 

Dayak. Bentuk penurunan tingkat solidaritas yaitu minimnya 

ketidakhadiran dalam setiap hajatan atau kegiatan yang dilakukan di 

lingkungannya menjadi persepsi negative dan kemudian berkembang 

menjadi kecurigaan sepihak.  

Perubahan adat kebiasaan pasca konflik memberikan gambaran 

bahwa segala kegiatan yang terlihat kurang menjadi instrument untuk 

mempererat tali persaudaraan, solidaritas sosial dan kerjasama semakin 

membaik. Nampak dalam kebiasaan dalam banyaknya masyarakat Suku 
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Madura yang hadir dalam setiap hajatan yang diselenggarakan oleh 

kelompok masyarakat Suku Dayak, dan tidak adanya perhelatan 

ronggeng yang disertai dengan perjudian dan minuman keras.  

  

8.2.3 Perubahan Budaya Perilaku 

Tingkah laku selalu menonjolkan identitas dan kebudayaan dalam 

interaksi sosial di lingkungan masyarakat di Sampit membuat citra 

negatif bahwa warga suku Madura belum mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat di Sampit 

khususnya masih sangat sulit untuk dihilangkan. Pandangan tersebut 

muncul karena memang sikap yang sangat konservatif terhadap 

kebudayaan etnis Madura di tunjukan melalaui kehidupan yang 

eksklusif serta berkelompok di tengah-tengah masyarakat yang 

multikultural di Sampit sehingga pada kehidupan yang eksklusif dan 

berkelompok tersebut membuat pemahaman tentang kebudayaan di luar 

kebudayaan etnis Madura masih sangat rendah.  

Keberadaan warga suku Madura yang melekat dengan  nilai-nilai 

filosofis budaya kekerasan “lebih baik putih tulang (mati) dari pada 

berputih mata (tersinggung)” yang menjadi landasan budaya Carok 

jelas mengambarkan karakter yang memiliki tingkat keegoisan yang 

sangat tinggi dalam meghadapi setiap persoalan kemasyakratakan, 

sehingga persoalan tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi 
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seringkali lebih mengutamakan tindakan kekerasan dengan melakukan 

penyerangan secara berkelompok. 

Perubahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dari 

segi perilaku dan moral banyak sekali terjadi perubahan misalkan pada 

kehidupan masyarakat tidak lagi menonjolkan identitas sebagai orang 

madura tetapi mencoba untuk bergaul dan berusaha belajar tentang 

hidup dan kebudayaan suku Dayak misalkan pengunaan bahasa, orang 

madura yang bisa berbahasa Dayak akan mengunakan bahasa dayak 

dalam kehidupan sehari-hari tetapi banyak dari mereka yang telah 

mampu dengan benar mengunakan bahasa banjar sehingga pengunaan 

bahasa juga merupakan usaha untuk mengurangi stereotip yang ada di 

masyarakat. 

Sikap warga Madura pasca konflik sangat berubah total dengan 

adanya peristiwa konflik, yang dulu sangat menonjolkan kebudayaan 

madura seperti ronggeng, sandur dan karapan sapi sudah hampir tidak 

ada, karena memang tokoh Madura sendiri melarang kegiatan tersebut 

mengingat kadang kegiatan tersebut dibarengi dengan perjudian 

sehingga hal tersebut hanya menambah dan menimbulkan konflik justru 

jika ada orang madura yang sulit diatur akan direkomendasikan di 

pulangkan saja. 

Perubahan sosial pasca konflik pada masyarakat di Kecamatan 

Kotabesi terlihat sangat jauh lebih baik, warga suku madura yang 

kembali dari pengungsian tidak lagi menonjolkan budaya mereka 
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sebagai ukuran, tetapi jika kita melihat dari pesta perkawinan yang 

diselenggarakan oleh warga suku madura pun saat ini sudah mengkuti 

cara-cara adat bagaimana perkawinan warga suku Dayak. Kemudian 

jika ada warga pendatang baru dari suku Madura, jika dulu sebelum 

konflik warga pendatang dari suku madura bebas saja keluar masuk 

silih berganti dan tidak pernah sama sekali melapor pada tokoh 

setempat, tetapi pasca konflik mereka justru menolak warga pendatang 

walaupun berasal dari suku yang sama hal tersbut dilakukan untuk 

menghindari masalah dengan warga lokal. 

Perubahan budaya perilaku masyarakat pasca konflik bagi Suku 

Madura sebelum dan sesudah konflik nampak nyata dalam 

kesehariannya. Perubahan tersebut dikarenakan oleh faktor nilai 

common sense, dengan kata lain bahwa sudah seharusnya dilakukan 

karena tinggal di daerah lingkungan masyarakat Suku Dayak, dimana 

budaya perilaku harus disesuaikan dengan adat dan budaya masyarakat 

Suku Dayak.   

Namun demikian, masih banyak juga sebagian masyarakat Suku 

Madura yang belum memahami sepenuhnya tentang budaya perilaku 

interaksi. Nampak di beberapa wilayah masih tetap menggunakan 

budaya eksklusifnya dan hanya membaur didalam kelompoknya sendiri. 

Secara umum memang sudah makin memperlihatkan tingkat solidaritas 

yang tinggi.  

 



298 
 

 
 

8.2.4 Perubahan Pola Pikir 

Penuturan tokoh madura membenarkan bahwa dulu sikap tidak 

mau diatur dan mudah untuk dibodohi oleh kepentingan-kepentingan 

sekelompok orang serta budaya kekerasan yang melekat dalam diri 

kehidupan sosial warga suku madura adalah mayoritas karena faktor 

pendidikan yang dulu masih sangat rendah dan dengan tingkat keahlian 

yang rendah pula.   

Pendidikan yang rendah mempengaruhi pola pikir masyarakat 

Suku Madura dalam menentukan tindakan sosialnya. Pola pikir 

masyarakat Suku Madura dari awal cenderung hanya memikirkan nilai 

ekonomi. Bekerja keras yang ditampilkan hanyalah berdagang, 

dikarenakan kegiatan tersebut tidak memerlukan skill atau alat 

ketrampilan.  

Berdagang adalah kegiatan yang dianggap paling mudah untuk 

mendulang uang. Bagi yang memiliki modal tentu saja hal tersebut 

dapat dilakukan, dan bagi yang tidak memiliki modal kebanyakan 

masyarakat Suku Madura lebih memilih bekerja serabutan.  

Pola pikir kecenderungan memiliki nilai ekonomi menjadi 

pertaruhan tantangan kehidupan diperantauan. Sederhana namun sangat 

vital untuk kelangsungan kehidupannya. Filosofis berdagang menjadi 

prinsip bagi masyaarakat Suku Madura dikarenakan pengaruh budaya 

agama yaitu Islam. Islam mengajarkan bahwa jika ingin cepat kaya 

maka jadilah pedagang atau saudagar.  
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Kapitalistis menjadi idola bagi masyarakat Suku Madura, dimana 

pandangan kebanyakan masyarakat Suku Madura pada budaya nilai 

ekonomi sangat dominan dalam kehidupannya baik di lingkungan 

kepulauan Madura dan dibawa masyarakatnya ke setiap penjuru 

pelosok negeri yang disinggahinya.  

Pola pikir semakin berkembang seiring dengan makin banyaknya 

orang kaya yang berasal dari masyarakat Suku Madura. 

Berkembangnya pola pikir orang kaya dari masyarakat Suku Madura 

nampak makin banyaknya mereka tertarik untuk terjun ke dunia politik 

dan orientasinya menjadi seorang pejabat. Pandangannya adalah untuk 

menjadi seorang pejabat harus memiliki modal yang sangat cukup.  

Pola pikir yang awalnya hanya diperuntukkan untuk tujuan 

ekonomi, bergeser menjadi tujuan politik dengan menjadi pejabat. 

Selain pejabat orientasi pola pikir masyarakat Suku Madura kea rah 

PNS atau menjadi perangkat keamanan Negara.  

  

8.2.5 Perubahan Budaya Bahasa 

Bahasa menjadi instrument vital dalam interaksi, karena 

didalamnya terdapat substansi komunikasi dapat terjalin. Faktor bahasa 

menjadi bahasan penting pada konflik antar kedua suku di Sampit 

Kalimantan Tengah. Kebanyakan masyarakat pendatang khususnya 

masyarakat Suku Madura yang sudah lama tinggal di Sampit, bahkan 

hampir beberapa dekade dan kebanyakan mereka adalah warga Madura 
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keturunan tidak begitu memahami budaya bahasa masyarakat Suku 

Dayak, apalagi punya kemauan untuk menggunakannya dalam 

berinteraksi. Masyarakat Suku Madura baik Madura keturunan lebih 

senang menggunakan bahasa moyang dari Suku Madura ketimbang 

bahasa Suku Dayak.  

Faktor ethnosentris warga Madura keturunan akan budaya bahasa 

menimbulkan persepsi yang dinyatakan seolah menjauhi untuk 

mempelajari bahasa masyarakat setempat yang dimiliki oleh garis 

keturunan dari masyarakat Madura keturunan. Budaya dominan 

moyang Madura lebih ditonjolkan oleh masyarakat Madura keturunan 

yang memiliki nisab atau darah dari Suku Dayak. 

Pasca konflik, perubahan masyarakat Madura keturunan untuk 

memahami kebudayaan moyang Suku Dayak sudah mulai tumbuh. 

Banyak masyarakat Madura keturunan mulai menggunakan bahasa 

keseharian Suku Dayak dalam berinteraksi. Seluruh aktivitas sehari-hari 

bahasa tidak lagi menjadi kendala dalam berkomunikasi diantara kedua 

suku. Perubahan penggunaan bahasa pasca konflik sudah menjadi gaya 

komunikasi keseharian bagi masyarakat diantara kedua suku yang hidup 

berdampingan. Gaya komunikasi dengan bahasa tersebut menjadi kunci 

terjalinnya interaksi yang baik antarsuku Dayak dan Madira di Sampit.  
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8.2.6 Perubahan Mata Pencaharian 

Sebelum konflik seluruh pusat-pusat perekonomian mulai dari 

Perdagangan, Buruh Pelabuhan,  seluruhnya di kuasai serta di dominasi 

oleh warga suku madura melalui monopoli dengan tindakan kekerasan 

dan premanisme 

Pada kehidupan sosial ekonomi warga suku Dayak juga 

mengalami banyak perubahan di sebabkan oleh terbukanya kesempatan 

seluas-luasnya bagi warga suku dayak untuk dapat bersaing dengan 

warga pendatang, disebabkan oleh sumber-sumber perekonomian tidak 

lagi di monopoli oleh segelintir dari suku tertentu saja.  

Menurut penuturan Dewan Adat Dayak sebelum konflik 

kesenjangan sosial ekonomi antara warga suku dayak dan suku madura 

sangat nampak perbedaan yang signifikan kerena seluruh kegiatan 

perekonomian di Sampit di kuasai oleh warga suku madura pada 

seluruh lini pada sumber ekonomi sehingga membuat masyarakat lokal 

tidak memiliki akses dalam persaingan pada sektor perekonomian dan 

seringkali juga memonopoli memalui kelompok Ikatan Keluarga 

Madura (IKAMA) baik dengan jalan kekerasan dan premanisme 

sehingga warga lokal tidak memperoleh akses untuk ikut berjualan di 

Pasar serta menjadi buruh pelabuhan, sehingga warga lokal sangat 

memiliki keterbatas dan seringkali terjadi benturan antara warga lokal 

dengan warga suku madura dalam merebut sumber-sumber ekonomi 

tidak dapat di hindari. 
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Perubahan sosial ekonomi orang madura pasca konflik lebih 

mengedepankan nilai etika dan perilaku yang baik dalam bersaing 

secara sehat bersama warga lokal, perbandingan kehidupan ekonomi 

ketika berada di pengungsian dengan saat sekarang membuat berubahan 

yang positif pada cara mereka memperoleh sumber-sumber ekonomi 

yang lebih baik warga suku madaura untuk kehidupan keluarga mereka. 

Perubahan itu dilihat dari proses mencari sumber ekonomi dengan 

seluruh anggota keluarga terlibat. 

Pasca konflik perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan 

warga suku dayak terutama pada sektor pertanian. Dulu masyarakat 

suku dayak di kenal dengan sistem Pertanian ladang berpindah tetapi 

dengan dengan terjadinya konflik antara suku dayak dan suku madura 

mengharuskan mereka untuk belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dengan tidak hidup ketergantungan dengan warga suku madura, karena 

warga suku madura pada daerah Parebok, Samuda dll di kenal memeliki 

kemampuan yang baik pada sektor pertanian padi pada daerah  tersebut. 

Pada kehidupan sosial ekonomi warga suku Dayak juga 

mengalami banyak perubahan di sebabkan oleh terbukanya kesempatan 

seluas-luasnya bagi warga suku dayak untuk dapat bersaing dengan 

warga pendatang, disebabkan oleh sumber-sumber perekonomian tidak 

lagi di monopoli oleh segelintir dari suku tertentu saja.  
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Tabel 8.2 Perubahan Budaya di Sampit 

Indikator Sebelum Konflik Pasca Konflik 

Perubahan nilai - Warga suku Madura Keras 
Kepala, sulit diatur 
 

- Prinsip menerima orang 
Dayak terhadap apa yang 
diberikan alam  

 
- Terhambatnya interaksi, 

jarang menghadiri jika ada 
diundang dari warga lokal 
dalam acara hajatan 
 

- Sikap saling meghormati dan 
menghargai dalam hubugan 
sosial sudah sangat baik 

- Warga suku dayak sudah 
berani berkompetisi dalam 
bidang sosial ekonomi di 
Sampit 

- Memepererat persaudaraan, 
solidaritas sosial dan 
kerjasama semakin membaik 
 

Adat kebiasaan - Solidaritas yang rendah 
warga suku madura 
 
 

- Sebelum Konflik memiliki 
Sikap progresifitas yang 
sangat jauh dari budaya 
asli sebagai orang Madura 

- Timbulnya Kepekaan sosial 
dalam kehidupan sosial dalam 
wujud tolong-menolong, serta 
gotong royong  

- Kembali kepada kebudayaan 
asli sebagai orang Madura 
yang menjunjung tinggi nilai 
kebaikan  

Budaya perilaku - Egosentris yang tinggi 
serta loyalitas hanya 
dalam kelompok sebagai 
suku Madura 

- Ethnosentrisme Personal 
masyarakat suku Madura 

- Menjunjung tinggi 
kebudayaan sebagai suku 
Madura 

- Sangat Konservatif 
terhadap kebudayaan 
Madura 

- Pemahaman nilai yang 
salah “lebih baik putih 
mata dari pada putih 
tulang” dalam arti mudah 
cepat tersinggung 
 

- Saling mempererat kerjasama 
antarsuku dan keutuhan 
bersama dalam masyarakat 
 

- Kerjasama dan telah hidup 
berdampingan  

- Pemahaman yang tinggi 
dimana bumi dipijak disitu 
langit dijunjung 

- Mulai terbuka dan mulai bisa 
menerima kebudayaan diluar 
kebudayaan orang Madura 

- Memilih menyelesaikan 
masalah melalui jalur 
kekeluargaan dan meminta 
masukan Dewan Adat Dayak 

Pola pikir - Faktor pendidikan yang 
rendah maka sangat 
mudah untuk dibodohi 
oleh kepentingan oleh 
sekelompok orang 
 

- Pendidikan yang rendah 
cendrung hanya berfikir 
nilai ekonomi saja 

- Perubahan yang signifikan 
pada kesadaran akan 
pentingnya pendidikan warga 
Suku Madura  sehingga tidak 
adalagi genarasi muda madura 
yang tidak bersekolah 

- Pola pikir tidak lagi 
mengantungkan hidup pada 
sektor ekonomi semata 
sehingga dengan pendidikan 
yang baik  dimaksudkan dapat 
bersaing pada sektot lain 
misalnya karyawan swata dan 
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PNS    
Budaya bahasa - Tidak adanya kemauan 

untuk memahami bahasa 
Dayak dalam interaksi 
sehari-hari 

- Bahasa keseharian warga 
Dayak sudah mulai dipahami 
dan digunakan oleh warga 
Madura dalam kehidupan 
masyarakat terutama dalam 
sosial ekonomi misalnya di 
pasar 

Mata pencaharian - Dominasi dan monopoli 
perekonimian dalam 
wujud penguasaan 
wilayah perdagangan, 
buruh pelabuhan  

- Kesenjangan ekonomi 
yang sangat jelas terlihat 
antara warga lokal dan 
warga suku Madura 

- Ketergantungan yang 
tinggi pada warga suku 
Madura dalam bidang 
pertanian, warga Madura 
tergolong petani sukses 
pada bidang pertanian 
padi misal di desa Parebok  
samuda dll 

- Terbuka bagi semua suku 
untuk bersaing secara sehat 
dalam perdagangan serta 
pekerjaan di pelabuhan 
 

- Terjadi perubahan sosial 
ekonomi yang lebih 
mengedepankan nilai dan 
etika serta perilaku dalam 
bersaing secara sehat 

- Warga suku dayak sudah 
belajar untuk mandiri dalam 
memenuhi kebutuhan 
hidupnya pada bidang 
pertanian dan banyak belajar 
dari warga suku madura 
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BAB IX 
PENUTUP 

 

9.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka didapat 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Interaksi antara suku Dayak dan suku Madura adalah interaksi yang 

saling membutuhkan. Proses interaksi yang sebelumnya telah berjalan 

dengan baik, dimana waktu dulu saling membutuhkan (take and give), 

dengan adanya konflik hal tersebut seolah hilang. Kerinduan masyarakat 

Suku Dayak akan interaksi yang terjalin baik sebelumnya, nampak dalam 

kerjasama, gotongroyong, kemesraan pada waktu transaksi di pasar-pasar, 

menunjukkan bahwa kondisi interaksi tanpa syarat pasca konflik didasari 

oleh perasaan untuk lebih saling memahami, menghargai bentuk-bentuk 

nilai budaya dan mengaplikasikannya dalam proses interaksi. 

2. Proses sosial pada awal pasca konflik memang tidak semulus seperti apa 

yang diinginkan, ancaman dan ketakutan masih dirasakan oleh 

kebanyakan masyarakat Suku Madura. Tetapi seriring dengan berjalannya 

waktu dan perkembangan serta komitmen masyarakat Suku Madura 

untuk menjunjung tinggi nilai budaya, proses sosial kembali berjalan 

seperti semula. Pemahaman prinsip nilai dimana bumi dipijak disitu 

langit dijunjung dapat diaplikasikan secara nyata dalam proses sosial 

yang terjadi di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.  
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3. Pola Edukasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga  

keharmonisan pasca konflik telah terlaksana dengan baik sehingga proses 

rekonsiliasi, perdamaian hingga proses evakuasi masyarakat suku Madura 

dari pengungsian berjalan dengan baik. Keinginan tekad dan semangat 

dari masing-masing pihak, baik dari masyarakat Suku Dayak maupun 

masyarakat Suku Madura komitmen untuk terus menjalin kerjasama, dan 

keutuhan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 

proses rekonsiliasi dan evakuasi berjalan dengan lancar meskipun 

mengalami beberapa proses perjanjian dan perundingan. 

4. Perubahan sosial budaya masyarakat pasca konflik dimaknai melalui 

pelaksanaan dan aplikasi nilai-nilai dimana bumi dipijak disitu langit 

dijunjung sungguh memiliki efek yang signifikan bagi interaksi dari 

kedua suku, dimana masyarakat Suku Madura tidak lagi cenderung 

mengutamakan ke-akuannya, seperti yang sebelumnya dilakukan. Pasca 

konflik masyarakat Suku Madura lebih memahami, menghargai dan bisa 

menerima nilai budaya masyarakat Suku Dayak diantaranya pada 

perilaku, adat kebiasaan, pola pikir, pendidikan hingga struktur 

kelembagaan. 
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9.2. Saran 

Beranjak dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas 

maka peneliti memberikan saran-saran; 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu 

mensosialisasikan kembali makna perjanjian damai yang telah disepakati 

oleh para pihak yang pernah berkonflik, mengingat bahwa perjanjian 

damai tersebut sudah hampir dilupakan sehingga dikhawatirkan para 

generasi yang selanjutnya tidak menyadari bahwa dulu antara suku Dayak 

dan suku Madura pernah terlibat konflik.       

2. Dewan Adat Dayak (DAD) bersama tokoh suku Madura serta tokoh 

masyarakat lainnya harus bersinergi dalam pemaknaan falsafah “Huma 

Betang” yang di dalamnya tertuang nilai-nilai kebersamaan dan gotong 

royong, perlu dijadikan landasan nilai yang selalu dijaga dan dijadikan 

prinsip hidup yang penuh keterbukaan dan keihlasan serta tidak eksklusif 

dalam kelompok di tengah masyarakat yang begitu multikultural seperti 

di Sampit.  

3. Prinsip Bhineka Tunggal Ika perlu lebih ditanamkan pada kehidupan 

sosial masyarakat antarsuku terutama pada masyarakat suku Madura 

pendatang yang tidak memahami betul kultur dan budaya suku Dayak. 

Nilai-nilai “Dimana bumi di pijak disitu langit dijunjung” sebagai upaya 

agar selalu dijunjung tinggi dalam setiap perbedaan pada masyarakat di 

Sampit.     
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4. Penelitian ini belum sampai menjangkau dampak serta pengaruh konflik 

antarsuku terhadap perkembangan psikologis anak korban Konflik 

sampit, oleh sebab itu peneliti menyarankan kepada peneliti lain agar 

dapat melakukan analisis serta kajian terhadap permasalahan tersebut.       
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ANTAR SUKU DI SAMPIT KALIMANTAN TENGAH 

(KASUS KERUSUKAN ANTARA SUKU DAYAK DAN SUKU MADURA) 

 

Indikator Sub Indikator 

A. Bentuk interaksi sosial antara 

suku Dayak dan suku Madura 

pasca konflik antar suku di 

Sampit Kalimantan Tengah 

1. Bagaimana proses interkasi antara suku 

dayak dan suku Madura pasca konflik di 

Sampit? 

2. Bagaimana proses kontak sosial antara suku 

Dayak dan suku Madura baik Individu-

dengan Individi mapun Individu dan 

kolompok masyarakat di Sampit ? 

3. Faktor seperti apa yang mempengaruhi 

interaksi antara suku dayak dan suku 

Madura pasca konflik di Sampit? 

4. Sejauhmana perubahan interaksi suku 

Dayak dan Madura sebelum konflik dan 
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interaksi sosial pasca konflik 

antar suku Dayak dan suku 

Madura di Sampit 

Kalimantan Tengah 
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antara suku Dayak dan suku Madura di 

Sampit? 

3. Bagaimana pola interaksi antara suku 

Dayak dan suku Madura pada keidupan 

sosial di Sampit?  

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi 

interkasi sosial antara suku Dayak dan suku 

Madura pada keidupan sosial di Sampit?  

5. Dalam proses kehidupan sosial masyarakat 

apakah persaingan dan kompetisi antara 

suku Dayak dan suku Madura masihsering 

terjadi? 

6. Bagaimana Proses akomodasi warga suku 

Dayak terhadap warga suku Madura pasc 

konflik di Sampit? 

7. Bagaimana Proses akulturasi antara suku 

Dayak dan suku Madura pasca Konflik di 

Sampit? 

8. Bagaimana Proses asimilasi antara suku 

Dayak dan suku Madura pasca Konflik di 
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sosial di dalam lingkungan masyarakat di 

Sampit antara suku Dayak dan Madura 

masih sering terjadi benturan? 
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menjaga keharmonisan antara suku Dayak 
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C. Pola Edukasi yang dilakukan 1. Usaha seperti apa yang dilakukan 



pemerintah dan masyarakat 
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dayak dan suku Madura di 

Sampit Kalimantan Tengah 

pemerintah Daerah Kabupeten 

Kotawaringin Timur dalam mengurangi 

potensi konflik?  
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3. Seperti apa peran Dewan Adat Dayak pasca 
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D. Perubahan sosial budaya 
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Madura di Sampit kalimantan 
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1. Pasca konflik perubahan seperti apa yang 

muncul pada warga suku Dayak dan suku 
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2. Sejauh mana perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan sosial suku Dayak dan suku 
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3. Berapa lama perubahan sosial terjadi dalam 

kehidupan sosial suku Dayak dan Madura 
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4. Apa penyebab perubahan tersebut terjadi 
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5. Dampak dari perubahan sosial dalam 
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di Sampit? 

 



Lampiran 7 
 
Transkrip Wawancara dengan Drs. Untung, MM 
Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur 
Waktu   : Sabtu, 26 Agustus 2017 
 

Pasca konflik antara suku Dayak dan suku Madura pada tahun 2001, dan 
setelah kembalinya warga suku Madura antara tahun 2003, 2014 dan sampai 
dengan 2017 sekarang ini, permasalahan konflik ternyata belum juga selesai, 
walaupun perjanjian damai serta Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan 
korban konflik Sampit sudah sejak lama di sosialisasikan tetapi hampir belum 
mampu untuk mengembalikan suasana di Sampit benar-benar kondusif dan 
menghilangkan treotif yang ada di masyarakat. 

Kejadian pencurian dan pembunuhan yang terjadi di desa Samuda dan 
Kecamatan Baamang pada tahun 2016 yang membuat salah satu dari warga suku 
Dayak terluka serta menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh oknum dari 
warga suku Madura kembali membuat hubungan dan interaksi sosial antara warga 
suku Dayak dan suku Madura mengalami kemunduran, dan kejadian tersebut 
mengundang perhatian seluruh warga suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin 
Timur Provinsi Kalimantan Tengah. 

Kemudian kejadian pada tahun yang sama yakni 2016, terjadi pada 
kecamatan Baamang juga membuat warga seluruh wilayah Kotawaringin Timur 
sudah sebagain melakukan pergerakan masa, karena yang terbunuh adalah warga 
asli suku Dayak dan juga orang tua dari korban adalah merupakan tokoh dari suku 
Dayak sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan sosial di Sampit. 
Penyelesaian masalahnya memang tidak dilakukan sidang adat tetapi 
penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur adat dayak, disepakati pelaku akan 
memberikan santunan kepada keluarga korban dan seluruh warga suku madura di 
Kotawaringin timur harus bersama-sama mengumpulkan santunan sebagai efek 
jera dan pada 29 September 2016 santunan telah diserahan pada pihak keluarga 
korban dan tertutuplah keran yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar suku 
Dayak dan suku Madura. 

Dewan Adat Dayak berusaha meredam agar kejadian tersebut tidak 
meruncing dan meluas sehingga akhirnya muncul kesepakatan damai dan 
disepakati juga bahwa kejadian tersebut murni tindak kriminal, dan pelaku 
diserahkan ke pihak berwajib untuk di proses hukum, selain proses hukum pada 
tinggkat kecamatan diselesaikan dengan cara pesta adat berupa pesta perdamaian 
antara para tokok Dayak dan tokoh Madura. Pada tingkat pemerintah daerah 
Kotawaringin Timur ada naskah perdamaian yang masing-masing di tanda tangani 



oleh 5 orang dari tokoh suku dayak di yang oleh ketua Dewan Adat Dayak 
Kotawaringin Timur  dan 5 orang tokoh dari suku madura yang disaksikan oleh 
Bupati beserta wakil bupati, Dandim dan Kapolres kotawaringin Timur. 

Mengenai komunikasi dan interkasi antara suku dayak dan suku madura 
sampai saat ini memang dirasakan belum normal, hal tersebut tentu saja berbeda 
ketika antara 2 tahun pertama sampai dengan 3 tahun pasca konflik serta 
sekembalinya warga suku madura dari pengungsian yang melahirkan Peraturan 
Daerah (PERDA) Kotawaringin Timut Nomor 5 Tahun 2004 mengenai 
penanganan korban konflik. 

Dewan Adat Dayak akan terus menerus melakukan sosialisiasi agar 
mengingatkan kembali dan memberikan pendidikan kepada keluarga besar 
madura yang ada di Kabupaten kotawaringin Timur tentang sejarah kelam konflik 
antar suku jangan sampai terulang kembali, menginggat bahwa sejarah kelam 
konflik harus benar menjadi pelajaran berharga sehingga kedepan tidak ada lagi 
konflik yang dapat menghancurkan kerukunan antara suku di Sampit 
Kotawaringin Timur. 

Menurut tokoh suku dayak perdamaian adalah merupakan harga mati tidak 
boleh terulang, konflik pada tahun 2001 adalah untuk yang pertama dan yang 
terkahir adalah suatu kewajiban semua usur untuk terus menerus menjaga dan 
menjunjung tinggi kesepakatan damai, tetapi tokoh dayak menilai bahwa dari 
warga suku madura seringkali yang pertama kali melakukan pelangaran, tidak 
mematuhi perda, kesepakatan damai serta perjanjian damai, oleh sebab  maka 
seringkali menjadi pemicu dan membuat keresahan di masyarakat. 

Tokoh dayak menilai sampai saat ini 15 tahun pasca konflik, orang madura 
masih saya belum mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masa lalu mereka 
yang dianggap berperilaku kurang sopan dan beradab, sebagai masih mengunakan 
egonya dan belum bisa membawa diri untuk berinterkasi dengan warga suku 
dayak dan suku lainnya, sehingga untuk berinterasi seringkali belum dapat 
diterima oleh suku Dayak dan juga suku lain yang ada di Sampit Kotawaringin 
Timur. Tokoh suku Dayak juga sangat berkeyakinan bahwa antara suku Dayak, 
suku Jawa, Batak, dan Etnis Tionghoa tidak menginginkan konflik kembali 
terjadi, tetapi melihat sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perangai sebagai dari 
warga suku madura yang kurang baik sehingga potensi dan ancaman konflik 
dirasakan masih saja ada.   

Kebiasaan membunuh sebagian dari warga suku madura jika ada terjadi 
masalah perkelahian dengan suku-suku lainya di Sampit harus dihilangkan dan 
harus dirubah, seringkali dikarenakan hal yang sangat kecil saja dengan 



mudahnya menghilangkan nyawa, akibat hal yang demikian interaksi tidak baik 
dan kurang harmonis.   

Tingginya kecurigaan para tokoh dayak bahwa yang menjadi biang masalah 
pasca konflik justru dari pihak suku madura menginggat seringkali yang terlibat 
masalah pengendaran obat-obat terlarang dan tindak kejahatan lainnya bersumber 
dari warga Suku Madura hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu konflik. 

Para tokoh Dayak di Kotawaringin Timut melalui Dewan Adat Dayak sampai 
saat ini belum bisa menerima dan menyetujui serta memberikan ijin adanya 
usulan dari warga suku madura yang menginginkan di dirikannya organisasi 
Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) di Sampit, karena para tokoh Dayak 
mengkhawatirkan jusru akan kembali menyulut luka lama. Tetapi para tokoh 
Dayak melalui Dewan Adat dayak akan memberikan ijin pada warga suku 
Madura yang belakangan mendesak adanya organisasi yang diakui sebagai tempat 
mengadu dengan alasan jika adanya organisasi IKAMA orang madura menjadi  
merasa terwakili dan ada yang di hormati jika ada struktur organisasi yang jelas. 

Para tokoh Dayak terus berkoordinasi atas adanya permohonan tersebut justru 
bukan organiasi IKAMA yang disetujui tetapi hanya dewan kehormatan suku 
Madura saja yang dibentuk sehingga fokus pada pembinaan etika pada warga 
suku Madura yang ada di Kotawaringin Timur. 

Permasalahan baru yang muncul justru adanya warga Madura pendatang yang 
berada di Sampit tidak mentaati aturan yang berlaku di Sampit dan tidak 
melaporkan diri mereka sehingga karena banyak warga suku madura yang datang 
adalah bukan mereka yang dulu merupakan korban konflik tetapi memang warga 
suku madura yang baru merantau ke Sampit Kotawringin Timur sehingga menurut 
warga suku dayak dianggap tidak kurang memahami budaya dan tidak memiliki 
beradab bagaimana sebagai warga pendatang seharusnya. 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara dengan M. Pungkau Canang 

Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur 
Waktu   : Senin, 4 September 2017 
 

Para tokoh dewan adat dayak menginginkan adanya kendali terhadap siapa 
saja warga pendatang, dengan memberlakukan kartu kendali sehingga bagi siapa 
saja perantau akan didata kalau memenag berbaksud mencari pekerjaan akan 
diberikan  waktu 3 sampai dengan 6 bulan, tetapi jika dalam batas waktu tersebut 
belum mendapat pekerjaan maka dengan terpaksa akan dikembalikan ketempat 
dari mana mereka berasal sebagai usaha menghindari konflik 

Orang suku dayak sudah tidak lagi mempermasalahkan konflik masa lalu dan 
sudah tidak lagi pemikiran untuk berkonflik, tetapi justru orang suku madura yang 
masih tertutup dan berusaha menjaga dalam berinteraksi dan berkomunikasi 
dengan orang dayak. Para tokoh dayak melalui dewan adat dayak kotawaringin 
timur menginginkan bahwa kepala desa atau lurah harus berasal dari warga suku 
dayak. 

Pasca konfik banyaknya laporan tentang warga suku madura yang tinggal 
masih berkelompok serta eksklusif kepada Dewan adat dayak sehingga dewan 
adat menilai bahwa hal tersebut merupakan tindakan pembiaran dari pihak yang 
berwenang terhadap warga suku madura yang tinggal berkelompok dan eksklusif 
tersbut tentu juga salah satu pemicu konflik karena dewan adat menilai bahwa itu 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan daerah sehingga dikhawatirkan 
ada yang melakuan tindakan. 

Pada peraturan daerah telah dengan jelas menjelaskan bahwa warga madura 
yang kembali ke Sampit dari pengungsian tidak boleh lagi tinggal berkelompok 
tetapi harus menyebar dan beradaptasi ke seluruh kabupaten kotawaringin timur. 

Pihak yang berkewajiban menjalankan peraturan daerah masih belum mampu 
melaksanakannya dengan benar, sehingga masih lemah dalam pelaksanaan perda 
sehingga sampai saat ini pentunjuk tehnis dan siapa yang harus melaksanaan 
perda juga belum jelas sehingga menurut dewan adat Dayak menyatakan siap 
membantu pemerintah daerah untuk menjalankan perda tersebut. 

Penyebab kurang harmonisnya hubungan masyarakat suku dayak dan 
masyarakat suku madura adalah karena banyaknya laporan pada dewan adat 
dayak tentang kesan negatif oknum dari suku madura yang sebagaian merupakan 
pengedar obat-obat terlarang sehingga image sangat mempengaruhi hubungan di 
masyarakat disebabkan pada ketidak percayaan  sehingga muncul potensi masalah 
baru. Dewan adat dayak jika mendapat laporan masyarakat bahwa keberadaan 



warga suku madura membuat resah dan masyarakat tidak tenang maka akan ada 
tindakan lanjuti laporan tersebut menghindari konflik berkepanjangan 

Hubungan masyarakat suku dayak dengan suku banjar, suku jawa, suku batak 
dan china di Sampit hampir tidak pernah terjadi konflik penyebabnya menurut 
dewan adat dayak adalah karena faktor persamaan dan kesepahaman budaya, tidak 
adanya kecurigaan sehingga hubungan interaksi serta komunikasi serta 
kekeluargaan yang berjalan di masyarakat sangat erak dan penuh rasa 
kekeluargaan.  

Upaya masyarakat suku dayak melalui dewan adat dayak selalu berusaha 
untuk menjaga keharmonisan sangat jelas dengan sosialisasi dilingkungan 
masyarakat salah satu ungkapan “petak danum hayun itah” juga merupakan upaya 
menjaga keharmonisan karena suku dayak berusaha dan mencoba menjadi tuan 
rumah yang baik bagi warga pendatang.  

Suku dayak pada dasarnya bukan suku yang pendendam mereka terikat pada 
hukum adat dayak sehingga jika terjadi konflik sementara sudah di lakukan proses 
kesepakaan damai maka suku dayak akan sepenuh hati mengikutinya. Tetapi jika 
dari warga suku madura karena tingkat pendidikan mereka sebagai masih rendah 
sehingga kekerasan seringkali menjadi jalan terakhir. 

Ketika muncul masalah yang melibatkan antara warga suku Dayak dan suku 
madura yang memiliki inisiatif untuk penyelesaian masalah justru adalah orang 
dayak, sebagai besar warga madura tidak berani untuk melakukan tindakan 
pencegahan ada kemungkinan disebabkan oleh rasa traumma mendalam. Potensi 
konflik masih ada jika melihat fakta bahwa banyaknya laporan pada dewan adat 
dayak kotawaringin timur dengan masih adanya warga suku madura yang 
bersengketa lahan dengan orang dayak sampai saat ini masih belum selesai 
sehingga potensikonflik masih sangat tinggi.  

Dewan adat dayak memandang warga suku madura seringkali melanggar 
perjanjian damai, contohnya ketika waktu memelihara ternak dalam hal ini sapi di 
wilayah pemukiman warga suku Dayak sehingga ini seringkali mendapat 
penolakan dan protes dari warga karena merasa terganggu dengan pencemaran 
udara akibat dari memelihari ternah tersebut. 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara dengan Anang Nur Ali 
Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur 
Waktu   : Kamis, 21 September 2017 
 

Pada kecamatan ketapang warga madura yang kembali pasca konflik tersebut 
di daerah Sawahan, Telaga, Pasar Sampit tetapi masih banyak yang mengunakan 
budaya. Sebagian besar warga suku Madura pasca konflik, sudah berusaha 
menyesuaikan diri dan mencoba menyatu serta membaur dengan warga Suku 
Dayak dan Suku-Suku lainnya yang ada di kecamatan ketapang, dulu sebelum 
konflik menurut tokoh  Dewan Adat Dayak Kecamatan Ketapang warga suku 
madura sama sekali tidak mau menghadiri setiap kegiatan yang ada di lingkungan 
tempat tinggal mereka. 

Perasaan sebagai warga pendatang dan merupakan suku moniritas harus 
selalu di tekankan pada jiwa orang Madura sehingga tidak ada persaan. Namun 
pada beberapa daerah dimana  penduduk warga suku Madura merupakan 
mayoritas mereka pada kenyataannya masih saja membawa dan menonjolkan 
budayanya  masing-masing. Untuk menghilangkan rasa trauma seharusnya warga 
suu madura harus mampu berasimilasi dan berakulturasi dengan budaya dari 
warga suku dayak. Perubahan sosial masyarakat pada bidang perekonomian pada 
kenyataannya tidak benyak berubah, warga suku madura masih mendominasi 
kegiatan perdagangan   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Transkrip Wawancara dengan Amang Idar 
Tempat : Kantor Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur 
Waktu   : Sabtu, 23 September 2017 

 

Perkembangan warga madura korban konflik yang ada di kecamatan kotabesi 
sudah bisa menyatu dengan warga suku lainya, baik dari warga suku dayak, suku 
jawa, suku banjar dan suku bugis serta suku lainya yang ada di kecamatan 
Kotabesi. 

Hubungan sosial warga madura yang ada di kotabesi sebelum dan sesudah 
konflik tidak jauh berbeda, dulu ketika pecah konflik antar suku, barang-barang 
yang dimiliki oleh warga suku madura banyak yang dititipkan pada tetangga yang 
merupakan warga suku dayak yang ada di kotabesi, ketika warga suku madura di 
pegungsian ada yang meminta harta benda yang ditinggalkan dijual, justru warga 
suku dayak yang dengan sikarela untuk membantu menjual dan dananya 
diserahkan ketika warga madura berada di pengungsian, begitu juga ketika warga 
suku madura kembali dari pengungsian seluruh barang yang dulu dititikan 
seluruhnya di kembalikan kembali pada warga suku madura. 

Kehidupan warga madura yang ada di Kecamatan Kotabesi sudah hidup 
berdampingan seperti semula dan hubungan justru semakin baik, karena 
masyarakat suku dayak di Kecamatan Kotabesi menyadari bahwa sebagian orang 
suku madura hanya terkena imbas dari perbuatan segelintir orang dari suku 
madura yang tidak bertanggung jawab. 

Menurut Dewan Adat Dayak korban jiwa akibat pecahnya konflik di 
Kecamatan Kotabesi hampir tidak ada, baik dari warga suku Dayak maupun dari 
warga Suku Madura karena proses asimilasi dan akulturasi hubungan antara suku 
berjaan dengan baik, hingga sampai saat ini warga suku madura semakin berusaha 
untuk mempererat lagi hubungan tali persaudaraan agar tetap terciptanya 
kerukunan baik dalam kegiatan arisan, kelompok pertanian dan perdagangan. 

Warga madura yang kembali dari pengungsian ke kecamatan Kotabesi secara 
keseluruhan samasekali tidak ada penolakan, karena perilaku dan sikap warga 
suku madura yang ada di kotabesi memang tidak pernah bermasalah dengan 
warga suku dayak sehingga proses pengembaliannya sangat cepat dibanding 
daerah-daerah lain yang ada di kotawaringin timur. 

Dewan adat dayak justru bersyukur dengan kedatangan warga suku madura 
dari pengungsian karena roda perekonomian kembali berjalan, dimasyarakat pun 



tidak ada yang lagi yang berusaha mengungkit-ungkit masalah etnis dan sara di 
tengah masyarakat.  

Hubungan sosial terbilang cukup baik, tergambar dari kegiatan gotong royong 
yang selalu di ikuti oleh warga suku madura, termasuk jika ada warga suku Dayak 
yang melaksanakan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan warga suku madira 
bersedia untuk membantu dan tidak memperdulikan dari mana asal sukunya baik 
suku jawa, suku banjar,suku bugis dan suku lainya mencoba menyatu. Karena 
merasa warga madura yang kembali tidak pernah bermasalah, sehingga 
penerimaan dari warga suku Dayak itu benar-benar ikhlas  

Warga suku Dayak juga menerima dengan tangan terbuka kedatangan warga 
suku madura asalkan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah ditentukan oleh 
dewan adat dayak, ada harapan agar kondisi dan suasana kerukunan antar suku 
untuk terus menerus dijaga sebaik baiknya. 

Berkaca dari pengalaman konflik pada tahun 2001, warga suku dayak yang 
ada di Kecamatan kotabesi, dengan adanya kejadian perkelahian di Kecamatan 
Samuda dan Kecamatan Baamang yang melibatkan warga suku dayak dan warga 
suku Madura pada tahun 2016 yang lalu, baik dari pihak Suku Dayak tidak lagi 
mau terpancing emosi dan memilih untuk menunggu sampai ada hasil keputusan 
dari pihak berwajib. 

Untuk menjaga keharmonisan antara warga suku dayak dan warga suku 
madura untuk menjaga hubungan yang baik dengan membentuk kelompok tani 
yang diberi nama rukun makmur dan sampai saat ini kelompok ini tetap berjalan 
dan dijadikan alat untuk menambah eratnya hubungan antar suku yang ada di 
kecamatan Kotabesi. 

Dewan adat dayak kecamatan Kotabesi melihat kondisi masyarakat sudah 
tidak lagi menyimpan perasaan dendam dibuktikan dengan 16 Tahun pasca 
konflik, masyarakat dalam keadaaan rukun, dan justru bertambah akrab misalkan 
dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam peternakan berupa bibit anak sapi, 
orang madura yang mengajari orang dayak agar bisa memelihara dan beternak 
sapi dengan baik. Kemudian jika ada bantuan beras untuk rakyat miskin 
(RASKIN) misalnya juga tidak ada diskriminasi semua warga baik dari warga 
suku Dayak dan suku madura semua mendapat jatah yang sama. 

Perubahan sosial pasca konflik pada masyarakat di Kecamatan Kotabesi 
terlihat sangat jauh lebih baik, warga suku madura yang kembali dari pengungsian 
tidak lagi menonjolkan budaya mereka sebagai ukuran, tetapi jika kita melihat 
dari pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh warga suku madura pun saat ini 



sudah mengkuti cara-cara adat bagaimana perkawinan warga suku Dayak. 
Kemudian jika ada warga pendatang baru dari suku Madura, jika dulu sebelum 
konflik warga pendatang dari suku madura bebas saja keluar masuk silih berganti 
dan tidak pernah sama sekali melapor pada tokoh setempat, tetapi pasca konflik 
mereka justru menolak warga pendatang walaupun berasal dari suku yang sama 
hal tersbut dilakukan untuk menghindari masalah dengan warga lokal. 

Menurut dewan adat dayak masyarakat suku madura yang ada di kecamatan 
Kotabesi sejauh ini belum pernah ada yang melanggar hukum dan aturan  adat 
suku dayak, Kaerena Dewan adat dayak selalu memberikan sosialisai pada warga 
Madura jika ada warga pendatang dari Madura agar segera diminta untuk 
melaporkan keberadaan tamunya ,  tujuannya kedatangganya untuk apa serta 
berapa lama tinggal sehingga jelas maksud dan tujuannya datang ke wilayah 
tersebut.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transkrip Wawancara dengan Drs. Abdul Wahid, MM 
Tempat :  
Waktu   : Selasa, 26 September 2017 
 
 

Awal hubungan sosial masyarakat di sampit ketika kepulangan warga suku 
madura dari pengungsian sangat terasa berbeda dengan kondisi sebelum konflik, 
pada awal masa kepulangan warga suku madura ke Sampit, sebagai besar warga 
madura seperti orang asing dan ada perasaan ragu apakah warga suku Dayak bisa 
menerima mereka di kehidupan masyarakat. ketika memutuskan kembali  ke 
sampit masih ada perasaan yang membuat takut, tetapi dengan keyakinan yang 
kuat karena warga suku madura merasa sama sekali tidak terlibat dengan konflik 
dan hanya sebagai korban maka sebelum mereka sudah mempersiapkan mental 
dengan sangat matang. 

Warga suku Madura yang kembali kesampit adalah merupakan korban 
konflik yang mengungsi di Sampang Madura, karena sebagian besar warga suku 
Madura keturunan yang berada di Sampit berasal dari Sampang. Pasca konflik Di 
sampit warga suku madura di pengungsian telah dipersiapkan dengan pemberian 
arahan, sosialisasi serta nasehat kemudian bagi mereka yang akan kembali telah di 
berikan surat pernyataan yang berisikan sembilan pokok kesangupan yakni 
bersedia menjunjung tinggi falsafah “dimana bumi di pijak di situ langit di 
junjung”, sanggup menghilangkan budaya kekerasan, menyatakan bersedia 
menghilangkan perasaan dendam, dan menyatakan bahwa konflik adalah 
merupakan ketetapan dari Allah, serta mengihklaskan harta benda dengan lapang 
dada, menghindari konflik dan menghilangkan sifat emosional. 

Pada tingkat desa dan kecamatan sebelum warga suku Madura kembali telah 
dilakukan koordinasi dan pendekatan pada tokoh dewan adat dan tokoh 
masyarakat dengan harapan warga suku Madura dapat diterima sesuai dengan 
tempat tinggal mereka semula sebelum pecahnya konflik. 

Sebelum warga suku madura kembali dilakukan pemetaan untuk mengetahui 
asal domisili sebelum konflik dan seleksi yang ketat terhadap setiap individu, agar 
dapat menyesuaikan dengan keinginan serta persyaratan yang diminta dari hasil 
kesepakatan bersama para tokoh Dayak. Sehingga mereka yang bisa diterima 
adalah yang dulu berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak krimanal, 
dan kepulangan warga madura ke Sampit tentu diakukan dengan bertahap 
sehingga kepulangannya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

Penyesuaian diri warga suku madura yang kembali dari pengungsian dapat 
dikatakan. Faktanya memang antara suku dayak dan suku madura dapat 



dipastikan hubungan yang saling mebutuhkan serta saling ketergantungan satu 
sama lain mengingat bahwa dulunya antara warga suku Madura dan suku Dayak 
hidup secara berdampingan, karena warga suku madura tekenal dengan etos 
kerjanya sangat tinggi, tetapi dengan budaya dan perilaku serta sifat yang keras 
orang Madura yang dikenal dengan “menang tibi, kerebe tibi, dan tengkal konah 
serta tidak mau diatur sehingga sifat itu mau tidak mau harus dihilangkan. 

Sebenarnya tidak semua warga madura yang memiliki sifat kurang baik tetapi 
jika dapat dipersentasikan hanya sebagain kecil saja yang perilakuknya kurang 
baik, tetapi kadang persepsi di lingkungan masyarakat jumlah yang sedikit tadi 
menjadi persentasi mewakili seluruh warga suku Madura sehingga citra orang 
madura menjadi tidak baik. 

Sambutan sebagian besar warga Dayak terhadap kembalinya orang Madura 
ke Sampit, ada yang negatif dan ada yang positif tergantung kepribadian dari 
individu warga suku Madura ketika dulu sebelum konflik, tetapi jika dulu 
memiliki perilaku dan tabiat kurang baik masyarakat juga tidak bersedia 
menerima dan juga tidak diperbolehkan pulang. 

Pasca konflik sebagain besar masyarakat yang ada di sampit Kotawaringin 
Timur pada faktanya memang sudah melupakan persitiwa konflik, stereotipe yang 
dulu awal kepulangan warga suku madura sangat kental, perlahan sudah mulai 
hilang. Pada lingungan masyarakat di Sampit juga sudah tidah nampak adanya 
perbedaan karena masyarakat suku Madura sudah hampir mampu membaur di 
dalam lingkungan masyarakat. 

Masih adanya kehidupan yang eksklusif dan berkelompok warga suku 
Madura pasca konflik pada dasarnya bukan karena mereka yang menghendaki 
tetapi memang disebabkan oleh kondisi ruang lingkup sumber-sumber pekerjaan 
yang tersedia, jika warga suku Madura sudah merasa betah dalam menggeluti 
suatu pekerjaan dan pada lokasi tersebut dan peluang masih tersedia serta terbuka 
lebar orang madura yang dikenal memiliki rasa kekeluargaan tinggi akan langsung 
berusaha mengajak saudaranya untuk ikut mengisi peluang-peluang usaha dan 
pekerjaan tersebut. 

Antara suku madura dan suku Dayak sebagian besar sudah mampu 
berasimilasi, berakulturasi dan membaur, serta sudah banyak yang melakukan 
perkawinan silang antara suku dayak dan suku Madura oleh sebab itu maka proses 
pengembalian warga suku Madura ke Sampit tergolong paling cepat jika kita 
membandingkan dengan konflik-konflik lain yang ada di Indonesia misalkan 
konflik Poso, konflik sambas dan konflik maluku. 



Proses komunikasi yang dilakukan untuk mempererat rasa persaudaraan dan 
silaturahmi antara warga suku Dayak dan Suku Madura dengan bersama-sama 
terjun dan mengikuti kegiaan gotong-royong dan kegiatan lainya di masyarakat, 
pengalaman pahit konflik sangat membekas pada kehidupan warga suku Madura, 
jika dulu sebelum konflik warga suku Madura sombong dan kadang tidak mau 
mengikuti kegiatan di masyarakat sekarang pasca konflik perilaku demikian sudah 
hampir tidak ada. 

Ada pertemuan dan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh tokoh dayak dan 
tokoh madura untuk menjaga keharmonisan melalui pembinaan, karena sebagain 
besar warga suku madura pada kenyataannya berpendidikan rendah. 

Perubahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat dari segi 
perilaku dan moral banyak sekali terjadi perubahan misalkan pada kehidupan 
masyarakat tidak lagi menonjolkan identitas sebagai orang madura tetapi mencoba 
untuk bergaul dan berusaha belajar tentang hidup dan kebudayaan suku Dayak 
misalkan pengunaan bahasa, orang madura yang bisa berbahasa Dayak akan 
mengunakan bahasa dayak dalam kehidupan sehari-hari tetapi banyak dari mereka 
yang telah mampu dengan benar mengunakan bahasa banjar sehingga pengunaan 
bahasa juga merupakan usaha untuk mengurangi stereotip yang ada di 
masyarakat. 

Sikap warga Madura pasca konflik sangat berubah total dengan adanya 
peristiwa konflik, yang dulu sangat menonjolkan kebudayaan madura seperti 
ronggeng, sandur dan karapan sapi sudah hampir tidak ada, karena memang tokoh 
Madura sendiri melarang kegiatan tersebut mengingat kadang kegiatan tersebut 
dibarengi dengan perjudian sehingga hal tersebut hanya menambah dan 
menimbulkan konflik justru jika ada orang madura yang sulit diatur akan 
direkomendasikan di pulangkan saja. 

Karena pengalaman pernah terlibat dalam konflik maka sedikit saja adanya 
perkelahian yang melibatkan antara suku Dayak dan Suku Madura, sehingga 
dengan mudah akan menjadi besar dan ditabah lagi dengan perkembangan media 
tehnologi informasi dalam penyebaran isu dan berita yang belum tentu 
kebenarannya dengan mudah tersebar ditengah-tengah masyarakat sehingga 
menimbulkan gesekan sosial dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya 
orang yang berusaha membesar-besarkan dan memelihara isu konflik serta 
mengambil kesempatan di balik kurang harmonisnya hubungan antara suku 
Dayak dan suku Madura yang bernah berkonflik. 

Tanggapan beberapa orang Madura yang dianggap sebagai tokoh justru 
menginginkan jika memang ada orang madura terlibat dalam kasus kriminal agar 



kiranya cepat diselesaikan proses hukum dan kalau memang bersalah harus 
dihukum seberat-beratnya sehingga isu tidak lagi meluas dan tidak membuat 
kecurigaan di dalam masyarakat seakan-akan ada yang berusaha melindungi agar 
hubungan di masyarakat kembali normal baik mengunakan berbagai macam pola 
misalnya dengan pola pendekatan budaya, tindakan hukum dan membangun 
komuniasi yang baik. 

Kondisi psikologi warga suku Madura pasca konflik jelas masih sangat 
trauma, tegambar dari sikap dan kondisi warga madura jika ada isu akan terjadi 
konflik mereka tidak berani keluar dari rumah dan langsung ingin pulang dan 
meninggalkan kota sampit.   

Tokoh Dayak dan tokoh madura berusaha mencari berbagai macam cara atau 
pola untuk memperbaiki hubungan interaksi sosial mulai dari pembinaan dan 
sosialisasi kepada kedua belah pihak untuk selalu menjaga sikap saling 
menghormati antara suku lainya yang ada di sampit Kotawaringin Timur 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara dengan H. Hadriansyah 
Tempat : Rumah bapa H. Hadriansyah  di Desa Bajarum 
Waktu   : Selasa, 3 Oktober 2017 
 

Hubungan sosial masyarakat di Desa Bajarum yang di kenal masyarakatnya 
sangat multukultural karena terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan suku 
dapat dikatakan sangat harmonis dan semakin erat, keharmonisan tersebut terlihat 
ketika dalam pemilihan kepala desa yang diakukan secara langsung di Desa 
Bajarum beberapa waktu yang lalu misalnya dari lima orang yang mencalonkan 
diri sebagai bakal calon kepala desa semuanya terdiri dari berbagai macam suku 
yani dari Suku Dayak, Suku Bugis dan Suku Madura. 

Pada pemilihan kepala desa bajarum, faktanya memang ada usaha membawa 
masalah politik tersebut ke arah isu perbedaan suku dan etnis tetapi pada 
kenyataannya hal tersebut hanya sebatas isu yang disebarkan oleh orang yang 
tidak bertanggung jawab, yang sumbernya ternyata dari orang yang tidak 
berdomisili di Desa bajarum. Isu yang beredar di masyarakat adalah warga suku 
Dayak melakukan penolakan pada salah satu calon yang berasal dari warga Suku 
Madura penyebabnya adalah ditakutkan salah satu calon masih ada menyimpan 
rasa dendam karena pada saat konflik orangtuanya menjadi korban. 

Tetapi pada saat proses berlangsungnya pemilihan, apa yang di khawatirkan 
tidak terbukti dan pemilihan berlangsung aman dan lancar dan yang terpilih 
adalah kepala desa saat ini yang merupakan warga suku Madura Keturunan 
campuran berdarah suku Madura dan Suku Dayak. Ini membuktikan bahwa 
dibeberapa daerah khususnya desa bajarum kecamatan Kotabesi tingkat 
toleransinya sangat tinggi jika dibandigkan dengan desa-desa lainya yang ada di 
Kotawaringin Timur walaupun mayoritas suku adalah merupakan warga dari suku 
dayak tetapi dalam hal memilih pemimpin desa pada kenyataanya tidak ada 
diskriminasi.  

Perbandingan sikap dan perilaku warga suku madura sebelum konflik dan 
pasca konflik jauh sangat berbeda, sebelum konflik tempramen tinggi dan sikap 
keras sangat melekat pada identitas warga suku Madura tetapi pasca konflik sikap 
tersebut sudah tidak terlihat lagi. Sehingga sebagai upaya untuk menjaga 
keharmonisan pada masyarakat multisuku di Kecamatan Kotabesi, kepala Desa 
Selalu mengupayakan untuk saling mengingatkan agar jika ada kelompok dan 
perkumpulan di masyarakat harus di laporkan dan mendapat persetujuan dari 
Kepala Desa untuk menghindari kecurigaan didalam Masyarakat. 

Adanya isu konflik pada tahun 2016 jelas sangat berdampak pada interkasi 
kehidupan sosial masyarakat multisuku yang ada di Kecamatan Kotabasi tidak 



terkecuali pada warga suku Madura yang ada di desa Bajarum, hubungan sosial 
masyarakat yang sudah damai dan tenteram kembali terusik adanya isu konflik 
suku, sehingga diperlukan kesigapan para tokoh di daerah untuk memerikan 
penjelasan dan pemahaman pada warga masyarakat untuk tidak cepat terpancing 
dan tetap tenang pada hal yang belum tentu kebenarannya. 

Trauma jelas masih nampak dan membekas pada warga suku Madura di desa 
Bajarum walaupun konflik sudah berlalu. Proses akulturasi antara budaya suku 
Dayak dan suku Madura pasca konflik sebenarnya sudah terjadi, sebagian dari 
warga suku Dayak juga sudah ada yang menikah dengan warga suku Madura dan 
proses upacara perkawinanya pun tidak kental dengan budaya Madura tetapi 
sudah mengikuti proses budaya adat perkawinan suku Dayak kebanyakan. Proses 
penyatuan budaya tersebut disadari oleh warga suku Madura yang sudah 
memahami bahwa mereka merupakan warga pendatang yang harus menjunjung 
tinggi budaya lokal yang menjunjung tinggi falsafah dimana bumi dipijak disitu 
bumi dijunjung. 

Tradisi dan budaya warga suku Madura yang dapat memancing dan 
memunculkan permasalahan seperti ronggeng dan sandur sudah tidak diijinkan 
pelaksanaannya untuk menghindari munculnya benik-benih konflik    

 

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara dengan Bapak Ahmad 
Tempat : Rumah Informan di Desa Kotabesi 
Waktu   : Minggu, 22 Oktober 2017 
 

Setelah mendapat rekomendasi dari Camat, lurah serta beberapa tokoh suku 
Dayak warga Suku Madura di ijinkan kembali, tetapi walaupon begitu proses 
pengembalian warga suku Madura tidak berjalan baik karena pada awalnya juga 
ada yang mendapat penolakan dari warga suku Dayak dengan berbagai macam 
alasan misalkan menginggat tabiat dan perilaku warga suku madura sebelum 
konflik  

Kondisi pada saat awal konflik dengan sekarang menurut bapak ahmad jauh 
sangat berbeda kalau dulu warga madura yang bisa kembali ke Sampit adalah 
mereka yang lahir di Sampit, saat ini pasca konflik sudah ada warga madura yang 
bukan korban konflik sampit memberanikan diri untuk mengadu nasip dan 
mencari pekerjaan yang tersebar di beberapa wilayah sampit. 

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan seluruh adat istiadat dan 
kebudayaan yang identik dengan warga suku madura seperti Ronggeng dan 
Sandur yang dulu dilakukan hampir pada setiap ada acara perkawianan dan 
pernikahan sudah sama sekali ditinggalkan  oleh warga suku madura  

Pasca konflik Sampit warga suku madura jauh sangat berbeda pada saat 
sebelum konflik, sekarang jika ada warga suku madura yang ingin melaksanakan 
kegiatan yang mengundang orang banyak mereka tidak berani melaksanakan jika 
belum meminta ijin dan  mendapat persetujuan dari para tokoh dan warga suku 
Dayak dan sesudah konflik perubahan tersebut tergambar dari perilaku warga 
suku Madura yang dulu selalu mengendepankan sifatnya individualis dan tidak 
peduli dengan lingkungan masyarakat sekarang sudah mulai perbaikan misal jika 
ada acara perkawinan mereka terlebih dahulu menyampaikan langsung dengan 
pada tokoh-tokoh disekitartempat tinggal mereka.  

Menurut bapak ahmad ada perbedaan yang sangat mencolok antara sebelum 
konflik. Jika ada warga suku Dayak yang melakukan kegiatan, warga suku 
madura sekarang telah membaur dan seringkali kebanyakan membantu. Menurut 
ahmad konflik merupakan pelajaran bagi warga suku Madura yang selama ini 
ddianggap semena-mena terhadap warga yang ada di seluruh wilayah 
kotawaringin timur     

 

 



Lampiran 1 
Transkrip Wawancara dengan Bapak Mohammad 
Tempat : Rumah Informan di Desa Kotabesi 
Waktu   : Sabtu, 28 Oktober 2017 
 
 

Ada orang lokal merasa curiga dengan warga suku madura dengan adanya 
hiburan musik elekton, elekton juga digunakan oleh warga dayak dan warga 
madur. Dulu sebagian besar warga madura membeca di sampit. Warga suku 
madura perihatin dengan adanya kejadian genk motor yang dan meminta kepada 
orang tua untuk memberikan pendidikan pada remaja warga suku Madura untuk 
menjaga anak-anaknya masing-masing. 

Warga suku madura merasa ada perasaan tidak di hargai oleh warga suku 
dayak, warga suku dayak harusnya juga memberi contoh jika hukum adat dayak 
di jalankan harus semuanya di jalankan jangan tebang pilih ketika ada warga suku 
madura yang terkibat kasus di laksanakan hukum adat, tetapi ketika ada warga 
suku dayak yang bermaslah ada kesan tidak dilakukan hukum adat dayak 

Budaya sandur dulu diadakan budaya pecutan sekarang sudah berubah 
menjadi budaya elekton tetapi kegiatan pecutan masih tetap dipertahankan oleh 
warga suku Madura, Dengan adanya budaya pecutan atau arisan kadang 
menimbulkan kecurigaan terhadap adanya mobilisasi masa 

Pecutan merupakan budaya yang terus menerus di pertahankan karena 
merupakan budaya saling bantu membantu ketika ada hajatan perkawinan, jika 
ada warga yang memberikan berar maka nanti hal yang sama. Tokoh madura juga 
merasa bingung dengan sikap dan perilaku warga suku madura yang ada di 
sampit, jika berkaca dari budaya warga suku madura di pulau Madura justru 
memelikisikap dan perilaku yang sopan dan memiliki tata kerama yang tinggi, 
jika dibandingkan dengan warga pengungsi saat itu masih lumayan tinggi 
pendidikan warga pengungsi. 

Tokoh madura memang mengakui bahwa pendidikan warga suku madura 
masih sangat rendah, Tokoh madura membuat sekolah dengan tujuan pemberikan 
pendidikan kepada warga suku Madura. Pemerintah daerah di harapkan 
melakukan seleksi ketat dan mendata terhadap warga suku madura yang ada di 
sampit Persaingan sangat tinggi karena etos kerja warga madura sangat tinggi,  
Kebanyakan warga pendatang yang sering kali tidak dapat beradaptasi dengan 
lingkungan warga Dayak.  

 
 



Lampiran 1 
Transkrip Wawancara dengan Mat Mosel  
Tempat : Rumah Informan Jl. Cilik Riwut Desa Kotabesi 
Waktu   : Minggu, 5 Nopember 2017 
 

Pasca konflik di Sampit setelah warga suku madura kembali, awalnya 
memang ada sebagain warga dayak yang melakukan penolakan terhadap warga 
Madura yang datang, sehingga membuat warga suku madura sempat berfikir 
untuk pulang kembali ke Sampang Madura. Tetapi karena ada sebagai dari suku 
dayak yang berani menjamin keselamatan mereka, sehingga warga suku madura 
memutusan diri untuk tetap bertahan.   

Kondisi penerimaan warga suku madura sekembalinya dari pengungsian 
sangat beragam, ada yang sudah berusaha melakukan komunikasi dan kontak 
sosial dan ada juga sebagian warga suku dayak yang masih berusaha menghindar 
jika bertemu warga suku Madura. Tetapi setelah berjalannya waktu, kondisi pada 
lingkungan masyarakat berangsur-angsur mulai berubah 

Pada kecamatan kotabesi tidak semua warga suku Madura dapat diterima 
untuk kembali, karena sebagaian warga Madura tidak mendapat rekomendari dari 
tokoh adat dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, alasan penolakan warga 
suku Dayak pada sebagian warga suku madura adalah karena faktor hubungan 
sosial sebelum konflik yang tidak harmonis dan seringkali menimbulkan masalah. 
Adanya penolakan pada sebagaian warga suku Madura yang kembali membuat 
warga suku madura yang diterima menyadari bahwa ada yang perlu diperbaiki 
dari pola interaksi soaial yang selama ini dibangun, kesadaran itu muncul karena 
sebagain besar warga suku madura yang ditolak adalah mereka yang memang 
pada saat konflik tidak bisa membaur dan berinteraksi dengan baik dan 
keberadaanya sering kali membuat keresahan pada masyarakat lokal 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 


